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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi kebijakan 
pendidikan kewirausahaan; (2) Mengetahui perubahan perilaku alumnus progam 
pendidikan kewirausahaan; (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat progam 
pendidikan kewirausahaan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY, Pengelola, Pendidik progam pendidikan kewirausahaan dan peserta didik 
progam pendidikan kewirausahaan. Teknik pengumpulan data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi progam 
pendidikan kewirausahaan meliputi 3 aspek yaitu persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi. Tahap dalam persiapan adalah analisis kondisi dan pendataan peserta 
didik, penentuan jenis progam, penentuan waktu dan tempat pembelajaran, 
penentuan peserta didik; tahap pelaksanaan meliputi tempat pembelajaran di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY, waktu pelaksanaan 3 hari yaitu senin-rabu pada 
setiap minggunya, peserta didik berjumlah 20 pada masing-masing progam yaitu 
pendidikan tata boga dan rias pengantin dan 15 peserta didik untuk progam 
menjahit, pendidik dari SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY dan bekerja sama 
dengan tenaga ahli lokal, interaksi peserta didik dengan pendidik baik, materi 
pembelajaran dengan modul, fasilitas baik hanya kurang lengkap pada progam 
tata rias pengantin yang peralatan praktiknya terbatas, pembiayaan dari P2PNFI 
Reg.II Semarang dan APBD, metode ceramah dan praktek, strategi berpusat pada 
pendidik; tahap evaluasi progam pendidikan kewirausahaan dengan ujian tertulis 
dan praktek; (2) perubahan perilaku alumnus setelah mendapatkan bekal 
pengetahuan dan keterampilan pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY mendapatkan keuntungan secara sosial, budaya dan 
ekonomi; (3) faktor pendukung motivasi dari pengelola dan pendidik, keaktifan 
pengelola dalam penyelenggaraan progam, semangat peserta didik dan faktor 
penghambat meliputi: tidak adanya permodalan bagi para alumni, kurangnya 
fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat. 
  
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Kewirausahaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Visi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah 
Menghasilkan Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif (Insan 
Kamil/Insan Paripurna). Sementara Visi Kementerian Pendidikan Nasional 
Tahun 2014 adalah Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional 
yaitu layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok 
nusantara, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas dan 
relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan 
dunia industri, setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh 
pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar-
belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya, dan 
memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia untuk mengenyam 
pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia 
usaha dan dunia industri. 
 Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 
2014, dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 
dikemas dalam ”Misi 5K” yaitu: M1-Meningkatkan Ketersediaan Layanan 
Pendidikan, M2- Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, M3-
Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan, M4- 
Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, dan 
M5-Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan. 
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Dari visi-misi Kementrian Pendidikan Nasional tersebut maka 
sesuai tujuan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional 
dimaksudkan untuk penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan 
karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Realita di lapangan, sistem 
pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun 
peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk 
karakter wirausaha. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah 
pengangguran yang relatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih relatif 
sedikit, dan terjadinya degradasi moral. Kebijakan untuk menanggulangi 
masalah ini terutama masalah yang terkait dengan kewirausahaan antara 
lain dapat dilakukan dengan cara: (a) menanamkan pendidikan 
kewirausahaan kedalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, 
maupun pengembangan diri; (b) mengembangkan kurikulum pendidikan 
yang memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu 
meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan 
karakter dan keterampilan/skill berwirausaha; (c) menumbuhkan budaya 
berwirausaha dilingkungan sekolah. 
Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dalam rangka 
peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya untuk 
membangun karakter dan keterampilan pada peserta didik terus dilakukan 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
yang menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 
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keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang”.  Dengan dasar itu, sistem pendidikan nasional harus 
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu 
serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan 
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, 
terarah, dan berkesinambungan. 
Sistem pendidikan nasional  sebagai tersebut dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No. 20/2003),  adalah 
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri 
atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 
melengkapi dan memperkaya serta dapat  diselenggarakan dengan sistem 
terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Salah satu jalur 
pendidikan adalah pendidikan non formal (selanjutnya disebut PNF) yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan 
nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 
layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 
sepanjang hayat dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 
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dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.   
(http://web.banpnf.or.id/attachments/1156_Buku%20Kebijakan%202011.p
df) 
Beberapa peraturan atau dasar kebijakan non formal tersebut 
mencakup dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945. Peraturan-peraturan tersebut ditegaskan bahwa amanat UUD 1945 
yaitu:  
1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I 
 pasal 1 ayat 12 yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 
 luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan 
 berjenjang”. Menurut Undang-undang di atas mensyaratkan pendidikan 
 non formal harus  terstruktur dan berjenjang. 
2. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab VI 
 pasal 26 yaitu ayat:  
a. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
 yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
 pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal  dalam 
 rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
b. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 
 didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
 keterampilan  fungsional serta pengembangan sikap dan 
 kepribadian profesional. 
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c. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 
 pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
 pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
 keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
 pendidikan lain yang ditujukan  untuk mengembangkan kemampuan 
 peserta didik. 
d. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 
 pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 
 majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
e. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
 program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 
 penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau 
 Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional 
 pendidikan. 
   Menurut UU No. 20 Th. 2003 Pendidikan non formal 
 diselenggarakan masyarakat, menekankan penguasaan pengetahuan 
 dan keterampilan fungsional, misalnya kursus,  lembaga pelatihan 
 dan lain-lain. Pendidikan non formal diakui setara dengan 
 pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan yang mengacu 
 pada standar pendidikan nasional. 
3. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I 
 pasal 1 ayat 3 yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 
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 di luar pendidikan  formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 
 dan berjenjang”. 
Pendidikan non-formal sebagai bagian dari sistem pendidikan 
memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni 
memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Layanan alternatif  
yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut bisa berfungsi 
sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal 
sistem persekolahan. Sasaran pendidikan non-formal yang semakin 
beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, masyarakat 
yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami drop out 
dan putus pendidikan formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan 
formal seperti; suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah 
perbatasan, dan   masyarakat pulau luar.  
Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9)  UU RI N0. 
20/2003 disebutkan bahwa  Jenis pendidikan adalah kelompok yang 
didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 
Sedang pasal 15 menyebutkan  jenis pendidikan mencakup pendidikan 
umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.  
Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3 
UU RI NO 20/2003 menyatakan bahwa  Pendidikan Non Formal meliputi  
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kinerja, pendidikan 
7 
 
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) 
dan pasal 15 tersebut dapat dirumuskan bahwa  Program Pendidikan Non 
Formal  adalah  jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang 
mencakupi ( menurut penjelasan pasal 26 ayat 3): 
a. Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan 
 kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan 
 kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 
b. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk 
 mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, 
 pendidikan kepanduan/ kepramukaan, keolahragaan, palang merah, 
 pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. 
c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan  untuk mengangkat 
 harkat dan martabat perempuan. 
d. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal 
 yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, 
 dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. 
e. Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk 
 meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada 
 penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan 
 dunia kerja. 
Secara khusus disebutkan  dalam pasal 26 ayat 5 bahwa kursus dan 
pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 
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pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dan 
pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk 
pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didik dengan  penekanan pada penguasaan keterampilan, standar 
kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan 
kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui 
sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. 
(http://web.banpnf.or.id/attachments/1156_Buku%20Kebijakan%202011.p
df) 
Sebagai langkah nyata dalam penyelenggaraan pendidikan luar 
sekolah (PLS) pemerintah melalui SK menteri pendidikan dan kebudayaan 
nomor 0136/0/1977 tertanggal 30 april 1977 menyatakan tentang PLS 
yang bertugas untuk : 1) mendidik masyarakat, 2) membina generasi 
muda, dan 3) membina keolahragaan. Selain itu bentuk kebijakan lanjutan 
sebagai operasionalisasi dari pendidikan luar sekolah adalah dengan 
mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Dirjen pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga 
(Diklusepora) yang melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah, 
pemuda dan olahraga.  
Adapun fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sesuai Peraturan Daerah 
(Perda), No 16 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
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di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bantul  dan Peraturan Bupati 
(Perbup), No 75 tahun 2008, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, 
yakni membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat 
dalam rangka menciptakan masyarakat gemar belajar melalui program 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
(PAUDNI), memberikan motivasi, pendampingan, penyuluhan, 
bimbingan, dan pelatihan kepada masyarakat agar mau serta mampu 
menjadi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan asas saling 
membelajarkan khususnya program Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI), membuat percontohan, 
pengkajian, serta pengembangan model berbagai program Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI), 
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 
program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
(PAUDNI), melaksanakan koordinasi kegiatan sektoral dan bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
(PAUDNI), pengelolaan urusan Tata Usaha dan gedung Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB) Bantul. Sesuai dengan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 
tersebut, terselenggaranya Pendidikan Luar Sekolah melalui Unit 
Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar saat ini belum dapat 
terimplementasikan secara optimal. Sehingga belum sepenuhnya dapat 
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memberikan pelayanan pendidikan yang benar-benar efektif dan 
berkualitas.  (http://skb-bantul.com/) 
Pada pelaksanaan bidang pendidikan masyarakat, bentuk-bentuk 
PLS yang dapat diselenggarakan menurut Sanapiah Faisal (1981:54) 
adalah melalui : 1)  kursus-kursus; 2) kelompok belajar (kejar); 3) 
magang/ngernet; 4) belajar individual mandiri; dan 5) penyuluhan. Bentuk 
pendidikan masyarakat tersebut masyarakat sebagai warga belajar 
diharapkan dapat memperoleh informasi, pengetahuan latihan-latihan atau 
bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan 
mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai yang 
memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam 
lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsanya, serta memungkinkan 
untuk menjadi sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan 
produktif. bentuk pendidikan masyarakat tersebut kini telah 
diselenggarakan salah satunya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM). Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat  (PKBM)  adalah  tempat 
pembelajaran dalam  bentuk  berbagai  macam  keterampilan dengan 
memanfaatkan  sarana,  prasarana,  dan  segala potensi  yang  ada di  
sekitar lingkungan  kehidupan  masyarakat,  agar  masyarakat  memiliki  
keterampilan dan pengetahuan  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  
meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6). 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu 
alternatif pendidikan yang memang dibutuhkan masyarakat untuk 
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memperoleh/dapat mengeyam pendidikan. Dari penyelenggaraan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut, secara umum belum dapat diketahui 
jumlah sebarannya secara pasti. Hal tersebut dikarenakan adanya 
perbedaan di setiap wilayah dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM). Adapun beberapa wilayah/setiap provinsi di 
Indonesia yang belum melaksanakan/masih merintis Pusat Kegiatan 
Belajar tersebut. Adapun jumlah sebaran PKBM yang dilaksanakan 
melalui Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri sudah memiliki 5 Unit Pelaksanaan 
Teknis Sanggar Kegiatan Belajar. UPT Sanggar Kegiatan Belajar di DIY 
tersebar di beberapa kabupaten, diantaranya di Kab.Bantul, Kab.Kulon 
Progo, Kab.Gunung Kidul, Kab.Sewon dan UPT SKB Kota Yogyakarta. 
Di setiap kabupaten di DIY terdapat 1 pelaksanaan UPT Sanggar Kegitan 
Belajar. UPT Sanggar Kegiatan Belajar tersebut terdiri dari 3 jenjang 
pendidikan, yaitu jenjang pendidikan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. 
Kejar paket A untuk SD/MI, kejar paket B untuk SMP dan Kejar paket C 
untuk jenjang pendidikan SMA. Pada bidang mata pelajarannya masih 
sama dengan pendidikan di sekolah formal, yang membedakan adalah 
kegiatan ekstrakulikuler/kursus-kursus dan pelatihan kerja yang diadakan 
di UPT Sanggar Kegiatan Belajar tersebut. Progam-progam khusus yang 
ada di Sanggar Kegiatan Belajar yaitu meliputi progam kursus menjahit, 
kursus keterampilan rias pengantin, kursus kecantikan rambut/body spa, 
kursus komputer, kursus satpam, kursus instruktur senam, kursus medical 
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representatif, dan progam-progam pelatihan kewirausahaan. Progam 
kegiatan tersebut diadakan bertujuan untuk meningkatkan bakat-minat dan 
keterampilan pada warga belajar melalui progam-progam kegiatan khusus. 
Selain itu, progam-progam tersebut juga diharapkan agar dapat menarik 
minat masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pihak pengelola UPT Sanggar Kegiatan Belajar, 
(Pengelola Bidang UMUM dan PNFI di Dinas Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta) 
Dari penyelenggaraanya, salah satu tujuan pokok proses 
pembelajaran yang diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar Bantul 
Kabupaten Bantul DIY tersebut yaitu, pembelajaran tentang keaksaraan 
fungsional, life skill, keterampilan berwirausaha dan sikap mental untuk 
mengembangkan diri yang kelak warga belajarnya dapat bekerja mandiri 
dengan mengaplikasikan pendidikan kewirausahaan yang telah diberikan 
selama proses pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar tersebut 
dilaksanakan. Pada hakekatnya, peran Sanggar Kegiatan Belajar dalam 
pendidikan kewirausahaan adalah untuk membentuk manusia secara utuh 
(holistik), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan 
keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya pendidikan kewirausahaan 
dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan 
pendidikan di sekolah. Namun dari tujuan pokok proses pembelajaran di 
SKB belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan peran Sanggar Kegiatan 
Belajar. Hal tersebut dapat ditandai pada pemenuhan keterampilan 
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keaksaraan fungsional dalam proses pembelajaran terutama dalam bidang 
baca, tulis, dan hitung (calistung) yaitu kurang optimalnya kemampuan 
kompetensi dasar warga belajar menurut acuan standar kompetensi 
keaksaraan dasar (SKKD) tahun 2009, warga belajar yang belum 
menguasai materi hak dasar sebagai fungsional dari keaksaraan fungsional 
dasar dan menurunnya kompetensi warga belajar untuk melanjutkan 
program pembelajaran keaksaraan fungsional lanjutan. Sebagian progam 
pembelajaran dan pelatihan di SKB yang belum benar-benar memberikan 
bekal keahlian khusus, menumbuh kembangkan keterampilan, mampu 
menanamkan sikap dan mental serta karakteristik sebagai seorang 
wirausaha yang diberikan kepada para warga belajarnya secara optimal. 
Dari proses pelaksanaan progam pendidikan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY masih dirasa kurang optimal dilihat dari faktor penghambat 
dalam progam pendidikan kewirausahaan masih adanya kekurangan dalam 
fasilitas (http://skb-bantul.com/). 
Kemandirian lulusan SKB yang memiliki kemampuan 
kewirausahaan ditentukan oleh progam dan proses pembelajaran di 
Sanggar Kegiatan Belajar tersebut. Pendidikan kewirausahaan diterapkan 
ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan 
yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan 
warga belajar dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewirausahaan 
pada Sanggar Kegiatan Belajar diupayakan untuk dapat membangkitkan 
jiwa kewirausahaan warga belajar sehingga mampu menciptakan suatu 
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produk tertentu dengan kualitas yang baik hingga mempunyai nilai 
tersendiri dan dapat diterima oleh konsumen. Pendidikan kewirausahaan 
ini juga tidak mutlak untuk pembelajaran produksi barang, namun warga 
belajar di beri bimbingan dan motivasi dari tingkat penggalian ide dengan 
menciptakan kreativitas produk, proses produktifitas itu sendiri sampai ke 
tingkat managemen, baik dalam perhitungan permodalan sampai proses 
jadi dan juga system dan mekanisme pasar yang akan dibuat. 
Kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian dalam 
menghadapi tantangan global. Tantangan yang terjadi di era global 
semakin menipisnya kualitas kemandirian manusia Indonesia. Kata 
kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam kamus besar bahasa 
Indonesia kata mandiri dapat diartikan sebagai keadaan dapat berdiri 
sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian bukanlah perilaku 
yang secara tiba-tiba muncul, tetapi kemandirian merupakan sikap yang 
perlu dibina dan dipelajari individu dalam mencapainya.   
Menurut Sunaryo Kartadinata (1988: 88) menyatakan kemandirian 
sebagai kekuatan motivational dalam diri individu untuk mengambil 
keputusan dan menerima tanggung jawab atas konsekuensi keputusan itu. 
Dengan kemandirian seseorang dapat mengambil keputusan dan berani 
menerima risiko atas pilihannya. 
Krisis yang melanda Indonesia yang multi dimensi mengakibatkan 
budaya bangsa yang semakin memudar, yaitu terjadinya degradasi moral 
spiritual, semangat berusaha dan bekerja yang semakin melemah, 
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kreativitas yang semakin mengerdil dan menjurus ke arah negatif. Melalui 
pengembangan individu diharapkan secara keseluruhan masyarakat akan 
mengalami ‘’self empowering’’ untuk lebih kreatif dan inovatif. 
Kecenderungan terjadinya perubahan tidak dapat dihindari semua pihak, 
baik individu, kelompok masyarakat, bangsa, maupun negara, sehingga 
dituntut untuk lebih memfokuskan diri pada penyusunan rencana strategik 
dengan visi yang jauh ke depan agar siap menghadapi setiap perubahan. 
 Realita yang ada belum sepenuhnya seseorang memiliki 
kemampuan kemandirian, sehingga terlihat pada banyaknya lulusan 
pendidikan yang tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan karena ketidak 
cocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang 
dibutuhkan dunia kerja. Disamping itu penyerapan tenaga kerja oleh 
instansi pemerintah maupun swasta yang sangat terbatas, akan memberi 
dampak jumlah tingkat pengangguran akan meningkat pada setiap 
tahunnya. Kualitas pendidikan harus secara terus menerus dtingkatkan. 
Kualitas pendidikan yang terkait dengan kualitas proses dan produk. 
Kualitas proses dapat dicapai apabila proses pembelajaran berlangsung 
secara efektif dan peserta didik dapat menghayati dan menjalani proses 
pembelajaran tersebut secara bermakna. Kualitas produk tercapai apabila 
peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-





Kualitas hasil belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ditentukan oleh sertifikasi. Sertifikasi dapat 
diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang 
telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan profesinya setelah lulus 
uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sebagai 
sebuah lembaga yang dapat menjamin para lulusan/para warga belajarnya 
berkompeten, maka salah satu strategi dari Sanggar Kegiatan Belajar 
tersebut adalah adanya sertifikasi khusus bagi para warga belajarnya yang 
telah selesai mengikuti berbagai proses pembelajaran dan telah dinyatakan 
lulus oleh pihak Sanggar Kegiatan Belajar dengan sudah benar-benar 
memiliki bekal kemampuan khusus pada suatu bidang. Sertifikasi  tersebut 
diberikan terutamanya dalam bidang pendidikan kewirausahaan bagi 
warga belajarnya yang memang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler seperti 
kegiatan kursus-kursus dan praktek pendidikan kewirausahan.  
Adanya sertifikasi khusus tersebut bertujuan untuk memberikan 
bukti keahlian khusus yang dimiliki warga belajarnya dalam profesi 
tertentu. Yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan praktik 
profesinya sebagai wirausahawan. Sertifikasi merupakan kualitas tertinggi 
yang harus dicapai agar dapat menjalankan fungsi secara lebih optimal, 
sehingga dapat dijadikan tujuan bagi peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Adanya sertifikasi khusus tersebut tentu peran lembaga juga 
dituntut untuk lebih mengoptimalkan praktek-praktek pembelajarannya 
sehingga  para warga belajarnya juga mendapatkan pelayanan pendidikan 
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yang berkualitas. Memang untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 
berkualitas, sarana dan prasarana yang lengkap juga dibutuhkan untuk 
dapat mengoptimalkan dalam praktek pembelajarannya, sehingga tidak 
hanya pengajar/pamong belajar saja yang berkualitas, namun warga 
belajarnya juga dapat benar-benar berkualitas dalam bidang khusus (Tony 
Sunaryanto, M.Pd Pengelola UPT.Sanggar Kegitan Belajar Kota 
Yogyakarta). 
Dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan dibutuhkan 
peran penting suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal. Peran 
pendidikan dibutuhkan untuk memberikan pembelajaran yang efektif 
yakni menumbuhkan sikap dan mental serta karakter, kreativitas dan 
perilaku wirausaha pada peserta didik. Dimana peran penting dari suatu 
lembaga pendidikan tersebut saat ini belum mampu memberikan suatu 
pembelajaran yang efektif pada peserta didik. Disamping itu, bahwa 
pendidikan kewirausahaan juga berperan penting untuk bekal keahlian 
khusus yang dibutuhkan bagi warga belajarnya. 
Namun pada realitanya, praktek pendidikan kewirausahaan belum 
dapat memberikan pembelajaran efektif, sehingga memberikan dampak 
pada kurangnya kreativitas, sikap dan mental, perilaku, karakter sebagai 
seorang wirausaha. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya realisasi 
praktek pembelajaran kewirausahaan oleh warga belajar di kehidupan 
sehari-hari/terhadap lingkungannya serta belum dapat menghasilkan 
output atau lulusan yang benar-benar berkualitas secara akademik maupun 
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non akademik dan sistem pembelajaran saat ini yang belum sepenuhnya 
secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan 
karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. ‘’Dari permasalahan yang 
ada dalam praktek pendidikan kewirausahaan di suatu lembaga pendidikan 
nonformal, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pendidikan 
kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta’’. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut.  
1. Tujuan pokok proses pendidikan keaksaraan fungsional di SKB yaitu 
 pada pemenuhan keterampilan dalam bidang kemampuan baca, tulis, 
 hitung (calistung) kurang optimal kemampuan kompetensi dasar 
 warga belajar menurut acuan standar kompetensi keaksaraan dasar 
 (SKKD) tahun 2009, warga belajar yang belum menguasai materi hak 
 dasar sebagai fungsional dari keaksaraan fungsional dasar. 
2. Menurunnya kompetensi warga belajar untuk melanjutkan program 
 pembelajaran keaksaraan fungsional lanjutan terutama dalam bidang 
 kemampuan baca, tulis, hitung (calistung).  
3. Proses pelaksanaan progam pendidikan di SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY masih dirasa kurang optimal dilihat dari faktor penghambat 
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 dalam progam  pendidikan kewirausahaan masih adanya  kekurangan 
 dalam fasilitas. 
4. Peran penting dari Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY yang belum dapat memberikan suatu pembelajaran yang efektif 
 yang mampu menumbuhkan sikap dan mental serta karakter, kreativitas 
 dan perilaku wirausaha pada peserta didik. 
5. Praktek pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Sanggar 
 Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul DIY masih ada sebagian 
 progam yang belum benar-benar memberikan bekal keahlian khusus, 
 menumbuh  kembangkan keterampilan, mampu menanamkan sikap dan 
 mental serta karakteristik sebagai seorang wirausaha yang diberikan 
 kepada para warga  belajarnya secara optimal. 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan pada hasil identifikasi masalah di atas dengan 
keterbatasan peneliti yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pada 
implementasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor 
pendukung dan penghambat progam kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY, dan pengaruhnya pada perilaku kewirausahaan. 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 
batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di 
 Sanggar  Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
 Yogyakarta ? 
2. Bagaimana perubahan perilaku alumnus progam pendidikan 
 kewirausahaan di  Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
 Daerah Istimewa Yogyakarta ? 
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat praktek pendidikan 
 Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
 Daerah Istimewa Yogyakarta ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini untuk mendeskripsikan : 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pendidikan Kewirausahaan 
di  Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa  Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui perubahan perilaku alumnus progam pendidikan 
kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat praktek 
pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul 





F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Dinas pendidikan, penelitian ini membantu Dinas Pendidikan 
untuk dapat mengetahui dinamika ysng terjadi dengan adanya 
kebijakan Pendidikan  Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar 
Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Bagi Sanggar Kegiatan Belajar, penelitian ini sebagai bahan evaluasi 
terhadap  pelaksanaan kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di 
Sanggar Kegiatan Belajar  Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta agar dalam  pelaksanaan berikutnya dapat lebih baik. 
3. Bagi Universitas, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian 
tentang perumusan serta implementasi kebijakan pendidikan. 
4. Bagi Prodi Kebijakan Pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk 
menambah referensi tentang implementasi kebijakan pendidikan. 
5. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberi informasi kepada 
masyarakat terkait adanya kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di 
Sanggar Kegiatan  Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
6. Bagi Peneliti, bermanfaat untuk menambah pengalaman langsung 
terjun kelapangan sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang 







A. Pengertian Implementasi Kebijakan 
1. Pengertian Implementasi 
Pengertian implementasi dalam Webster’s Dictionary (Arif 
Rohman,2009: 134), menyatakan bahwa ‘’implementasi diartikan sebagai 
to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan 
dampak/akibat terhadap sesuatu)’’. Dari pengertian diatas bahwa suatu 
impelementasi kebijakan merupakan suatu metode/cara dengan 
menggunakan alat dan sarana untuk menghasilkan suatu dampak/hasil dari 
keputusan kebijakan. Biasanya wujud dari keputusan kebijakan ini berupa 
ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. 
Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, Charles O. 
Janes (Arif Rohman, 2009: 135) mengatakan bahwa ‘’implementasi adalah 
suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah 
progam’’. Kegiatan implementasi diturunkan melaui progam dimana 
dalam pelaksanaanya meliputi kegiatan pengorganisasian dari pelaksana 
sehingga menghasilkan metode/cara bertindak, interpretasi berhubungan 
dengan rencana-rencana progam, dan aplikasi berhubungan dengan 
perlengkapan agar tujuan progam dapat tercapai. 
Implementasi kebijakan merupakan masalah yang memerlukan 
perencanaan sistematik karena masalah yang tidak ada dalam konsep, 
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dapat muncul sewaktu-waktu di lapangan. Prosentase dalam pelaksanaan 
implementasi mencakup 20% untuk rencana progam, 60% untuk 
pelaksanaan implementasi, dan 20% untuk evaluasi bagaimana kita 
mengendalikan progam. Rencana progam merupakan awal dari sebuah 
kegiatan sebelum berlangsung, rencana perlu disusun secara sistematis 
agar pelaksanaan progam dapat berjalan lancar dan sesuai dengan acuan 
yang ada sehingga tujuan progam dapat tercapai. Pelaksanaan 
implementasi yang baik yaitu sesuai dengan kaidah dan rencana yang telah 
dirumuskan sebelumnya sehingga hambatan maupun kendala yang 
mungkin terjadi dapat dikendalikan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi 
progam (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008:211-212). 
Kesimpulan dari pengertian, yaitu implementasi merupakan upaya 
melaksanakan keputusan kebijakan yang mencakup pada isi kebijakan dan 
konteks kebijakan untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah sesuai 
dengan karakteristik yang ada sehingga dapat dihasilkan suatu pelaksanaan 
kebijakan yang lebih baik. 
2. Konsep Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan 
kebijakan. Implementasi juga berarti sebagai keseluruhan tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan 
kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu’’(Arif Rohman, 2009: 
206). Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui 
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pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang berbeda 
antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang direalisasikan sebagai 
hasil dari aktivitas pemerintah. 
Peter de Leon dan Linda de Leon mengemukakan bahwa teori-teori 
dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 
generasi yaitu gernerasi pertama yaitu memahami implementasi kebijakan 
sebagai masalah-masalah yang terjadi diantara kebijakan dan eksekusinya, 
lalu generasi yang kedua yaitu memahami implementasi kebijakan sebagai 
tugas yang diperintah dari atasan untuk birokrasi bawahannya yang 
sifatnya berupa kewajiban untuk dilaksanakan, dan generasi yaitu 
memahami bahwa proses keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh aktor/pelaksana dari kebijakan itu sendiri (H.A.R Tilaar 
& Riant Nugroho, 2008: 212). 
Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, menurut Charles 
O. Jones (Arif Rohman, 2009: 160) menyatakan bahwa selalu ada dua 
aktor yang terlibat didalam implementasi, yaitu: 
1) beberapa orang di luar para birokrat yang mungkin terlibat dalam 
 aktivitas implementasi; 
2) para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, 
 disamping tugas-tugas implementasi, 
Dua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan implementasi 
kebijakan pendidikan adalah pihak pertama merupakan para pengguna 
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(constituents) serta pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok 
kepentingan (intersif groups)’’. 
Unsur yang terkait dalam implementasi kebijakan adalah target 
group atau kelompok sasaran. Dimana kelompok sasaran itu adalah 
sekelompok orang yang menerima hasil dari aktivitas implementasi. 
Pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi yaitu para pelaku dan 
pengguna kebijakan, dalam hal ini yaitu pembuat kebijakan yang terlibat 
dalam kelompok aktivitas kepentingan kebijakan dan juga kelompok 
sasaran pelaksana kebijakan yaitu birokrasi maupun kelompok yang 
melakukan aktivitas implementasi dari kebijakan yang telah ditentukan 
oleh para pembuat kebijakan. 
3. Teori implementasi kebijakan 
Aktivitas implementasi dipengaruhi beberapa variabel dalam 
keberhasilannya: 
a. Teori van Meter dan van Horn (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 
214). Teori pertama adalah teori pertama adalah teori klasik yaitu teori 
yang diperkenalkan oleh duet Donald van Meter dengan Carl van Horn 
(1975). Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 
berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja 
kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksukkan sebagai 
variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu: aktivitas 
implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen 
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pelaksana/implementator, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan 
kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementator. 
b. Teori Mazmanian dan Sabatier (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 
2008:215) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya 
melaksanakan keputusan kebijakan. Mereka mengklasifikasikan proses 
implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel: 
1) Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan 
 yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 
 pelaksana, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang akan 
 dikehendaki. 
2) Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 
 menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 
 konsisten tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi 
 sumber dana, keterpaduan hirarkhis di antara lembaga 
 pelaksana, dan variabel yang mempengaruhi proses implementasi 
 yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan 
 teknologi, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan 
 pejabat dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat 
 pelaksana. 
3) Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi 
 dengan lima tahapan yakni pemahaman dari lembaga/badan 
 pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 
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 kepatuhan objek, hasil nyata tersebut, revisi atas kebijakan yang 
 dibuat dan dilaksanakan. 
c. Teori Grindle 
Menurut Grindle (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 219-
221), teori ini mencakup isi kebijakan dan konteks kebijakan dalam 
pelaksanaan dan keberhasilan implementasi. Isi kebijakan mencakup 
kepentingan dan manfaat dari kebijakan dengan melihat perubahan 
yang tercapai dari pelaksana progam dengan sumberdaya yang 
dimiliki. Kepentingan kebijakan berhubungan dengan peran serta para 
pelaku kebijakan untuk menentukan tujuan kepentingan yang ingin 
dicapai dengan melihat manfaat dari progam yang dicanangkan agar 
diperoleh perubahan yang terjadi melalui keterlibatan serta tanggung 
jawab dari aktor yang terlibat dengan kemampuan yang dimiliki untuk 
melakukan proses implementasi sesuai dengan karakteristik lembaga. 
d. Teori Edward 
Empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi dapat 
berjalan efektif menurut Edward (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 
2008: 222-223) adalah komunikasi, resources, disposition, dan struktur 
birokrasi. 
a) Komunikasi 
Komunikasi berhubungan dengan bagaimana sikap para perilaku 
 kebijakan yang tersusun melalui organisasi untuk melakukan 
kebijakan. Organisasi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan para 
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 perilaku kebijakan agar tercipta suasana maupun kondisi yang 
nyaman dalam proses implementasi. Komunikasi merupakan hal 
yang mendasar dalam keberhasilan implementasi, karena melalui 
komunikasi yang baik tentunya akan dapat mengkondisikan 
suasana kinerja implementasi yang positif sesuai dengan 
kepentingan, manfaat, maupun tujuan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. 
b) Resources 
Resources berkenaan dengan sumber daya manusia yang 
mendukung pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan 
suatu hasil kebijakan yang efektif. Sumber daya manusia ini erat 
kaitannya dengan pelaksanaan dalam proses implementasi. Dengan 
adanya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, tentunya 
akan menghasilkan suatu prosedur maupun tatanan kebijakan yang 
baik dan terarah. 
c) Disposition 
Disposition berhubungan dengan tanggung jawab dari para 
pelaksana kebijakan, dimana dedikasi dan tanggung jawab yang 
tinggi para implementator berpengaruh terhadap pelaksanaan dan 
keberhasilan implementasi. Dengan memiliki tanggungjawab 
 yang penuh dalam diri para implementator, maka akan dihasilkan 




d) Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi berhubungan dengan ketersediaan dan 
kesesuaian birokrasi dalam kelompok yang terlibat didalamnya 
untuk melaksanakan proses implementasi. Kesesuaian dan 
 kesediaan kelompok yang ada didalam organisasi tersebut 
menyesuaikan diri dengan konsep implementasi yang ada 
 sehingga dalam pelaksanaanya dapat lancar sesuai dengan kondisi 
yang ada dengan tidak mengesampingkan acuan yang ada. 
e. Teori Jaringan 
Teori ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan  merupakan 
kumpulan dari para aktor/pelaksana kebijakan yang membentuk suatu 
jaringan (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008:224). Para pelaksana 
yang terlibat dalam jaringan ini telah merumuskan dan menentukan 
bagaimana implementasi itu harus dilakukan melalui masalah-masalah 
yang ada sesuai dengan kesepakatan pelaksana kebijakan dan 
membentuk interaksi yang kompleks dengan sesama pelaksana 
kebijakan yang ada didalam jaringan dan juga sekelompok organisasi 
diluar jaringan yang terlibat dalam proses implementasi sebagai 







Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Arif 
Rohman, 2009: 147-149) antara lain: 
1. faktor yang terletak pada rumusan kebijakan, yang meliputi apakah 
 rumusan kalimatnya jelas, sasarannya tepat atau tidak, mudah 
 dipahami atau tidak, dan sebagainya; 
2. faktor yang terletak pada personil pelaksana, yaitu menyangkut 
 tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kinerja, 
 kebiasaan dan kemampuan dari pelaksana kebijakan; 
3. faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu 
 menyangkut jaringan sistem, hierarkhi kewenangan masing-masing 
 peran, gaya kepemimpinan, aturan main, model monitoring serta 
 evaluasi yang dipilih. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengkaji 
implementasi kebijakan publik perlu diketahui vaiabel dan faktor-faktor 
penentunya untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor 
yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik seta 
guna penyederhanaan pemahaman. Keberhasilan implementasi kebijakan 







Dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa 
tahap yaitu: 
1. Merancang bangun (design) progam beserta perincian tugas dan 
 perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas 
 serta biaya dan waktu. 
2. Menjelaskan (aplication) progam dengan mendayagunakan 
 struktur-struktur dan personalia, dana sumber-sumber lainnya, 
 prosedur dan metode yang tepat. 
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 
 pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksana 
 kebijakan. 
B. Kebijakan Pendidikan 
1. Konsep Kebijakan Pendidikan 
 Istilah kebijakan sering disamakan pengertiaanya dengan istilah 
policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum 
diketahui terjemahan yang tepat istilah policy di Indonesia. Menurut Dunn 
Macrae (Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993:41) ‘’kebijakan adalah 
semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk 
memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu 
yaitu dengan tindakan yang terarah’’. 
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal 
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan 
untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan 
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menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat 
dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan 
proaktif. Berbeda dengan hukum (Law) dan peraturan (Regulation), 
kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga 
mengatur ‘’apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh’’. Kebijakan juga 
diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal 
yang spesifik (Massofa, 2008). 
‘’kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang 
pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan 
Anne Marie O’neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi 
keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara bangsa dalam persaingan 
global sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama di 
era globalisasi ‘’ (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 267). Kebijakan 
pendidikan juga suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor 
kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai 
perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar 
tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. 
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil 
perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan melalui 
visi, misi pendidikan,  dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya 
tujuan pendidikan untuk suatu kurun waktu tertentu sebagai deliberasi 
hakikat manusia sebagai mahkluk sosial dalam lingkungan kemanusiaan 
yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan 
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antara teori dan praktik pendidikan (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 
140-141). 
Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik di bidang 
pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan dibangun sesuai dengan 
kepentingan publik. Kebijakan pendidikan berhubungan dengan efisiensi 
dan efektivitas  anggaran pendidikan. Hal ini terjadi karena meningkatnya 
kritisme di lingkungan publik mengenai biaya pendidikan. Dengan 
demikian, kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan baik untuk 
mencapai tujuan pembangunan negara bangsa di bidang pendidikan 
(H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 268). 
Dalam suatu kebijakan diperlukan juga proses analisis kebijakan 
untuk mengetahui dimana kelebihan dan kekurangan dari suatu progam 
untuk dicari solusi alternatif yang sesuai dengan tujuan kebijakan agar 
dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan dapat 
mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi untuk pelaksanaan 
kebijakan selanjutnya. Selain itu juga diperlukan prosedur dalam 
melakukan analisis kebijakan agar sesuai dengan tatacara dan kriteria 
dalam kebijakan. 
Dunn ( Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993: 40-41) mengungkapkan 
bahwa ‘’analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan 
informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan dengan tindakan 
pemecahannya’’. Analisis kebijakan ini menyangkut dengan disiplin ilmu 
soal terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan 
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menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan 
pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. 
Kebijakan pendidikan diambil dan dirumuskan disebabkan karena 
adanya masalah dalam dunia pedidikan. Adapun permasalahan yang 
sampai saat ini masih mengganggu dunia pendidikan (Arif Rohman, 2009: 
205) yaitu berhubungan dengan: (a) pemerataan; (b) daya tampung; (c) 
relevansi; (d) kualitas; (e) efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pemerataan 
pendidikan ini disebabkan karena cakupan luas daerah dimana setiap 
daerah memiliki sumber daya manusia yang berbeda, daya tampung 
berhubungan dengan jumlah orang yang terlibat dalam proses pendidikan, 
bisa berupa peserta didik maupun tenaga pendidik yang mana daya 
tampung masing-masing sekolah disesuaikan dengan kebutuhan, relevansi 
merupakan kesesuaian antara satuan pendidikan maupun lembaga 
pendidikan dengan acuan yang dibuat oleh pihak berwenang, dalam hal ini 
yaitu pemerintah pusat, kualitas, efisiensi dan efektivitas pendidikan yaitu 
proses dan hasil dalam pelaksanaan implementasi dimana kualitas, 
efisiensi dan efektivitas di tiap sekolah berbeda sesuai dengan sumber 
daya yang dimiliki. 
Jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah 
suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 
tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan keputusan 
yang berupa pedoman yang bersifat kompleks maupun sederhana, baik 
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umum maupun khusus, baik terperinci maupun terprogam untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan berupa tindakan serta progam-progam 
di bidang pendidikan yang menyangkut kepentingan publik. 
2. Siklus Kebijakan/Riset/Praktik 
Model kebijakan pendidikan berdasarkan ‘’Evidence Information‘’ dalam 
















Gambar 1. Siklus kebijakan pendidikan 
 
 Suatu kebijakan pendidikan yang beralaskan filsafat moral harus 
diwujudkan dalam bentuk tindakan yang mana mengandung dua arti 
permasalahan: 











berdasarkan fakta dan 
informasi 
Praktik pendidikan 
dalam domain publik 
dan domain privat 
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b. Pengembangan profesionalitas guru 
 Kebijakan pendidikan yang berdasarkan fakta serta informasi telah 
mendapat input dari kebutuhan masyarakat, selanjutnya kebijakan 
pendidikan menentukan masalah yang perlu diteliti. Skema di atas 
menunjukkan bahwa perlu keterlibatan yang aktif dari para guru 
profesional dan birokrasi pendidikan. Peranan serta evaluasi kebijakan 
menuntut peranan aktif dari para pendidik profesional karena dari 
merekalah dapat tersusun hasil-hasil kebijakan yang akan diriset serta 
mendeseminasikan kebijakan kebijakan pendidikan yang ternyata 
didukung oleh fakta-fakta positif (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 
180-181). 
Teori proses kebijakan 
1. Proses kebijakan menurut Andersen dkk diadaptasi dari (H.A.R Tilaar 







    Gambar 2. Proses kebijakan pendidikan berdasarkan kepentingan publik 
 
Proses implementasi kebijakan berawal dari agenda kebijakan yang 













untuk adaptasi menjadi sebuah agenda kebijakan melalui pelaksanaan 
sehingga hasil kebijakan dapat dievaluasi dan dapat menghasilkan 
kebijakan yang lebih baik dan dapat diketahui hambatan-hambatan yang 
mungkin terjadi dalam pelaksanaan selanjutnya. 
2. Proses kebijakan menurut Dye diadaptasi  dari (H.A.R Tilaar & Riant 






Gambar 3. Proses pelaksanaan kebijakan 
 Proses kebijakan bermula dari identifikasi dari masalah-masalah 
kebijakan sehingga dijadikan suatu agenda untuk memilah mana yang 
merupakan konteks kebijakan yang paling penting untuk diformulasikan 
menjadi sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang diharapkan 























3. Proses kebijakan disarankan (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 
 189), yaitu:          Proses kebijakan 
 










Gambar 4. Proses kebijakan yang disarankan melalui implementasi 
kebijakan 
 
Dari beberapa skema di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai 
sebuah proses, kebijakan publik mempunyai proses saling 
mengembangkan dalam bentuk kontribusi value antar sub system. Value 
yang dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap 
implementasi. Kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, 
dikendalikan dan dievaluasi secara struktural dimana dalam hal ini, 
pengawasan dalam masing-masing struktur organisasi sangat penting 
untuk dilakukan. 
Lingkungan kebijakan juga merupakan hal yang penting dalam 
pelaksanaan implementasi karena lingkungan mempengaruhi aktivitas 










bagaimana lingkungan itu masuk dalam pelaksanaan progam dan 
bagaimana sikap dari para pelaku implementasi. Proses implementasi 
kebijakan merupakan proses yang menentukan dari hasil akhir dari suatu 
pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu dalam perumusan kebijakan harus 
ada tindakan lanjut agar kebijakan yang dilaksanakan tidak berjalan sia-
sia, tetapi dapat berjalan secara sistematis. 
Dalam sistem pembuatan kebijakan negara di lingkungan 
departemen atau lembaga-lembaga negara lainnya, bentuk keteraturan 
dalam pelaksanaan progam kegiatan implementasi mengarah pada 
terbentuknya kebijakan publik, karena kegiatan ini dilakukan di 
lingkungan lembaga-lembaga pemerintah yang mencakup kepentingan 
kelompok/organisasi yang mencakup masyarakat luas yang tergambar dari 
prosedur dan tata kerja masing-masing lembaga yang bersangkutan 
maupun lembaga tertinggi yang menaunginya. (Ace Suryadi & H.A.R 
Tilaar, 1993:72). 
Siklus kebijakan pedidikan dalam proses pembuatan keputusan 
dapat berlangsung melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu 
berlangsung secara formal, dimana serangkaian kegiatan yang berlangsung 
merupakan serangkaian prosedur resmi yang ditandai dengan interaksi 
antara departemen pembuat kebijakan dengan sasaran maupun lingkungan 
dari kelompok kepentingan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan 
dalam bidang pendidikan, biasanya melibatkan sejumlah aktor dalam 
organisasi formal. Proses yang kedua berlangsung secara informal, yaitu 
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proses kebijakan berlangsung secara terprogam yang bersifat informal 
dalam bentuk interaksi yang dilakukan secara terus-menerus antara 
analisis kebijakan dengan pengambil keputusan agar dihasilkan kebijakan, 
interaksi ini bukan dari para pelaku di departemen, tetapi para kelompok 
maupun organisasi yang berkepentingan dengan kebijakan (Ace Suryadi & 
H.A.R Tilaar, 1993: 73). 
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pendidikan Nonformal 
1. Pengertian Pendidikan 
Perkembangan zaman di dunia pendidikan terus berubah dengan 
signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir 
yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat 
berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal 
tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan 
konsep dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang sesungguhnya. 
Kamus Bahasa Indonesia (1991:232), menyatakan pendidikan 
berasal dari kata "didik", Lalu kata ini mendapat awalan kata "me" 
sehingga menjadi "mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan. 
Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, 
tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1995 : 232) menyatakan 
bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
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pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan dan cara mendidik. Dalam 
Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sisdiknas tahun 2003 Bab I Pasal 1 
ayat (1) dikatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 
bangsa dan negara. Menurut bahasa Yunani : pendidikan berasal dari kata 
"Pedagogi" yaitu kata "paid" artinya "anak" sedangkan "agogos" yang 
artinya “membimbing " sehingga " pedagogi" dapat diartikan sebagai 
"ilmu dan seni mengajar anak". Wikipedia, Pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 
masyarakat. 
Ki Hajar Dewantoro dalam Kongres Taman Siswa (1930) 
mengungkapkan: “Pendidikan umumnya berarti daya-upaya untuk 
memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 
(intellect) dan tubuh anak: …” Pendidikan dalam arti luas menurut Redja 
Mulyahardjo (1998 : 3): “Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah 
usaha yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 
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Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi kebutuhan 
individu.” 
Dalam arti yang sempit, pendidikan hanya mempunyai fungsi yang 
terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada 
generasi yang sedang tumbuh, yang dalam prakteknya identik dengan 
pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi dan kondisi serta 
lingkungan belajar yang serba terkontrol (Ismaun, 2007: 57). Pendidikan 
dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar 
menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 
masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 
(Syaiful Sagala , 2006 : 3). 
Sementara itu Hamid Darmadi (2007 : 3) berpendapat bahwa 
“Pendidikan mengadung tujuan yang ingin dicapai, yaitu membentuk 
kemampuan individu mengembangkan dirinya yang kemampuan-
kemampuan dirinya berkembang sehinga bermanfaat untuk kepentingan 
hidupnya sebagai seorang individu.”  
Selanjutnya Dodi Nandika (2007 :15) menegaskan pendidikan 
bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata 
mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan 
karakter, moral, nilai-nilai, dan budaya peserta didik. Dengan kata lain, 
“pendidikan adalah membangun budaya, membangun peradaban, 




Selanjutnya, Sihombing (Ety Rochaety, 2005 :7) menyatakan 
bahwa pendidikan mengandung pokok pokok penting sebagai berikut: 
a. Pendidikan adalah proses pembelajaran 
b. Pendidikan adalah proses sosial 
c. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia 
d. Pendidikan berusaha mengubah atau mengembangkan kemampuan, 
 sikap, dan perilaku positif 
e. Pendidikan merupakan perbuatan atau kegiatan sadar 
f. Pendidikan berkaitan dengan cara mendidik 
Definisi alternatif pendidikan menurut Redja Mulyahardjo (1998 : 
11) : Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh keluarga, mayarakat 
dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 
yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 
mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 
berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 
Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam 
bentuk pendidikan formal, non formal dan informal di sekolah dan luar 
sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi 
pertimbangan-pertimbangan kemampuan individu, agar dikemudian hari 
dapat memainkan peranan hidup secara tepat. 
Crow (dalam Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan 
diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan 
kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu 
44 
 
harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk 
memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-
elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala 
perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam 
pengalaman-pengalaman dan belajar. Pendidikan merupakan pengaruh 
lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan 
yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sikapnya 
(Thompson,1993). 
Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa pendidikan adalah proses merubah sikap, pola pikir dan 
menumbuhkembangkan potensi-potensi pada seorang peserta didik yang 
meliputi aspek intelektual, moral, spiritual, nilai-nilai dan kreativitas 
dalam suatu sistem pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang berlangsung di sekolah 
maupun di luar sekolah yang dapat memberikan berbagai aktivitas-
aktivitas pembelajaran atau pengalaman-pengalaman pembelajaran pada 
peserta didik agar mampu menjadi manusia dewasa yang dapat hidup 
mandiri dan dapat menerapkan (praktik) berbagai ilmu pengetahuan yang 
dimiliki dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan dimana individu 
tersebut berada.  
2. Pengertian Pendidikan Nonformal 
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan menurut 
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Sardjan Kadir adalah suatu aktivitas pendidikan yang diatur di luar sistem 
pendidikan formal, baik yang berjalan tersendiri ataupun sebagai suatu 
bagian yang penting dalam aktivitas yang lebih luas yang ditunjukkan 
untuk melayani sasaran didik yang dikenal dan untuk tujuan-
tujuan  pendidikan. Hal ini merupakan proses yang berlangsung sepanjang 
usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari pengaruh 
lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, 
hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, 
perpustakaan, dan media masa. 
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 
penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi 
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 
kesertaan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas 
lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan 
belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 
sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 
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oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.  
Tujuan pendidikan nonformal yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 adalah untuk membina 
warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental 
yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. 
H.A.R. Tilaar (1983) dalam Saleh Marzuki (2010: 108) yang menyatakan 
bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah menciptakan subjek 
pembangunan yang: (a) mampu melihat sekitar; melihat masalah-masalah 
hidup sehari-hari, melihat potensi yang ada baik sosial maupun fisik; dan 
(b) mampu serta terampil memanfaatkan potensi yang ada dalam diri, 
kelompok masyarakatnya dan lingkungan fisiknya untuk memperbaiki 
hidup dan kehidupan masyarakatnya. Kemampuan tersebut jelas 
memerlukan pendidikan dan latihan kepada individu ataupun kelompok-
kelompok yang ada di masyarakat atau komunitas tertentu. 
Berdasarkan beberapa pengertian dan tujuan pendidikan nonformal 
di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah 
upaya pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem 
pendidikan formal yang teratur dan terencana sesuai dengan tingkat 
kebutuhannya. Tujuan pendidikan nonformal ialah untuk mengembangkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai sehingga terwujud 
manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu 
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meningkatkan taraf hidupnya serta dapat berperan serta dalam lingkungan 
keluarga, pekerjaan, masyarakat bahkan negaranya. 
Pendidikan non formal sangat dibutuhkan oleh anggota masyarakat 
yang belum sempat mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan 
formal karena sudah lewat umur atau terpaksa putus sekolah karena suatu 
hal. Tujuan terpenting dari pendidikan program-program yang ditawarkan 
kepada masyarakat harus sejalan dan terintegrasi dengan non formal 
adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
banyak. Pendidikan non formal juga berarti suatu kegiatan pendidikan di 
luar keluarga dan di luar sekolah yang kegiatan-kegiatannya ditujukan 
kepada : 
a. Anak-anak yang belum pernah sekolah. 
b. Anak-anak yang meninggalkan pendidikan SD/ SLTP dan tidak 
 meneruskan sekolah lagi (di bawah umur 18 tahun). 
c. Orang-orang dewasa (adult education). 
d. Anak-anak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan re-edukasi. 
e. Orang-orang dewasa yang memerlukan re-edukasi. 
f. Masyarakat sebagai satu lingkungan budaya (comunity education). 
 Macam-macam pendidikan itu dapat dikelompokkan sebagai 
program kegiatan pendidikan luar sekolah yang terorganisir yaitu : 
1) Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada 
 orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi 
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 kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem 
 pengajaran sekolah biasa. 
2) Pendidikan kemasyarakatan adalah konfirmasi antara kedewasaan 
 yang diwakili pendidik dan kebelum dewasaan yang diwakili oleh 
 anak didik yang berdiri sendiri. Atau dikatakan sebagai pendidikan 
 yang meliputi bagian pendidikan yang mempersiapkan anak-anak 
 untuk tugasnya sebagai penghasil dan sebagai pemakai. 
3) Pendidikan rakyat adalah tindakan-tindakan pendidikan atau pengaruh 
 yang kadang-kadang mengenai seluruh rakyat, tetapi biasanya khusus 
 mengenai rakyat lapisan bawah. 
4) Mass Education adalah pendidikan yang diberikan kepada orang 
 dewasa di luar sekolah, yang bertujuan memberikan kecakapan baca 
 tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan 
 dan kebutuhan hidup sekelilingnya. Dalam hal ini termasuk pula 
 latihan-latihan untuk mendidik calon pemimpin yang akan 
 mempelopori pelaksanaan usahanya di dalam masyarakat. 
5) Adult education (pendidikan orang dewasa) adalah usaha atau 
 kegiatan yang pada umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri 
 (bukan dipaksa dari atas) oleh orang dewasa, termasuk pemuda di luar 
 batas tertinggi masa kewajiban belajar dan dilangsungkan di luar 
 lingkungan sekolah biasa. 
6) Extention education adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di 
 luar lingkungan sekolah biasa, diselenggarakan oleh perguruan-
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 perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat masyarakat yang ingin 
 menjadi peserta aktif dalam pergolakan jaman. 
7) Fundamental education adalah menolong masyarakat untuk mencapai 
 kemajuan sosial ekonomi agar dengan demikian mereka dapat 
 menduduki tempat yang layak dalam dunia modern. 
3. Dasar Hukum Pendidikan Nonformal 
a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di 
 dalamnya sudah ditegaskan bahwa salah satu amanat UUD 1945 
 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 
b. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I 
 pasal 1 ayat 12 yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 
 di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan 
 berjenjang” Menurut Undang-undang di atas mensyaratkan 
 pendidikan non formal harus terstruktur dan berjenjang. 
c. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab VI 
 pasal 26 yaitu ayat : 
1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
 yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
 pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal 
 dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 
 didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
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 keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 
 kepribadian profesional. 
3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 
 pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
 pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
 keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keseteraan, serta 
 pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
 kemampuan peserta didik. 
4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 
 lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
 masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 
 sejenis. 
5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
 program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 
 penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau 
 pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional 
 pendidikan. 
 Menurut UU No. 20 Th. 2003 Pendidikan non formal 
diselenggarakan masyarakat, menekankan penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan fungsional, misalnya kursus, lembaga pelatihan dan lain-lain. 
Pendidikan non formal diakui setara dengan pendidikan formal setelah 




d. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I 
pasal 1 ayat 3 yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang”. 
e. Pasal 26 tentang Pendidikan Nonformal. 
Ayat 1 menjelaskan “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat”. 
Ayat 2 menjelaskan” Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan 
potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
professional”. 
Ayat 3 menjelaskan “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 
lain yang ditunjukkan untuk memgembangkan kemampuan peserta didik”. 
Ayat 4 menjelaskan “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga 
kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
masyarakat, dam majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. 
Ayat 5 menjelaskan “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi 
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, 
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kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
profesi, bekerja, usaha mendiri, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi”. 
Ayat 6 menjelaskan “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara 
dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 
oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang 
mengacu pada standar nasional pendidikan”. 
D. Pendidikan Kewirausahaan 
1. Pengertian Kewirausahaan 
Kewirausahaan berasal dari kata wiraswasta oleh Haryati Subadio 
dan Mohammad Said (Sumarnosa, 1984 : 1) diartikan sebagai “Wira 
artinya pahlawan, berbudi luhur; Swa artinya sendiri; dan Sta artinya 
berdiri. Oleh mereka wiraswasta artinya disimpulkan sebagai manusia 
teladan dalam berdiri sendiri (berdikari).” Kewirausahaan merupakan 
proses menciptakan sesuatu yang berbeda, yang memiliki nilai tambah 
melalui pengorbanan waktu dan tenaga dengan berbagai resiko sosial, dan 
mendapatkan penghargaan akan suatu keuntungan yang diperoleh beserta 
dengan timbulnya kepuasan pribadi terdapat hasil yang diperoleh. 
Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “Entrepreneurship”, 
dapat diartikan sebagai “the backbone of economy”, yang adalah syaraf 
pusat perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa 
(Soeharto Wirakusumo, 1997:1). Secara epistimologi, kewirausahaan 
merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau 
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suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut 
Thomas W Zimmerer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas 
dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk 
memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan 
merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian 
menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk 
membentuk dan memelihara usaha baru.  
Menurut Marzuki Usman, pengertian wirausahawan dalam konteks 
manajemen adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam 
menggunakan sumber daya, seperti finansial, bahan mentah dan tenaga 
kerja untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi 
ataupun pengembangan organisasi. Wirausahawan adalah seseorang yang 
memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi kombinasi 
motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat dan 
kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. 
Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, dalam konteks bisnis, 
wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah 
wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, 
penanggung resiko, yang memiliki visi ke depan dan memiliki keunggulan 
dalam berprestasi di bidang usaha.  
Kasmir, S.E, M.M. (2006:24) dalam bukunya yang berjudul 
Kewirausahaan menjelaskan bahwa secara sederhana arti wirausahawan 
(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk 
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membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil 
resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi 
rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan 
wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, 
serta menciptakan peluang usaha yang memberikan keuntungan. Resiko 
kerugian merupakan hal biasa karena mereka memegang prinsip bahwa 
faktor kerugian pasti ada. Bahkan, semakin besar resiko kerugian yang 
bakal dihadapi, semakin besar pula peluang keuntungan yang dapat diraih. 
Tidak ada istilah rugi selama seorang melakukan usaha dengan penuh 
keberanian dan penuh perhitungan. Inilah yang disebut jiwa wirausaha. 
Jiwa wirausaha mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan 
mengelola usaha secara profesional. Hendaknya minat tersebut diikuti 
dengan perencanaan dan perhitungan yang matang. Misalnya, dalam hal 
memilih atau menyeleksi bidang usaha yang akan dijalankan sesuai 
dengan prospek dan kemampuan pengusaha. Pemilihan bidang usaha yang 
seharusnya disertai dengan berbagai pertimbangan, seperti minat, modal, 
kemampuan dan pengalaman sebelumnya. Jika belum memiliki 
pengalaman sebelumnya, seseorang dapat menimba pengalaman dari 
orang lain. Pertimbangan lainnya adalah seberapa lama jangka waktu 
perolehan keuntungan yang diharapkan. 
Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri, dan watak 
seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke 
dalam dunia nyata secara kreatif (Suryana, 2000). Secara epistimologi 
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kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai 
suatu usaha atau suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru dan 
berbeda. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai semangat, sikap, nilai, 
seni dan kemampuan untuk mencari, melihat dan memanfaatkan peluang, 
menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan sumber daya untuk 
memberikan balas jasa dan memperoleh keuntungan. Seorang wirausaha 
akan selalu berfikir untuk mencari pemecahan masalah (looking at 
solution), sesuai dengan inisiatif yang muncul untuk target dengan 
kedinamisan tertentu.  
Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa esensi dari pengertian kewirausahaan yaitu suatu 
kemampuan yang dapat bersikap dan berfikir kreatif, inovatif dan kritis 
terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya sebagai peluang menciptakan 
sesuatu usaha yang berbeda untuk dimanfaatkan dengan tujuan yang sudah 
benar-benar terencana. 
Kegiatan wirausaha dapat dikelola sendiri atau dikelola orang lain. 
Dikelola sendiri artinya si pengusaha memiliki modal uang dan 
kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Sementara itu jika 
dikelola orang lain, adalah si pengusaha cukup menyetor sejumlah uang 
dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Hal itu berarti, 
dalam wirausaha seseorang dapat menyetor sejumlah uang kemudian 
dikelola orang lain atau seseorang menjadi donatur sekaligus 
pengelolanya, atau dapat pula dana yang disetor menjadi bukti 
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kepemilikannya dalam bentuk tenaga yang dikonversikan ke dalam bentuk 
saham dengan jumlah tertentu. 
Wirausaha dapat dijalankan seseorang atau kelompok orang. 
Dengan kata lain, seseorang baik secara pribadi maupun bergabung 
dengan orang lain dapat mejalankan kegiatan usaha atau membuka usaha. 
Secara pribadi artinya membuka perusahaan dengan inisiatif dan modal 
seorang diri. Sementara itu, berkelompok adalah secara bersama-sama dua 
orang atau lebih dengan cara masing-masing menyetor modal dalam 
bentuk uang atau keahliannya. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat 
komersial dan sosial atau kedua-duanya. Komersial artinya usaha yang 
dijalankan memang diarahkan untuk mencari keuntungan semata. 
Sementara itu, usaha yang bersifat sosial lebih menekankan pada 
pelayanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sangat jarang ditemui 
usaha yang hanya melakukan kegiatan sosial. Kebanyakan perusahaan 
yang bersifat sosial selalu diiringi dengan kegiatan bisnis meskipun kecil. 
Hal ini penting agar lembaga sosial itu dapat hidup mandiri dan tidak 
selalu tegantung pada sumbangan dari masyarakat dalam membiayai 
operasinya. 
2. Tujuan Program Pendidikan Kewirausahaan  
Pendidikan kewirausahaaan mempunyai tujuan membina 
pembentukan sikap kewirausahaaan. Sebgaimana dikemukakan oleh 
Suparman Sumahammijaya dalam bukunya yang berjudul Membina Sikap 
Mental Wiraswasta/kewirausahaaan ( 1980 : 116 ), bahwa yang dimaksud 
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dengan pendidikan kewirausahaaan adalah pendidikan yang bertujuan 
untuk menempa Bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadian Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 
Sebenarnya pendidikan kewirausahaaan bukan sekedar pendidikan 
teknik managemen modern. Oleh karena itu untuk menempa sikap dan 
watak pribadi kewirausahaaan yang berpola pikiran, bersikap dan 
bertindak dan berbuat sesuai dengan pancasila sebagai dasar falsafah 
negara perlu mempergunakan metode berulang-ulang dalam berpikir dan 
berbuat dengan cara melihat, mendengar, mempelajari kemudian 
mempraktikkan. Melalui metode ini diharapkan seseorang mempunyai 
sikap kewirausahaaan. 
Adapun yang mempengaruhi sikap kewirausahaaan adalah melalui 
dua cara yaitu: ‘’determinan kultural dan determinan fungsional, (St. 
Vembrianto, 1981 : 53). Usaha merubah pola pikir ini diperlukan 
pendekatan sosial melalui berbagai kegiatan diantara yang berkaitan 
dengan Pendidikan Luar Sekolah yang berbentuk pendidikan keterampilan 
diharapkan akan menghasilkan tingkah laku yang mengarah pada 
pembentukan sikap kewirausahaaan, sebab dengan memiliki suatu 
keterampilan tertentu dapat membuka usaha atau lapangan pekerjaan 
sendiri. 
Pendidikan keterampilan baru bisa dikatakan berhasil dalam 
pembentukan sikap kewirausahaaan apabila siswa mampu merubah sikap 
tertentu dari yang tadinya belum memiliki pengetahuan terhadap 
58 
 
keterampilan tertentu, sampai mereka memiliki pengetahuan terhadap 
keterampilan tersebut. sehingga terasa ada manfaatnya baik bagi dirinya 
sendiri maupun bagi orang lain. 
Adapun tujuan dari pendidikan kewirausahaaan di lembaga sekolah 
formal maupun nonformal yaitu sebagai berikut: 
1. Memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
 (KTSP) yang berlaku saat ini (the existing curriculum) di setiap satuan 
 pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan sekolah 
 menengah atas dan Pendidikan Non formal (PNF) dengan cara 
 memperkuat metode pembelajaran dan mengintegrasikan pendidikan 
 kewirausahaan. 
2. Mengkaji  Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan kurikulum 
 mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas 
 serta pendidikan non formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup 
 kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan. 
3. Merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan 
 pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan 
 menengah atas serta pendidikan non formal. 
4. Membuka wawasan kewirausahaan pada peserta didik dalam proses 
 pendidikan di sekolah formal maupun di luar sekolah (Nonformal). 
5. Menanamkan sikap kewirausahaan pada setiap peserta didik agar 
 dapat bersikap dan berperilaku wirausaha dalam berbagai kondisi 
 lingkungan dimana individu tersebut berada. 
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6. Memberikan bekal pengetahuan praktis untuk menumbuhkembangkan 
 segala potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 
7. Memberikan pengalaman awal berusaha untuk kelak peserta didik 
 dapat menjadi manusia dewasa yang mandiri dan mampu 
 memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. 
 (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/29/konsep-kewirausahaan-
dan-pendidikan-kewirausahaan/html). 
Dalam implementasinya, salah satu strategi dari lembaga formal 
maupun non formal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan 
kewirausahaan di lembaga sekolah yaitu dengan adanya sertifikasi pada 
progam-progam khusus yang memang diberikan oleh pihak lembaga 
kepada peserta didik/warga belajarnya. Adapun pengertian sertifikasi 
tersebut adalah pengakuan kemampuan profesional bagi profesi tertentu 
yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk 
menunjukkan kompetensi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau tugas 
spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat 
pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Untuk dapat memperoleh 
sertifikasi tersebut, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti harus 
memiliki pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun, mengikuti 
serangkaian pendidikan dan lulus ujian yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuannya dan profesionalisme profesinya. Sebagai 
bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa 
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seseorang harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan 
berkelanjuntan atau memperoleh nilai CEU (continuing education unit ).  
Bagi sebagian profesi, sertifikasi merupakan kualitas tertinggi yang 
harus dicapai agar dapat menjalankan fungsi secara lebih optimal, 
sehingga dapat dijadikan benchmark atau tujuan bagi peningkatan kualitas 
sumber daya manusianya. Sertifikasi biasanya dijadikan sebagai 
persyaratan untuk melakukan praktik profesi tertentu pada suatu tempat 
tertentu.  
Deskripsi tentang pengertian sertifikasi misalnya pada lembaga 
setrtifikasi khusus dalam bidang pendidikan kewirausahaan, lembaga 
tersebut membuat sertifikat keahlian khusus yang diberikan kepada peserta 
didiknya. Sertifikat tersebut bertujuan untuk memberikan bukti keahlian 
khusus yang dimiliki peserta didiknya dalam profesi tertentu, yang 
kemudian digunakan untuk berwirausaha ataupun digunakan untuk bekerja 
sama dengan perusahaan di bidang khusus kewirausahaan dan untuk 
melakukan praktik profesinya sebagai wirausahawan. 
3. Hakekat & Kosep Dasar Pendidikan Kewirausahaaan 
Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan 
penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dll. Tujuan 
utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui 
inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama. 
Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang 
berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 
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kesempatan Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri 
dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun 
dalam kondisi tidak pasti, (Kasmir, 2007 : 18). Pengertian kewirausahaan 
relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat 
perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah 
penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi 
(kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), ekplorasi berbagai peluang 
(Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan 
mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803) 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/29/konsep-kewirausahaan-
dan-pendidikan-kewirausahaan/html). 
Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya 
adalah sebagai berikut: Richard Cantillon (1775) Kewirausahaan 
didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-employment). Seorang 
wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya 
pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini 
lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau 
ketidakpastian Jean Baptista Say (1816) Seorang wirausahawan adalah 
agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai 
dari produksinya. Frank Knight (1921) Wirausahawan mencoba untuk 
memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan 
pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada 
dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan 
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fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan 
Joseph Schumpeter (1934) Wirausahawan adalah seorang inovator yang 
mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui 
kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk, 
(1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) 
memperkenalkan metoda produksi baru, (3) membuka pasar yang baru 
(new market), (4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau 
komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. 
Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang 
diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi 
sumber daya. 
Dahulu ada yang berpendapat bahwa kewirausahaan merupakan 
bakat sejak lahir, sehingga kewirausahaan dipandang bukan hal penting 
untuk dipelajari dan diajarkan. Namun dalam perkembangannya, nyata 
bahwa kewirausahaan ternyata bukan hanya bakat bawaan sejak lahir, atau 
bersifat praktek lapangan saja. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin 
ilmu yang perlu dipelajari kemampuan seseorang dalam berwirausaha, 
dapat dimatangkan melalui proses pendidikan. Seseorang yang menjadi 
wirausahawan adalah mereka yang mengenal potensi dirinya dan belajar 
mengembangkan potensinya untuk menangkap peluang serta 
mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. 
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Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin 
ilmu tersendiri yang independen, yang menurut Soeharto Prawirokusumo 
adalah dikarenakan oleh: 
1. Kewirausahaan berisi “body of knowledge” yang utuh dan nyata 
 (distinctive), yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 
2. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi “venture start up” 
 dan “venture growth”. Hal ini jelas tidak masuk dalam “frame work 
 general management courses” yang memisahkan antara 
 “management” dengan “business ownership”. 
3. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek 
 tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 
 dan berbeda. 
4. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan 
 berusaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang 
 adil dan makmur.  
Seperti halnya ilmu manajemen yang pada awalnya berkembang 
pada lapangan industri, kemudian berkembang dan diterapkan di berbagai 
lapangan lainnya, maka disiplin ilmu kewirausahaan dalam 
perkembangannya mengalami evolusi yang pesat, yaitu berkembang bukan 
pada dunia usaha semata, tetapi juga pada berbagai bidang, seperti bidang 
industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan institusi-institusi 
lainnya. Dengan memiliki jiwa/corak kewirausahaan, maka birokrasi dan 
institusi akan memiliki motivasi, optimisme dan berlomba untuk 
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menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, 
dan adaptif. Padahal profesi dapat dipelajari, jadi kewirausahaan pun dapat 
dipelajari, sedangkan untuk mempelajarinya dapat secara formal dan non 
formal. 
Arah dan Fungsi Pendidikan Kewirausahaan dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Memberikan bekal kemampuan kecerdasan dasar emosional yang 
 merupakan keterpaduan sinergistik antara kemampuan intelektual, 
 teknikal dan kualitas pribadi (kemampuan personal dan sosial). 
b. Mempersiapkan para lulusan dari jenjang pendidikan baik formal 
 maupun nonformal dapat memiliki jiwa dan semangat wirausaha dan 
 mampu tampil berprestasi dimanapun bekerja dan mampu beradaptasi 
 menghadapi perubahan di masyarakat. 
c. Mempersiapkan siswa untuk mampu menciptakan lapangan kerja bagi 
 diri sendiri/masyarakat sekitarnya.  
Hakekat dari program pendidikan kewirausahaan pada dasarnya 
merupakan proses pembelajaran penanaman tata nilai kewirausahaan 
melalui pembiasaan dan pemeliharaan perilaku dan sikap. Pendidikan 
kewirausahaan adalah pendidikan yang menanamkan jiwa wirausaha, yang 
bertujuan untuk menempa bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadian 
Indonesia yang maju berdasarkan pancasila. Titik berat pendidikan 
kewirausahaan, terletak pada pembentukan watak maju dan pembinaan 
sikap mental maju, yang dimulai dari usaha mengendalikan diri dan 
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membersihkan diri dari sikap mental yang negatif (miskin) untuk 
membentuk sikap mental maju (positif) kaya dan berhasil. (Syis, 1982).  
4. Ciri-ciri dan Sifat kewirausahaan 
Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang 
memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. 
Ciri-ciri seorang wirausaha adalah: a) Percaya diri; b) Berorientasikan 
tugas dan hasil; c) Pengambil risiko; d) Kepemimpinan; e) 
Keorisinilan/Keaslian; f) Berorientasi ke masa depan; g) Jujur dan tekun. 
Sifat-sifat seorang wirausaha adalah: a) Memiliki sifat keyakinan, 
kemandirian, individualitas, optimisme; b) Selalu berusaha untuk 
berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, 
memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki 
inisiatif; c) Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada 
tantangan; d) Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan 
orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun; f) 
Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki 
jaringan bisnis yang luas; g) Memiliki persepsi dan cara pandang yang 
berorientasi pada masa depan; i) Memiliki keyakinan bahwa hidup itu 
sama dengan kerja keras. 
Pengertian lain untuk mencapai atau memiliki kualitas, manusia 
wirausahawan harus memiliki modal berupa kekuatan. Agar dapat 
memiliki modal kekuatan, manusia harus belajar sehingga dapat menjadi 
sumber daya manusia. Besar tidaknya Sumber Daya Manusia tersebut, 
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sebab dari pribadi yang kuat akan tumbuh motivasi dan potensi untuk 
maju dan berprestasi. 
Ciri-ciri manusia wirausahawan secara umum adalah mereka yang 
mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga menghasilkan suatu 
prestasi. Selain itu mereka mampu menolong dirinya sendiri untuk 
mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupannya tanpa suka 
bergantung pada orang lain. Disamping itu mereka juga senantiasa 
memiliki motivasi yang besar untuk maju dalam situasi dan kondisi yang 
bagaimanapun. 
Secara khusus, ciri-ciri manusia wirausahawan sebagaimana 
dikemukakan oleh Wasti Soemanto ( 1982 : 46 ) sebagai berikut: 
a. memiliki moral yang tinggi. 
Manusia yang bermoral tinggi setidak-tidaknya memiliki sifat 
bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai keutamaan 
dalam pribadi, kasih sayang terhadap sesama manusia serta memiliki 
loyalitas hukum dan sifat keadilan. 
b. Memiliki sikap mental wirausahawan. 
Manusia yang bermental wirausahawan memiliki sikap berkemauan 
keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, berkeyakinan 
kuat terhadap kekuatan pribadi, jujur dan bertanggung jawab, tekun 
dan ulet untuk bekerja keras, berani mengambil resiko serta memiliki 
pemikiran yang konstruktif dan kreatif. 
c. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan. 
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Manusia wirausahawan harus memiliki sifat peka terhadap 
lingkungan, karena manusia diciptakan dengan kondisi dan 
perlengkapan yang sempurna. Sifat peka terhadap lingkungan ini 
wujudnya adalah dengan  mengenal arti  lingkungan, mensyukuri atas 
semua yang diperoleh dan dimilikinya, mempunyai keinginan yang 
besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi 
setempat serta pandai menghargai dan memanfaatkan waktu secara 
efektif. 
d. Memiliki keterampilan wirausahawan. 
Manusia wirausahawan harus memiliki keterampilan berpikir kreatif, 
keterampilan dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dari 
pemilihan  alternatif-alternatif yang mereka pilih, serta keterampilan 
dalam kepemimpinan. 
e. Memiliki kemampuan managerial. 
Manusia wirausahawan harus mampu mengelola sumber-sumber 
material dan sumber-sumber personal untuk mencapai sukses hidup. 
Sedangkan keterampilan managerial yang diperlukan oleh seorang 
wirausahawan adalah: 
1) Harus terampil dalam perencanaan. 
2) Harus terampil dalam pengorganisasian. 
3) Harus dapat memberikan dorongan dan motivasi diri sendiri dan 
 orang lain yang menjadi teman kerja. 
4) Dapat mengkoordinir pelaksanaan kerja. 
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5) Dapat mengawasi pelaksanaan kerja dari orang-orang yang telah 
 diberi kepercayaan. 
6) Mampu mengadakan penilaian secara terus-menerus terhadap  
 pelaksanaan dan prestasi kerja yang dicapai para pekerjanya. 
f. Keterampilan dalam bergaul antar manusia. 
Seorang wirausahawan sudah selayaknya membiasakan diri bergaul 
dengan banyak orang yang tentunya memiliki tipe kepribadian yang 
berbeda-beda sehingga akan bermanfaat bagi dirinya.  
 Dengan ciri-ciri sikap mental di atas, maka akan memperjelas 
gambaran tentang bagaimana seharusnya seorang wirausahawan bertindak 
dan bersikap dengan segala kekuatan lahir dan batin untuk mencapai 
keberhasilan dalam bidang usahanya. 
Menegaskan McClelland karakteristik wirausahawan bercirikan 
individu lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistis, bekerja 
lebih giat dalam tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental, tidak 
bekerja lebih giat karena adanya imbalan uang, ingin bekerja pada situasi 
yang memperoleh pencapaian pribadi, menunjukkan kinerja yang lebih 
baik dalam kondisi yang memberikan umpan-balik yang jelas dan positif, 
cenderung berpikir kemasa depan serta memiliki pemikiran jangka 
panjang. 
Sifat kepribadian wirausaha dipelajari guna mengetahui 
karakteristik perorangan yang membedakan seorang wirausaha dan bukan 
wirausaha. Karakteristik tersebut meliputi: 
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1) Memilih resiko “moderate” Dalam tindakannya dia memilih 
 melakukan sesuatu yang ada tantangannya, namun dengan cukup 
 kemungkinan untuk berhasil.  
2) Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan. Artinya 
 kecil sekali kecenderungan untuk mencari “kambing hitam” atas 
 kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya. 
3) Mencari umpan balik (feed back) tentang perbuatan-perbuatannya.  
4) Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. 
 (http://pinasthismkn4yk.blogspot.com/2012/01/ciri-ciri-orang-berjiwa-
 wirausaha.html). 
 Upaya untuk mengungkapkan karakteristik utama wirausaha juga 
dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan teori letak kendali (locus of 
control) yang dikemukakan oleh J.B. Rotter. Teori letak kendali 
menggambarkan bagaimana meletakkan sebab dari suatu kejadian dalam 
hidupnya. Apakah sebab kejadian tersebut oleh faktor dalam dirinya dan 
dalam lingkup kendalinya atau faktor diluar kendalinya. Dua kategori letak 
kendali menurut Rotter yaitu:  
a) Internal  
Orang yang beranggapan bahwa dirinya mempunyai kendali atas apa 
yang akan dicapainya. Karakteristik ini sejalan dengan karakteristik 
wirausaha seperti lebih cepat mau menerima pembaharuan (inovasi).  
b) Eksternal  
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Orang yang beranggapan keberhasilan tidak semata tergantung pada 
usaha seseorang, melainkan juga oleh keberuntungan, nasib, atau 
ketergantungan pada pihak lain, karena adanya kekuatan besar di 
sekeliling seseorang. Management Systems International 
menyebutkan karakteristik pribadi wirausaha (personal 
entrepreneurial characteristics) sebagai berikut: 1) Mencari peluang 
2) Keuletan 3) Tanggungjawab terhadap pekerjaan 4) Tuntutan atas 
kualitas dan efisiensi 5) Pengambilan resiko 6) Menetapkan sasaran 7) 
Mencari informasi 8) Perencanaan yang sistematis dan 
pengawasannya 9) Persuasi dan jejaring/koneksi 10) Percaya diri 
(http://www.slideshare.net/guruonline/pengembangan-pendidikan- 
kewirausahaan). 
Menurut Kuratko (2007:120), karakteristik seorang wirausahawan 
adalah sebagai berikut: (a) mengenali dan memanfaatkan peluang; (b) 
berwawasan; (c) kreatif; (d) mandiri; (e) pekerja keras; (f) optimis; (g) 
pembaharu; (h) pengambil resiko; dan (i) pemimpin. 
Dari berbagai uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
karakteristik seorang wirausahawan yaitu, seseorang harus mampu 
mandiri, mengambil inisiatif dan tanggung jawab, disiplin, mempunyai 
visi kedepan, dapat mengembangkan suatu ide cemerlang dan berwawasan 
luas, berani mengambil keputusan, pemanfaatan waktu, dapat membuka 
jejaring/koneksi yang baik terhadap lingkungannya serta keuletan, berani 
mengahadapi tantangan atau resiko yang akan di alami, mempunyai 
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kepercayaan diri yang kuat dan mampu menginstropeksi diri sebagai 
koreksi atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebagai tolok ukur 
kemampuannya beradaptasi. 
Porwo Sutanto, dkk (2008:3) memberikan suatu gambaran tentang 
jiwa kewirausahaan sebagai berikut, jiwa kewirausahaan mendorong minat 
seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. 
Hendaknya minat tersebut diikuti dengan perencanaan dan perhitungan 
yang matang. Misalnya, dalam memilih atau menyeleksi bidang usaha 
yang akan dijalankan harus disesuaikan dengan prospek dan kemampuan 
pengusaha. Walaupun sebagian ahli menekankan kewirausahaan pada 
peran pengusaha kecil, namun jiwa kewirausahaan sebenarnya ada pada 
setiap orang yang menyukai  perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan 
tantangan apapun profesinya. 
Hal ini sesuai pendapat Suryana (2009:18) yang menyatakan bahwa 
jiwa kewirausahaan merupakan, proses kreatif dan inovatif hanya 
dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian kreatif dan inovatif, yaitu 
orang yang memiliki jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan, dengan ciri-
ciri: penuh percaya diri, memiliki inisiatif, memiliki motif berprestasi, 
memiliki jiwa kepimimpinan, berani mengambil resiko dengan penuh 
perhitungan. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang memiliki 
perilaku inovatif dan kreatif pada setiap orang yang menyukai perubahan, 
pembaruan, kemajuan dan tantangan seperti birokrat, mahasiswa, dosen, 
dan masyarakat lainnya.  
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Seperti yang diuraikan di atas kesimpulannya bahwa kewirusahaan 
adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan 
sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari 
kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 
dan berbeda (create new and different) melalui berpikir kreatif dan 
bertindak inovatif untuk menciptakan peluang, sedangkan wirausaha 
adalah orang yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental 
mandiri dan berani memulai usaha sekalipun dalam kondisi tidak pasti. 
Resiko kerugian  yang dihadapi, semakin besar pula peluang keuntungan 
yang dapat diraih. Tidak ada istilah rugi seorang selama seseorang 
melakukan usaha dengan berani dan penuh perhitungan. Hal ini yang 
disebut dengan jiwa kewirausahaan. 
5. Ciri-ciri Wirausahawan yang Berhasil 
Berwirausaha tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan 
harapan dan keinginan pengusaha. Tidak sedikit pengusaha yang 
mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut. Namun, banyak juga 
wirausahawan yang berhasil untuk beberapa generasi. Bahkan, banyak 
pengusaha yang semula hidup sederhana menjadi sukses dengan 
ketekunannya. Keberhasilan atas usaha yang dijalankan merupakan 
harapan pengusaha. 
Berikut ini beberapa ciri wirausahawan yang dikatakan berhasil. 
73 
 
a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak 
 ke  mana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui apa 
 yang akan dilakukan oleh pengusaha tesebut. 
b. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar dimana 
 pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih 
 dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai 
 kegiatan. 
c. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar 
 prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, 
 pelayanan yang  diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi 
 perhatian utama. Setiap waktu  segala aktivitas usaha yang 
 dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding 
 sebelumnya. 
d. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki 
 seorang pengusaha kapan pun dan dimana pun, baik dalam bentuk 
 uang maupun waktu. 
e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, dimana 
 ada peluang di situ ia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit 
 untuk mengatur kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan 
 usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk berkerja keras 
 merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang 
 tidak dapat diselesaikan. 
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f. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik 
 sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang 
 pengusaha tidak hanya pada material, tetapi juga moral kepada 
 berbagai pihak. 
g. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang 
 teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu 
 memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan 
 direalisasikan. 
h. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai 
 pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan 
 maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain 
 kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok serta masyarakat luas 
 (http://pinasthismkn4yk.blogspot.com/2012/01/ciri-ciri-orang-
 berjiwa-wirausaha.html). 
6. Etika Wirausaha 
Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma 
yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini digunakan 
agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan 
usaha yang dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada 
akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat 
memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan. 
Dengan melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan 
hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, 
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dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak akan 
merasa dihargai dan dihormati. Kemudian, ada rasa saling membutuhkan 
diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya 
sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang seperti yang 
diinginkan. 
Kasmir, S.E, M.M, (2006:24). dalam bukunya yang berjudul 
Kewirausahaan menjelaskan bahwa pengertian etika adalah tata cara 
berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara pada masing-masing 
masyarakat tidaklah sama atau beragam bentuk. Hal ini disebabkan 
beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai 
wilayah. Tata cara ini diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia 
agar terbina hubungan yang harmonis, saling menghargai satu sama 
lainnya. 
Ditilik dari sejarahnya kata etika berasal dari bahasa Prancis 
(etiquette), yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Prancis 
sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. 
Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk 
menghadiri acara, antara lain waktu acara dan pakaian yang harus 
dikenakan. 
Dalam arti luas, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur 
tingkah laku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku ini perlu diatur 
agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di 
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masyarakat. Hal ini disebabkan noma-norma atau kebiasaan masyarakat di 
setiap daerah atau negara berbeda-beda. 
Dalam praktiknya, norma atau kebiasaan ini untuk acara tertentu 
diberlakukan sama sehingga setiap orang diharuskan mengikuti norma 
tersebut. etika bertujuan agar norma-norma yang berlaku dijalankan 
sehingga setiap undangan merasa dihargai, begitu pula dengan 
pengundangnya. Dengan adanya etika suasana akrab dapat terjalin. 
Pelanggaran terhadap etika ini membuat pihak pengundang atau yang 
diundang akan tersinggung atau merasa tidak dihargai, sehingga 
suasananya menjadi tidak nyaman. 
Oleh karena itu, dalam etika berusaha perlu ada ketentuan yang 
mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha secara 
umum adalah sebagai berikut. 
a. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang 
 berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 
b. Penampilan yang ditujukan seorang pengusaha harus selalu apik, 
 sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. 
c. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan 
 tempat dan waktu yang berlaku. 
d. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, 
 sopan penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. 
e. Gerak-gerik seorang pengusaha  juga dapat menyenangkan orang lain, 
 hindarkan gerak-gerik yang mencurigakan. 
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Kemudian, etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa 
setiap pengusaha adalah sebagai berikut. 
1) Kejujuran 
Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara 
maupun  bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya 
terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan 
maju, dan tidak dipecaya  konsumen atau mitra kerjanya. 
2) Bertanggung jawab 
Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang 
dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak 
harus diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada 
kewajiban, tetapi  juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan 
pemerintah. 
3) Menepati janji 
Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal 
pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali seorang 
pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. 
Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan 
disepakati sebelumnya. 
4) Disiplin 
Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan ushanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran 
atau pelaporan kegiatan usahanya. 
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5) Taat hukum 
 Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik 
 yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran 
 terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di 
 kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi 
 pengusaha apabila tidak diselesaikan segera. 
6) Suka membantu 
Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak 
yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan 
kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan 
pelit akan  dimusuhi oleh banyak orang. 
7) Komitmen dan menghormati 
Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan 
menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang 
menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau 
disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. 
8) Mengejar prestasi 
Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi 
setinggi  mungkin. Tujuannya agar para pengusaha dapat terus 
bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu 
ditingkatkan. Disamping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan 




7. Tujuan dan Manfaat Etika Wirausaha 
Etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak 
memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan 
tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat 
bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. 
Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh 
perusahaan. 
a. Untuk persahabatan dan pergaulan 
Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan 
atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan 
berubah menjadi  persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. 
Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala 
urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. 
b. Menyenangkan orang lain 
Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika 
kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. 
Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan 
puas atas pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan 
mengulangnya kembali suatu waktu. 
c. Membujuk pelanggan 
Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang 
seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. 
Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon 
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pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan 
seluruh karyawan perusahaan. 
d. Mempertahankan pelanggan 
Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada 
mencari  pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar, justru 
mempertahankan  pelanggan lebih mudah karena mereka sudah 
merasakan produk atau layanan yang kita berikan. Artinya, mereka 
sudah mengenal kita lebih dahulu melalui pelayanan etika seluruh 
karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena  mereka sudah 
merasa puas atas layanan yang diberikan. 
e. Membina dan menjaga hubungan 
Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. 
Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan 
dalam suasana akrab. Dengan etika hubungan yang lebih baik dan 
akrab pun dapat terwujud. 
E. Kebijakan Terkait dengan Pendidikan Kewirausahaaan 
Pengintegrasian pendidikan kewirausahaaan pada setiap satuan 
pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah yang menjadi fokus pada naskah kajian ini 
didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan 
yang terdapat dalam dokumen : 
1. RPJMN 2010 - 2014 
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 RPJMN 2010 - 2014, telah menetapkan sebanyak 6 substansi inti 
program aksi bidang pendidikan sebagaimana yang disajikan dalam 
cuplikan dokumen berikut: Ilustrasi 1: Substansi Inti Program Aksi 
Bidang Pendidikan RPJMN Tahun 2010–2014. 
 Prioritas 2: Pendidikan 
 Peningkatan Akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, 
dan  efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, 
kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. 
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan 
tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja 
atau kewirausahaan; 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. 
Oleh karena itu, substansi  inti program aksi bidang kependidikan yang 
terkait dengan pendidikan  kewirausahaan adalah; 3) Kurikulum: 
Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum 
tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong 
penciptaan hasil didik yang mampu menjawab keutuhan SDM untuk 
mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukan 
pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan  mengembangkan 
model (linkandmatch). 
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang 
 Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap lembaga pendidikan baik 
 pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi 
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norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Sarana dan 
prasarana merupakan salah satu komponen yang dipersyaratkan dalam 
norma standar  kelembagaan pendidikan termasuk Lembaga Kursus dan 
Pelatihan (LKP). Namun demikian masih banyak sarana dan prasarana 
LKP yang tidak memenuhi standar minimal untuk memberikan layanan 
pendidikan kepada peserta didiknya. Kelengkapan sarana dan prasarana 
yang memenuhi standar harus dimiliki oleh LKP untuk mendukung proses 
pembelajaran  sehingga menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Dalam 
rangka menuju tercapainya standar sarana dan prasarana minimal yang 
harus dipenuhi oleh LKP. Sarana dan prasarana LKP bertujuan untuk 
meningkatkan  kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belajar pada 
LKP, sehingga LKP mampu meningkatkan mutu proses pembelajaran dan 
lulusannya. 
E. Pengertian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB): adalah unit pelaksana teknis Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). 
SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program 
pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai 
dengan kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap 
daerah. 




Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul Kabupaten Bantul sebagai Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan 
Nonformal Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok melakukan pembuatan 
percontohan, pengkajian, dan pengembangan model program Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) berdasarkan 
kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul. 
Fungsi SKB Bantul Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam 
 rangka menciptakan masyarakat gemar belajar melalui program 
 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
 (PAUDNI). 
2. Memberikan motivasi, pendampingan, penyuluhan, bimbingan, dan 
 pelatihan kepada masyarakat agar mau serta mampu menjadi pendidik dan 
 tenaga  kependidikan dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan 
 khususnya program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
 Nonformal Informal (PAUDNI). 
3. Membuat percontohan, pengkajian, serta pengembangan model berbagai 
 program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
 (PAUDNI). 
4. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pendidik dan tenaga 
 kependidikan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
 Nonformal Informal (PAUDNI). 
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5. Melaksanakan koordinasi kegiatan sektoral dan bidang Pendidikan Anak 
 Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI). 
6. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan gedung Sanggar Kegiatan Belajar 
 (SKB) Bantul http://skb-bantul.com/. 
UPT Sanggar Kegiatan Belajar tersebut terdiri dari 3 jenjang 
pendidikan, yaitu jenjang pendidikan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. 
kejar paket A untuk SD/MI, kejar paket B untuk SMP, dan Kejar paket C 
untuk jenjang pendidikan SMA. Adapun progam pendidikan masyarakat, 
dijabarkan dalam bentuk progam yang meliputi: kelompok belajar usaha, 
kelompok bermain, magang, taman bacaan masyarakat, pelatihan tutor, 
pelatihan penyusunan sarana belajar, dan kursus-kursus. Pada bidang mata 
pelajarannya masih sama dengan pendidikan di sekolah formal, yang 
membedakan adalah kegiatan ekstrakulikuler/kursus-kursus, dan pelatihan 
kerja yang diadakan di UPT Sanggar Kegiatan Belajar tersebut. Progam-
progam khusus tersebut yaitu seperti progam kursus menjahit, kursus 
keterampilan rias pengantin, kursus kecantikan rambut/body spa, kursus 
komputer, kursus satpam, kursus instruktur senam, kursus medical 
representatif, dan progam-progam pelatihan kewirausahaan, dll. 
Tentu dalam pelaksanaan progam kegiatan tersebut, SKB perlu 
dukungan sumber daya yang memadai termasuk sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraannya. Tujuannya adalah juga sebagai fasilitas pendukung yang 
dapat digunakan pada saat proses pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar. 
Misalnya pada progam kegiatan khusus yang memang membutuhkan sarana 
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untuk memberikan praktik progam kegiatan yang akan dipelajari bukan hanya 
sekedar pemberian teori-teori pembelajarannya. Sarana praktik pembelajaran 
tersebut meliputi: komputer, mesin jahit, meja, kursi, alat-alat kursus 
memasak dll. 
Selain itu profesionalisme pendidik di Sanggar Kegiatan Belajar atau 
sering disebut dengan Pamong Belajar mempunyai peranan yang sangat 
strategis dan menentukan bagi terwujudnya produktivitas kerja Sanggar 
Kegiatan Belajar sebagai suatu lembaga. Oleh karena itu, pamong belajar 
memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar. 
Pamong belajar sebagai faktor ketenagaan Pendidikan Luar Sekolah di 
Sanggar Kegiatan Belajar memegang peranan penting, mereka merupakan 
ujung tombak dalam pendidikan (SK Mendikbud no.036/0/1989). Menurut 
Dirto Hadi Susanto (1977), faktor tenaga pendidikan selamanya tetap penting 
baik dalam konsepsi pendidikan tradisional, maupun modern atau otoriter, 
liberal maupun demokratis. Diantaranya konsepsi pendidikan tersebut tidak 
ada perbedaan yang prinsipiil mengenai betapa besar peranan dan kuatnya 
pengaruh tenaga kependidikan atau pamong belajar dalam kegiatan 
pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Kegiatan Belajar. 
Merujuk pada tugas pokok pamong belajar, sebagaimana tertuang dalam 
surat keputusan menteri koordinator pengawasan pembangunan/ 
pendayagunaan aparatur negara, No.25/Kep.MK.WASPAN/6/1999, tanggal 
18 Juni 1999, secara garis besarnya meliputi: pendidikan, penyuluhan, 
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pembelajaran, dan pengembangan profesi, serta penunjang dan penyuluhan 
pembelajaran. Kualitas pamong belajar sangat dituntut bagi terwujudnya 
produktivitas kerja Sanggar Kegiatan Belajar yang optimal, dalam memenuhi 
dan mengantisipasi kebutuhan belajar masyarakat yang dari tahun ke tahun 
semakin bertambah dan kompleks. 
F. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan masalah implementasi kebijakan 
pendidikan kewirausahaan di SKB dilakukan oleh Gesta Septi Nugraheni, 
2012 dengan judul Implementasi Progam Kursus Kewirausahaan Kota di Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wijaya Kusuma Dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Keluarga. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) implementasi progam kursus 
kewirausahaan kota (KWK); 2)Mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga 
peserta didik progam KWK; 3) faktor pendukung dan dan faktor penghambat 
pogam KWK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah pengelola PKBM Wijaya 
Kusuma, pendidik progam KWK, dan peserta didik progam KWK. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan langkah-
langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa: 1) implementasi progam KWK dari; (a) 
persiapan yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu analisis kondisi dan 
menentukan waktu dan tempat, dan menentukan peserta didik; (b) pelaksanaan 
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meliputi tempat pembelajaran di pendopo kecamatan umbulharjo, waktu 
penyelenggaraan 1 bulan, peserta didik 12 orang, pendidik dari dinas 
perindustrian, badan POM, interaksi peserta didik dan pendidik baik, materi 
pembelajaran dari modul, fasilitas baik hanya kurang pada waktu progam 
KWK hanya diberi per kelompok tidak satu orang satu, pembiayaan dari 
APBN, metode ceramah dan praktek, strategi berpusat pada pendidik; (c) 
evaluasi progam KWK tes tertulis dan paraktek; (2) tingkat kesejahteraan 
keluarga peserta didik keluarga sejahtera I ada 7 orang sebesar 58% dn 
keluarga sejahtera II ada 5 orang sebesar 42%; (3) faktor pendukung motivasi 
dari pengeloladan pengurus, keaktifan pengelola dalam penyelenggaraan 
progam, semangat peserta didik dan faktor penghambat meliputi: permodalan 
tidak berjalan lancar, kurangnya fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat. 
G. Kerangka Pikir 
Pengembangan dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) terus dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang tertuang dalam 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional bahwa ‘’keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 
dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat 
diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui 
jarak jauh’’. Sehingga dengan dasar itu, pemerintah harus mampu menjamin 
pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan 
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sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan global. Namun dalam realitanya, 
pendidikan pada saat ini belum merata dan untuk peningkatan mutu 
pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Misalnya saja peningkatan mutu 
sumber daya manusia melalui pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
oleh Sanggar Kegiatan Belajar, dalam prakteknya pelayanan pendidikan yang 
diberikan belum benar-benar berkualitas dan efektif. 
Peran Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan Kabupaten/kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). 
Sesuai dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Nomor : 
0206/O/1978 tanggal 23 Juni 1978 yang disempurnakan  dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 098/O/1982 
tanggal 16 Maret 1982 tentang dasar didirikannya Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagai satuan pendidikan nonformal. Sanggar Kegiatan Belajar  berasal dari 
suatu lembaga bernama PLPM (Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat) Tugas 
pokok PLPM adalah mengarah kepada kegiatan pendidikan masyarakat 
meliputi penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan, pembinaan pendidikan 
kesejahteraan keluarga. Kemudian lembaga tersebut berubah nama menjadi 
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) pada tahun 1979 yang menangani 3 bidang : 
Dikmas, Pemuda, Olahraga. Secara organisasi SKB dalam bentuk struktural 
dimana didalamnya ada Kepala, Kasubsi progam, Kasubsi sarana, serta Kaurs 
TU. Secara administrasi bertanggung jawab langsung ke Dinas P dan K, dan 
secara teknis langsung pada direktorat Tenaga Teknis Ditjen Diklusepora. 
Tahun 1989 SKB dalam bentuk struktural berubah menjadi fungsional dimana 
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secara struktur organisasi SKB terdiri dari Kepala SKB, Kepala TU serta 
kelompok fungsional. Tahun 2001 secara organisasi SKB masuk pada 
otonomi daerah dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala SKB, 
Petugas TU, serta kelompok Fungsional Pamong Belajar, dengan dasar 
hukumnya Perda No. 47 tahun 2000, kemudian diperbaharui dengan Perda, 
No 16 tahun 2007, tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Perbub No 75 tahun 2008, 
tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal di Kabupaten Bantul.  
Dalam salah satu progam pokok pembelajaran Sanggar Kegiatan Belajar 
terdapat progam pendidikan kewirausahaan. Dengan adanya progam itu 
peneliti tertarik untuk melihat bagaimana proses dan evaluasi implementasi 
kebijakan pendidikan kewirausahaaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti 
juga ingin mengkaji faktor apa yang mendukung dan menghambat praktek 
pendidikan kewirausahaaan tersebut. sehingga dalam implementasi 
selanjutnya dapat berjalan lebih baik serta dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan nasional dan pemerataan pendidikan akan lebih baik juga. Dari 

















































H. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, muncul beberapa pertanyaan 
penelitian sebagai dasar untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi 
kebijakan pendidikan kewirausahaaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertanyaan 
penelitian tersebut adalah : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan yang terdiri 
 dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 
a. Bagaimana persiapan dari progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
b. Bagaimana pelaksanaan dari progam pendidikan kewirausahaan di 
 SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
c. Bagaimana Evaluasi dari progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
2. Bagaimana perilaku peserta didik setelah mengikuti progam pendidikan 
 kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
a. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan peserta 
 didik progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY ? 
b. Apa motivasi peserta didik mengikuti progam pendidikan 
 kewiraushaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
c. Bagaimana pencapaian peserta didik setelah mengikuti progam 
 pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
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3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan progam 
 pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
a. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan progam 
 pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
b. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan progam 








A. Pendekatan  Penelitian 
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 
bertujuan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaaan di Sanggar Kegiatan 
Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif. 
Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian tentang data yang 
dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata 
disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan 
informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang 
berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu 
pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. 
Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 
dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 
berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, 
persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94). 
Peneliti menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif karena 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan 
angka-angka tetapi berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan. Peneliti 
bermaksud untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan 
bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaaan di SKB 
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Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik kualitatif 
dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk 
memahami kebijakan pendidikan Non formal dari perspektif lembaga. 
B. Subjek Penelitian 
Subjek penbelitian ini adalah pertimbangan kelayakan untuk mengambil 
informasi guna menjawab permasalahan penelitian. Pemilihan subjek 
dilakukan secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti 
menentukan subjek penelitian menggunakan dua tokoh, yaitu tokoh formal 
dan informal. Tokoh formal berkaitan dengan individu yang mengelola suatu 
lembaga misalnya pimpinan atau kepala bagian, sedangkan tokoh informal 
adalah sekelompok masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 
terkena dampak dari aktifitas lembaga tersebut (Moleong, 2009: 90). 
Subjek penelitian ini adalah warga belajar progam pendidikan 
kewirausahaan, pendidik, dan pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Maksud dai pemilihan subjek penelitian ini untuk mendapat sebanyak 
mungkin informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh 
dapat diakui kebenarannya pertimbangan lain dalam pemilihan subjek adalah 
subjek memiliki waktu apabila peneliti membutuhkan informasi untuk 
pengumpulan data dan dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang 
telah dirumuskan. 
C. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY sebagai 
lokasi penelitian. SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY 
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dipilih sebagai daerah penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan 
diharapkan yang dimaksud adalah : 
1. SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY merupakan salah 
 satu SKB yang mengadakan progam kewirausahaan dibandingkan SKB 
 yang lain. 
2. Secara geografis SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY ini 
 terletak dekat dengan kawasan pasar Bantul serta memiliki potensi yang 
 cukup dalam bidang usaha. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nasution, 2003: 26). Metode 
pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 
penelitian ini data dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu warga belajar 
progam kewirausahaan, pendidik, pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul 
Kabupaten Bantul DIY. 
Hal ini peneliti berupaya mengungkapkan data tentang implementasi 
progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
Kabupaten Bantul DIY untuk pengumpulan data agar menjadi informasi yang 
penting maka digunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai 
berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam 
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2006: 113). 
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Wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009: 186). 
Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung 
dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandagan tentang dunia, 
yaitu hal-hal yang tidak diketahui melalui pengamatannya (Nasution, 
2003: 73). 
Wawancara yang dilakukan peneliti untuk menggali sebanyak 
mungkin data terkait dengan masalah pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan warga belajar 
progam pendidikan kewirausahaan, pendidik, dan pengelola SKB Bantul 
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY untuk memperoleh informasi 
atau data tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi progam pendidikan 
kewirausahaan, respon warga masyarakat dan mengetahui faktor-faktor 
penghambat dan pendukung dalam progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Proses wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 
mempersiapkan wawancara dengan model pertanyaan terbuka, tidak kaku, 
fleksibel, dan disampaikan secara informal. Teknik wawancara penelitian 
ini digunakan peneliti untuk: 
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a. Mendeskripsikan implementasi progam pendidikan kewirausahaan yang 
 meliputi dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari progam tersebut 
 di SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat progam pendidikan 
 kewirausahaan. 
c. Menggambarkan perubahan perilaku kewirausahaan pada alumnus 
 progam kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY. 
2. Observasi 
Penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan terlebih 
dahulu dengan harapan memperoleh data yang relevan. Observasi yaitu 
melukiskan dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, 
mencatat kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti 
secara ilmiah, hingga manakah hasil pengamatan itu valid dan reliable, 
serta hingga manakah obyek pengamatan itu representative bagi gejala 
yang bersamaan (Nasution, 2006: 106). Observasi diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 
pada objek penelitian (Margono, 2005: 158). 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang 
lebih lengkap dan terperinci. Data informasi yang diperoleh melalui 
pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan. Penelitian ini 
peneliti tidak dapat melihat langsung kegiatan progam pendidikan 
kewirausahaan SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
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Peneliti hanya melihat hasil dari progam pendidikan kewirausahaan yang 
dilakukan oleh SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Observasi ini dilakukan untuk mendapat informasi yang berkaitan  dengan 
lokasi penelitian, keadaan lingkungan penelitian, keadaan warga belajar 
dan faktor-faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan. 
3. Dokumentasi 
Menurut Guba dan lincolin dalam moleong (2009: 161) 
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record 
yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik 
Menurut pendapat lain, dokumentasi adalah apabila suatu penyelidikan 
ditujukan kepada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui 
sumber dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah : buku-
buku yang relevan, sumber internet yang relevan, visi dan misi SKB 
Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul DIY, dokumen tertulis 
maupun foto dari pelaksana progam pendidikan kewirausahaan. 
Dokumentasi tersebut sangat penting diperlukan untuk penelitian, 
karena merupakan sumber yang stabil, kaya mendorong dalam 
memperoleh gambaran dan informasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
Kabupaten Bantul DIY.  
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen penelitian adalah alat bantu pada waktu penelitian 
menggunakan metode memperoleh data yang diperlukan (Suharsimi Arikunto, 
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2010: 101). Metode pengumpulan instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi 
terstruktur yang dibuat sendiri oleh penelitian dibantu dosen pembimbing. 
Instrumen utama dalam penelitian dibantu dengan pedoman wawancara, 
pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Peneliti berusaha sendiri 
terjun secara langsung dalam pengambilan data dengan menggunakan teknik 
wawancara untuk mendapat data yang berhubungan dengan pelaksanaan 
progam pendidikan kewirausahaan. Selain pedoman wawancara, peneliti juga 
menggunakan pedoman observasi dan pedoman dokumentasi dimaksud untuk 
memperoleh data yang sesungguhnya tentang pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisa data adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
lain, sehingga dapat mudah dipahami dan ditemuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain (Sugiyono, 2008: 88). Menurut Nasution (2003: 129) 
langkah-langkah menganalisis data: 
1. Reduksi data 
Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 
bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus 
bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisa sejak 
mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yang penting, dicari tem 
atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, 
100 
 
direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok penting, 
diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. 
Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 
pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data 
yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam 
memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. 
2. Display data/Penyajian Data 
Merupakan hasil dari reduksi data, disajikan dalam laporan secara 
sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan 
maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai pernyataan. Penyajian 
data ini dapat dilakukan dengan bentuk (tabel, grafik, phie card, 
pictogram, dan sejenisnya) (Sugiyono, 2008: 95). 
Sajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 
dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Dengan melihat sajian data peneliti akan dapat memahami apa 
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang kemungkinan 
untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman. 
3. Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan 
Pemikiran Kesimpulan yang diverifikasi adalah berupa suatu 
pengulangan sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti 
waktu menulis. Temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada 
dan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 
remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya 
(Sugiyono, 2008: 99).  
G. Keabsahan Data 
Moleong (2009: 78) menilai bahwa keabsahan data merupakan unsur 
yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh peneliti kualitatif. Keabsahan data 
dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan 
seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan, dan memperjelas 
data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. 
Untuk memperoleh keabsahan data atau data yang terpercaya dilakukan 
langkah-langkah berupa: 
1. Melakukan pengamatan terus menerus, dalam upaya untuk melakukan 
 pengamatan yang terus menerus, peneliti berusaha mengumpulkan hal-hal 
 yang bermakna maupun yang tidak bermakna untuk memahami gejala 
 tertentu. Pengamatan yang terus menerus ini selain untuk menemukan hal-
 hal yang konsisten juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi 
 reabilitas data. 
2. Membicarakan dengan orang lain yang banyak memahami dan terlibat 
 dalam  masalah yang diteliti. 
3. Trianggulasi data, yaitu kegiatan yang digunakan untuk memeriksa 
 kembali data agar data-data yang terkumpul memiliki penafsiran yang 
 sama. Dimana dalam pengertiannya trianggulasi data adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain dalam 
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2009: 
330). Trianggulasi dapat dilakukan dengan  menggunakan teknik yang berbeda 
(Nasution, 2003: 115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Trianggulasi ini selain digunakan untuk memeriksa kebenaran dilakukan untuk 
memperkaya data. Untuk memeriksa kembali kebenaran data hasil wawancara 
yang diperoleh dari pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten 
Bantul DIY tentang progam pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan 
kemudian peneliti memeriksa kembali dengan menggunakan metode 
dokumentasi untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dari pengelola 
yang satu dengan yang lain. Data dari memeriksa kembali tersebut terdapat 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Profil SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
a. Provil SKB Bantul 
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul Kabupaten Bantul 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Menengah 
dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Bantul mempunyai tugas 
pokok melakukan pembuatan percontohan, pengkajian, dan 
pengembangan model program Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) berdasarkan kebijakan 
Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul. 
b. Sejarah SKB Bantul. 
Dari tahun 1974 didirikan satu lembaga oleh Bidang Dikmas 
Kanwil Depdikbud Propinsi DIY, yang disebut PLPM (Pusat Latihan 
Pendidikan Masyarakat), dengan tugas pokoknya penyelenggaraan 
kursus keterampilan bagi masyarakat dan PLPM ini bertanggung 
jawab ke Bidang Dikmas. Tahun 1979 PLPM berubah menjadi SKB 
(Sanggar Kegiatan Belajar) yang menangani 3 bidang : Dikmas, 
Pemuda, Olahraga. Secara organisasi SKB dalam bentuk struktural 
dimana didalamnya ada Kepala, Kasubsi program, Kasubsisarana, 
serta Kaurs TU. Secara administrasi bertanggung jawab langsung ke 
Dinas P dan K. Dan secara teknis langsung pada Direktorat Tenaga 
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Teknis Ditjen Diklusepora. Tahun 1989 SKB dalam bentuk struktural 
berubah menjadi fungsional dimana secara struktur organisasi SKB 
terdiri dari Kepala SKB, Kepala TU serta kelompok fungsional. 
Tahun 2001 secara organisasi SKB masuk pada otonomi daerah 
dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala SKB, Petugas TU, 
serta kelompok Fungsional Pamong Belajar. Dengan dasar hukumnya 
Perda No. 47 Tahun 2000, kemudian diperbaharui dengan Perda, No 
16 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten bantul dan Perbup No 75 tahun 
2008, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. 
c. Visi dan Misi SKB Bantul DIY 
1) Visi SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
“Unggul dalam kreativitas, prima dalam pelayanan”, untuk 
prioritas kebutuhan belajar masyarakat melalui program 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal 
(PAUDNI).’ 
2) Misi SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
a) Mengadakan Program Pendidikan sesuai dengan prioritas 
kebutuhan belajar masyarakat sebagai program Percontohan, 
Pengkajian, serta Pengembangan Model Program Pendidikan 




b) Melaksanakan pendampingan, bimbingan, penyuluhan, dan 
pelatihan bagi masyarakat, khususnya dalam program 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 
Informal (PAUDNI). 
c) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 
program percontohan, pengkajian, serta pengembangan model 
melalui program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal Informal (PAUDNI). 
d) Mengelola urusan Tata Usaha dan gedung Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB). 
d. Tujuan SKB Bantul Kabupaten Bantul 
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul Kabupaten Bantul 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Menengah 
dan Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Bantul, dalam rangka 
melaksanakan program percontohan, pengkajian, dan pengembangan 
model melalui program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal Informal (PAUDNI) agar dapat unggul dalam 
kreativitasnya, prima dalam pelayanannya untuk prioritas kebutuhan 
belajar masyarakat. 
e. Tugas Pokok SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul Kabupaten Bantul 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Menengah 
dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Bantul mempunyai tugas 
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pokok melakukan pembuatan percontohan, pengkajian, dan 
pengembangan model program Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) berdasarkan kebijakan 
Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul. 
f. Fungsi SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
1) Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat 
dalam rangka menciptakan masyarakat gemar belajar melalui 
program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 
Informal (PAUDNI). 
2) Memberikan motivasi, pendampingan, penyuluhan, bimbingan, dan 
pelatihan kepada masyarakat agar mau serta mampu menjadi 
pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan asas saling 
membelajarkan khususnya program Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI). 
3) Membuat percontohan, pengkajian, serta pengembangan model 
berbagai program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal Informal (PAUDNI). 
4) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pendidik dan tenaga 
kependidikan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal Informal (PAUDNI). 
5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sektoral dan bidang Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI). 
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6) Pengelolaan urusan Tata Usaha dan gedung Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB) Bantul. 
g. Keadaan Guru, Siswa dan Sarana Prasarana SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY 
Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh selama melakukan 
penelitian, keadaan pendidik di Sanggar Kegiatan Belajar yang 
dimiliki adalah sebagai berikut: 
1) Keadaan pendidik 
Tenaga pendidik pada sekolah formal biasanya disebut dengan 
Guru, namun di SKB tenaga pendidik biasa disebut dengan 
Pamong Belajar. dari hasil observasi yang dilakukan kondisi 
Pamong Belajar di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY dapat 
dilihat pada tabel data Pamong Belajar berdasarkan tingkat 
pendidikan sebagai berikut: 

















          Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Pendidik di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY tersebut rata-
rata pendidikan terakhir yaitu sarjana. Pelaksanaan tugas masing-
masing  divisi/bagian terdapat tanggung jawab terhadap kegiatan 
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yang dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemegang 
kekuasaan. Kerjasama baik antar tiap divisi dapat mempermudah 
proses pelaksanaan progam dan berdampak atas kelancaran 
progam. 
h. Peserta didik di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY memiliki peserta didik 
sebanyak 20 orang pada progam pendidikan tata boga, 20 orang pada 
progam pendidikan tata rias pengantin, dan 15 orang pada progam 
menjahit.  





Laki-laki Perempuan Keterangan 










3 Menjahit 2 13 - 
Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
i. Sarana dan prasarana SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY memiliki berbagai sarana 
dan prasarana dalam mendukung dalam kegiatan progam pendidikan 
kewirausahaan. Sarana dan prasarana yang ada antara lain sekretariat 
(kantor) SKB Bantul, Ruang Perpustakaan, yang memiliki berbagai 
macam buku untuk menunjang proses kegiatan dalam progam 
kewirausahaan. Fasilitas yang ada di sekretariat (kantor) SKB Bantul 
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yaitu: ruang tamu, lemari, printer, komputer, meja, kursi, papan 
informasi, buku-buku, laporan-laporan kegiatan, alat-alat tulis dan 
alat-alat kebersihan, dan ruang belajar. fasilitas pendukung lainnya 
yaitu toilet, tempat ibadah, dan Ruang belajar. 
 Tabel 3. Prasarana SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
No Fasilitas Jumlah Keterangan 
`1 Gedung Kantor 2 Milik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
2 Ruang Belajar 7 Milik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
3 Ruang Praktik 3 Milik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
                 Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 
Prasarana SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY terdiri dari 
gedung kantor yang statusnya milik SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY. Proses dan praktik pembelajaran dilakukan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY yang dapat menampung jumlah peserta didik 
yang cukup banyak. Tersedia 3 ruang praktik untuk progam 









     Tabel 4. Sarana SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
NO FASILITAS JUMLAH KETERANGAN 
B. Sarana     
 1 Computer  15 Milik SKB Bantul 
 2 Mesin jahit dan obras  22 Milik SKB Bantul 
 3 Meja  50 Milik SKB Bantul 
 5 Kursi  200 Milik SKB Bantul 
 6 Televisi  4 Milik SKB Bantul 
 7 TV kabel  1 Milik SKB Bantul 
 8 Handycam  1 Milik SKB Bantul 
 9 Kamera digital  1 Milik SKB Bantul 
 10 Tape recorder  5 Milik SKB Bantul 
 11 LCD  2 Milik SKB Bantul 
 12 Kamera biasa  1 Milik SKB Bantul 
 13 Pakaian pengantin  5 set Milik SKB Bantul 
 14 Sound System 1 Set Milik SKB Bantul  
15 Alat kursus memasak  50 set Milik SKB Bantul 
      Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 
Sasana prasarana yang ada di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY sebagian besar semua milik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Sarana dan prasarana yang ada di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
sangat bermanfaat untuk menunjang semua kegiatan yang meliputi 
progam pendidikan kejar paket A, B, dan C, PAUDNI, Pendidikan 
kewirausahaan tata boga, tata rias pengantin dan menjahit yang 
dilaksanakan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
j. Sasaran di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Sasaran pogam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY adalah sebagai berikut : 
1) Bidang pendidikan: Arah usia produktif, ibu-ibu yang tidak 
 memiliki pekerjaan. 
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2) bidang ekonomi: Warga yang kurang mampu dibidang ekonomi 
 dan bertempat tinggal di daerah SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY. 
k. Pendanaan Progam Pendidikan Kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY 
Awal pembentukan progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY diperoleh bantuan dari  P2PNFI Reg. II 
Semarang dan APBD. Dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 
progam-progam di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. Pengelolaan 
dana ini dilakukan secara bersama-sama oleh para Kepala SKB, 
Pendidik dan Pengelola progam di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY. Hal ini dilakukan agar dana dapat tepat guna. Besarnya dana 
yang diperoleh sebagai berikut: 
 Tabel 5. Pendanaan Progam Kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY 




























Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
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l. Progam di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY memiliki 6 (enam) progam 
kerja yang dijalankan yaitu pendidikan Kesetaraan (paket A, B, C), 
Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF). Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Life Skill, dan Progam 
Pendidikan Kewirausahaan. Progam yang masih diminati dan 
dibutuhkan oleh warga belajar dan masyarakat adalah progam 
pendidikan kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, dan progam 
pendidikan kewirausahaan di di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya progam 
pendidikan kewirausahaan di di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
dilatarbelakangi karena masih adanya masyarakat yang kurang akan 
pendidikan  non formal dalam bidang pendidikan kewirausahaan. 
Adanya progam pendidikan kewirausahaan harapannya dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan dapat membekali peserta didik 
keterampilan dan pengetahuan untuk dapat berwirausaha mandiri 
setelah mengkuti progam pembelajaran di di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY. Progam pendidikan kewirausahaan tersebut berupa 
progam  tata boga, tata rias pengantin, dan menjahit. Adanya progam 
pendidikan kewirausahaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat yang diinginkan. 
Progam pendidikan kewirausahaan diprakarsai oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan NonFormal, dan Informal, Departemen 
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Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Progam pendidikan 
kewirausahaan tersebut kemudian disampaikan ke lembaga-lembaga 
yang terkait dan mengurusi progam pendidikan non formal dan Ditjen 
PNFI memfasilitasi progam pendidikan kewirausahaan beranggapan 
bahwa progam pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat tentang kewirausahaan. Progam pendidikan 
kewirausahaan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang 
mampu serta masyarakat usia produktif tidak bekerja sehingga progam 
tersebut dapat dimanfaatkan menjadi tambahan mata pencaharian. 
Dirjen PNFI menerangkan bahwa progam pendidikan kewirausahaan 
pada hakikatnya berupaya meningkatkan kualitas Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dari setiap warga masyarakat. 
2. Implementasi Kebijakan Progam Pendidikan Kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY Terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, 
 dan Evaluasi. 
a. Persiapan Progam Pendidikan Kewirausahaan 
Progam Pendidikan Kewirausahaan disusun oleh pihak 
pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Progam Pendidikan Kewirausahaan ini disusun oleh SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY bekerja sama dengan mitra kerja, instansi yang 
terkait dengan pendidikan non formal, dan tokoh masyarakat. Progam 
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Pendidikan Kewirausahaan disusun sesuai dengan ketentuan dari 
pemerintah. 
Penyusunan progam Pendidikan Kewirausahaan dilakukan 
dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan bidang usaha 
dengan keadaan ekonomi yang kurang serta perkembangan dunia 
usaha menuntut memiliki keterampilan dan inovasi dalam 
menciptakan calon wirausahawan. Acuan dalam menyusun progam 
Pendidikan Kewirausahaan seperti keterangan yang diperoleh dari 
‘’DW’’ selaku Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten 
Bantul DIY, yaitu: 
Ada beberapa konsep dalam melakukan persiapan dalam 
merencanakan progam pendidikan kewirausahaan, yang Seperti 
analisis kondisi atau pendataan peserta didik, menentukan jenis 
kursus yang dibutuhkan, setelah itu menentukan waktu dan 
tempat pembelajaran, menentukan peserta didik.(08/04/2013) 
 
Disampaikan juga oleh Bapak “HD” sebagai pengelola di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY: 
Dalam persiapan merencanakan progam pendidikan 
kewirausahaan ada beberapa tahap yang dilakukan. Seperti 
analisis kondisi atau pendataan peserta didik, menentukan jenis 
kursus yang dibutuhkan, setelah itu menentukan waktu dan 
tempat pembelajaran, menentukan peserta didik sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan.(08/04/2013)  
  
Berdasarkan wawancara yang di atas disimpulkan bahwa dalam 
merencanakan progam Pendidikan Kewirausahaan melalui 4 tahap 
yang dapat dilakukan seperti analisis kondisi peserta didik, 
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menentukan jenis progam, menetukan waktu dan tempat, dan 
menentukan peserta didik. 
1) Analisis kondisi peserta didik 
Analisis kondisi peserta didik dilakukan dengan cara 
 koordinasi dengan aparat setempat, keluarga dan masyarakat, 
 peneliti memperoleh data bahwa pendataan dilakukan di (daerah 
 kelurahan SKB) yang dilakukan oleh pengelola dan pengurus. 
 Pendataan ini menyangkut identitas warga masyarakat, dan latar 
 belakang pendidikan, penghasilan/kondisi ekonomi. 
2) Penentuan progam 
Penentuan jenis progam disesuaikan dengan permasalahan 
 yang dihadapi di masyarakat sekitar berdasarakan data yang di 
 dapat selama pendataan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan 
 dalam pertimbangan menentukan progam yang akan dillakukan 
 dalam mempertimbangkan menentukan progam yang akan 
 dilakukan seperti, analisis sosial ekonomi, dan pendidikan yang 
 merujuk terhadap suatu kebutuhan jenis kursus yang sesuai dengan 
 di lapangan. 
Jenis progam kewirausahaan adalah hasil dari analisis atau 
 pendataan yang dilapangan kemudian diambil kesimpulan untuk 
 melakukan jenis progam pendidikan tata boga dikarenakan peserta 
 didik yang diperoleh dari lapangan adalah ibu-ibu. Alasan 
 mensepakati memilih jenis progam pendidikan tata boga adalah: 1) 
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 diminati dan cepat dterima di masyarakat; 2) tersedianya bahan-
 bahan yang mudah; 3) tersedianya pendidik progam pendidikan 
 tata boga; 4) mudah akan pemasaran. 
3) Penentuan waktu dan tempat pembelajaran 
Penentuan waktu harus menyesuaikan dengan waktu luang 
 pendidik dan peserta didik dalam mengikuti progam pendidikan 
 Kewirausahaan. Menentukan tempat harus disesuaikan jumlah 
 peserta didik dan adanya kesediaan tempat dalam pelaksanaan 
 proses pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan. 
4) Penentuan peserta didik 
Proses penentuan peserta didik disesuaikan dengan syarat 
 yang berlaku dari pemerintah dan kemudian dicari peserta didik 
 yang membutuhkan progam pendidikan yang bergerak di bidang 
 usaha. kriteria calon peserta didik pelaksanaan Progam Pendidikan 
 Kewirausahaan di wilayah kerja SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY adalah :  
a) Warga kecamatan Bantul, Desa Palbapang, Ringinharjo Bantul 
 Trirenggo, Sabdodadi  
b) Usia produktif 16-45 tahun 
c) Mempunyai niat sungguh untuk mengikuti progam pendidikan 
 kewirausahaan dengan mendatangani surat perjanjian 




 Tabel 6. Rencana Progam Pendidikan Kewirausahaan 
No Persiapan 
Deskripsi 
1 Analisis kondisi peserta didik a. Pendataan identitas warga masyarakat 
b. latar belakang pendidikan dan 
penghasilan/kondisi ekonomi 
2 Penentuan progam a. Tahapan dalam penentuan progam dapat 
dilakukan seperti analisis sosial ekonomi 
dan pendidikan sesuai kebutuhan di 
lapangan 
b. Kriteria dalam penentuan progam yaitu:  
1) Sesuai kebutuhan di masyarakat  
2) Diminati dan cepat diterima masyarakat 
3) Tersedianya fasilitas belajar yang 
memadai 
3 Penentuan waktu dan tempat 
pembelajaran 
a. Waktu pembelajaran menyesuaikan 
peserta didik 
b. Tempat pembelajaran yang disesuaikan 
dengan kesediaan tempat dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran 
c. Tempat pembelajaran disesuaikan 
dengan jumlah peserta didik  
4 Penentuan peserta didik Kriteria peserta didik di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY: 
a. Warga kecamatan Bantul yaitu pada 
Desa Palbapang, Ringinharjo Bantul, 
Trirenggo, Sabdodadi 
b. Usia produktif 16-45 
c. Mempunyai niat yang sungguh untuk 
mengikuti progam pendidikan 
kewirausahaan. 
d. Menyerahkan fotokopi KTP 
  Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Persiapan dalam merencanakan progam pendidikan 
kewirausahaan melalui 4 tahap yang dapat dilakukan yaitu: analisis 
kondisi peserta didik, penentuan jenis progam, penentuan waktu dan 
tempat, dan penentuan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis seperti 
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pada gambar tabel di atas bahwa 4 tahapan persiapan tersebut sama 
pentingnya dalam perencanaan progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. Bahwa dalam perencanaan 
progam tersebut tetap memperhatikan dari latar belakang pendidikan 
dan penghasilan/kondisi ekonomi pada peserta didik, maka dari itu 
tahapan penentuan progam yang dapat dilakukan seperti analisis sosial 
ekonomi peserta didik dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 
di lapangan.  
Penentuan waktu dan tempat belajar tersebut juga merupakan 
komponen yang dapat mendukung terlaksananya progam. Bahwa 
waktu pembelajarannya yang dapat menyesuaikan, dan disamping itu 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY tersebut juga sebagai penyedia 
tempat/fasilitas yang memadai untuk terlaksananya progam 
pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di wilayah kerja SKB 
yaitu: warga kecamatan Bantul, yaitu pada desa Palbapang, 
Ringinharjo Bantul, Trirenggo, dan Sabdodadi yang termasuk salah 
satu komponen dalam persiapan progam pendidikan kewirausahaan. 
b. Pelaksanaan Progam Pendidikan Kewirausahaan   
Pelakasanaan progam Pendidikan Kewirausahaan dilakukan tiga 
kali dalam satu minggu. Pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan, ada beberapa hal yaitu: tempat pembelajaran, waktu 
pelaksanaan. Karakteristik peserta didik, cara rekrutmen peserta didik 
apa saja yang harus dilaksanakan dan memilih pendidik dan cara 
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rekrutmen pendidik dan interaksi pendidik dengan peserta didik. 
Pemilihan materi yang digunakan. Fasilitas yang digunakan dalam 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan. Pembiayaan dalam 
kegiatan yang dilakukan, ada hambatan atau tidak. Metode 
pembelajaran yang akan dilakukan dalam progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY serta strategi 
pembelajaran yang dilakukan sehingga pelaksanaan progam 
pendidikan kewirausahaan berjalan baik. 
1) Tempat pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Tempat pelaksanaan pembelajaran progam pendidikan 
 kewirausahaan diselenggarakan di SKB Bantul kabupaten Bantul 
 DIY. 
2) Waktu pelaksanaan progam 
Progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
 bantul ini proses pelaksanaannya pada hari senin-rabu setiap 
 minggunya, yang pembelajarannya dimulai pada pukul 09.00- 
 11.00 wib. Pelaksanaan pembelajaran progam pendidikan 
 kewirausahaan dilaksanakan pada pagi hari menyesuaikan peserta 
 didik. 
3) Peserta didik 
a) Karakteristik peserta didik 
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Peserta didik pada progam pendidikan kewirausahaan ini 
merupakan warga masyarakat yang masih dalam usia produktif 
dan tidak memiliki pekerjaan. Sebagian besar peserta didik 
adalah ibu-ibu dan mendapat informasi bahwa jumlah peserta 
didik progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY  adalah 20 orang pada setiap progam 
yang diselenggarakan. Progam pendidikan kewirausahaan 
tersebut meliputi 3 progam yaitu: progam pendidikan tata 
boga, jahit, dan rias pengantin. 
b) Rekrutmen peserta didik 
Rekrutmen peserta didik progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY dengan cara sosialisasi 
kepada warga masyarakat yang masih usia produktif dan tidak 
bekerja di wilayah kerja SKB Bantul di Desa Palbapang, 
Ringinharjo, Bantul, Trirenggo, Sabdodadi dan kemudian 
mendata peserta didik yang akan mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan. 
Disampaikan oleh bapak ‘’HD’’ selaku pengelola SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY: 
Kami memberikan progam sesuai dengan sasaran 
yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa yang mengikuti 
progam pendidikan kewirausahaan ini adalah warga 
masyarakat yang masih usia produktif dan tidak bekerja 





Dijelaskan kembali oleh Ibu ‘’RS’’ selaku peserta didik 
progam pendidikan kewirausahaan : 
Dengan adanya progam pendidikan kewirausahaan 
ini kami sebagai peserta didik sangat terbantu karena kami 
bisa mencari tambahan penghasilan dari keterampilan 
yang didapat. (09/04/2013) 
 
Kesimpulannya bahwa rekrutmen peserta didik terlebih 
dahulu dilakukan pendataan kemudian disesuaikan dengan 
kebutuhan yang mereka dan cocok dengan syarat yang 
ditentukan oleh SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
4) Pendidik 
a) Karakteristik pendidik 
Pendidik progam pendidikan kewirausahaan adalah ada 
yang berasal dari SKB Bantul kabupaten Bantul DIY yang 
memiliki  kriteria minimal pendidikan sarjana atau diploma. 
Adapun  pendidik dari luar SKB Bantul yang memang 
berkompeten di  bidangnya dan mau bekerja sama dengan 
SKB Bantul untuk memberikan pembelajaran kepada peserta 
didik yang mengikuti progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
b) Rekrutmen pendidik 
Sebelum progam pendidikan kewirausahaan dilaksanakan 
di SKB Bantul Kabupaten Bantul yang harus dilakukan adalah 
merekrut pendidik guna mempelancar jalannya pelaksanaan 
progam pembelajaran. Perekrutan pendidik dilakukan dengan 
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memilih pendidik dari SKB Bantul dan adanya kerja sama 
dengan pihak LSK untuk mendatangkan tenaga ahli dibidang 
pendidikan khusus kewirausahaan seperti pada progam 
pendidikan tata boga, menjahit, dan rias pengantin. 
Seperti yang disampaikan Bapak “HD’’ selaku sebagai 
pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY : 
Kami merekruitmen pendidik progam pendidikan 
kewirausahaan ini memiliki pendidikan sarjana atau 
diploma dan memiliki keterampilan untuk progam 
pendidikan tata boga, jahit, dan tata rias pengantin. 
Pendidik tersebut dipilih dari pendidik SKB Bantul sendiri 
dan kami mendatangkan praktisi dari luar SKB yang 
berkerja sama dengan pihak SKB untuk memberikan 
pembelajaran pada progam pendidikan kewirausahaan’’. 
(09/04/2013) 
  
Ditegaskan kembali oleh Ibu ‘’SZ’’ selaku sebagai 
pendidik progam pendidikan kewirausahaan : 
Untuk progam pendidikan kewirausahaan ini saya 
selaku pendidik yang diprioritaskan dalam memberikan 
pembelajaran dan praktik-praktik kegiatan untuk progam 
pendidikan kewirausahaan. Kemudian tidak hanya saya 
pendidik untuk progam pendidikan kewirausahaan ini, 
kami juga mendatangkan pendidik dari luar SKB yang 
mau bekerja sama dengan kami untuk mengajar. 
(10/04/2013) 
 
Kesimpulannya bahwa rekrutmen pendidik diambil dari 
pihak SKB Bantul sendiri dan mendatangkan pendidik dari 
luar SKB juga yang bekerja sama dengan pihak SKB Bantul 





c) Interaksi peserta didik dengan pendidik 
Proses pembelajaran perlu adanya interaksi yang baik 
antara pendidik dengan peserta didik, agar proses pembelajaran 
berjalan lancar. Interaksi merupakan bentuk komunikasi yang 
dijalin dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, interaksi yang 
dijalin antara pendidik dengan peserta didik dapat dikatakan 
baik. Pendidik dalam menjelaskan tahap demi tahap materi 
yang dilakukan. Pendidik berkenan menjelaskan kembali 
materi jika peserta didik yang kurang jelas atau belum paham 
dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh pendidik, 
sehingga proses pembelajaran terjalin seperti kekeluargaan 
antara pendidik dengan peserta didik. 
Seperti yang disampaikan oleh Ibu ‘’SK’’ selaku sebagai 
pendidik progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY :  
Interaksi kami dengan peserta didik berjalan baik, 
sampai saat ini komunikasi kami juga masih baik, dalam 
proses pembelajaran juga dibentuk seperti teman jadi 
peserta didik tidak sungkan untuk bertanya dalam hal 
terkait dengan pembelajaran ataupun kami sering 
memberikan motivasi pada peserta didik kami. 
(10/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh ‘’DU’’ selaku sebagai pendidik 
progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY : 
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Interaksi pendidik dengan peserta didik baik dalam 
proses pembelajaran. Peserta didik memberikan respon 
yang baik dalam proses pembelajaran maupun diluar 
proses pembelajaran.(10/04/2013) 
 
Kesimpulannya bahwa interaksi pendidik dengan pendidik 
berjalan dengan baik dan sampai sekarang masih berjalan 
dengan baik dalam atau diluar pembelajaran di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY. 
d) Materi pembelajaran 
Persiapan yang dilakukan oleh pendidik setiap akan 
memberikan materi pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan yang meliputi progam pendidikan tata boga, 
jahit dan tata rias pengantin yaitu dengan menyiapkan segala 
sesuatu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, 
menyiapkan alat-alat, dan menyiapkan bahan-bahan dan 
menyiapkan modul pembelajaran yang akan digunakan untuk 
proses pembelajaran. Selain itu adanya swadanya dari peserta 
didik untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan sendiri. Hal 
tersebut dikarenakan sarana belajar dari pihak SKB Bantul 
dalam proses pembelajaran belum tercukupi. Penyedian modul 
sangat penting dalam setiap proses pembelajaran progam 
pendidikan kewirausahaan. Modul tersebut dijadikan panduan 
pendidik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Modul 
tersebut terdapat materi-materi baik teori maupun praktiknya. 
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Seperti yang disampaikan oleh bapak ‘’HD’’ selaku pengelola 
di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY: 
Materi dalam progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul yang meliputi progam pendidikan tata boga, 
jahit dan tata rias pengantin yaitu berupa teori dan praktik. 
Dalam proses pembelajarannya adalah 80% untuk praktik 
dan 20% untuk teori.(09/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh Ibu ‘’SZ’’ selaku sebagai 
pendidik progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY : 
Materi juga disampaikan pada pembelajaran progam 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul ini sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Dimana materi tersebut 
berupa teori dan praktik.(10/04/2013) 
  
Kesimpulannya bahwa proses pembelajaran pada progam 
pendidikan kewirausahaan menggunakan modul yang 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu berupa teori 
dan praktik pembelajaran. 
e) Fasilitas 
Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan suatu yang 
digunakan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran 
progam pendidikan kewirausahaan. Kesedian fasilitas yang 
lengkap dan memadai sangat penting dalam sebuah proses 
pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan. 
Fasilitas atau sarana prasarana dalam proses pembelajran 
progam pendidikan kewirausahaan diselenggarakan oleh SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY belum cukup terpenuhi untuk 
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kebutuhan pada progam tata rias pengantin. Seperti yang 
disampaikan oleh Ibu “DU’’ selaku pendidik progam 
pendidikan kewirausahaan : 
Dengan sarana yang cukup lengkap, meskipun pada 
progam pendidikan tata rias pengantin di SKB Bantul 
seperti penyedian model dan alat-alat seperti make up 
yang baru sedikit penyediaannya. Sehingga adanya 
swadanya untuk mempersiapkan sendiri. Disamping itu 
kami juga berupaya untuk dapat menyediakan alat-alat 
maupun bahan-bahanya. Hanya untuk model untuk rias 
penganti kami masih belum bisa menyediakannya. Realita 
dalam pelaksanaannya yaitu peserta didik harus 
menyediakan sendiri.(10/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh Bapak ‘’HD’’ selaku sebagai 
pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY : 
Sarana dan prasarana di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY untuk saat ini lengkap, hanya saja yang 
diberikan belum sepenuhnya mencukupi. Namun adanya 
swadaya dari peserta didik tersebut proses pembelajaran 
dapat berjalan dengan baik. Hanya untuk penyediaan 
model untuk progam tata rias kami tidak bisa 
menyediakan. Sehingga peserta didik harus membawa 
model sendiri dalam praktik pembelajarannya seperti 
membawa model dari saudara, teman, atau dari 
keluarganya sendiri.(09/04/2013) 
 
Kesimpulannya bahwa sarana dan prasarana atau fasilitas 
yang ada di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY cukup 
lengkap, hanya saja pada proses pelaksanaan untuk progam 
pendidikan tata rias pengantin pihak SKB belum bisa 
menyiapkan bahan dan model untuk praktiknya. Sehingga 




f) Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran progam pendidikan kewirauasahaan 
di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY yaitu dengan 
menggunakan metode caramah dan praktik. Metode ceramah 
untuk menyampaikan materi berupa teori. Dalam pembelajaran 
progam pendidikan kewirausahaan digunakan metode ceramah 
terlebih dahulu untuk menyampaikan materi pembelajaran. 
kemudian materi yang telah disampaikan tersebut dapat 
dipraktikkan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. 
Metode ceramah digunakan pendidik pada proses 
pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan karena 
metode ini bertujuan untuk penyampaian informasi dan 
penjelasan pada peserta didik. 
Setelah penyampaian materi dengan metode ceramah, 
pendidik memberikan demontrasi pada peserta didik untuk 
melakukan kegiatan yang sifatnya praktik, seperti menirukan 
hal yang sama sesuai dengan materi yang disampaikan pada 
saat proses pembelajaran yang berlangsung. Peserta didik akan 
lebih suka bila materi yang disampaikan langsung 
dipraktikkan. Cara seperti itu akan menambah semangat 
peserta didik untuk mengikuti pembelajaran progam 
pendidikan kewirausahaan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 
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‘’SK” selaku sebagai pendidik progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY :  
Metode yang tepat untuk peserta didik progam 
pendidikan kewirausahaan menurut saya menggunakan 
metode ceramah dan praktik. Proses pembelajaran tersebut 
akan lebih mudah dan bermanfaat jika materi tersebut 
disampaikan kemudian langsung dipraktikkan. 
(10/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh ibu ‘’SZ’’ selaku sebagai 
pendidik progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY :  
Dengan metode ceramah dan praktik akan lebih 
senang dan semangat mengikuti pembelajaran. Mereka 
peserta didik juga tidak merasa bosan dengan metode 
ceramah dan praktik yang kami berikan saat proses 
pembelajaran sedang berlangsung. (10/04/2013) 
 
Kesimpulannya bahwa metode pembelajaran yang 
digunakan dalam pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan adalah dengan menggunakan metode ceramah 
dan praktik. 
g) Strategi pembelajaran 
Proses pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan 
perlu adanya strategi pembelajaran agar dalam pelaksanaannya 
dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pembelajaran 
yang digunakan adalah strategi pembelajaran terpusat pada 
pendidik karena kegiatan dilakukan oleh pendidik, seperti yang 
disampaikan oleh Ibu ‘’SZ’’ selaku pendidik progam 
129 
 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY: 
Proses pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan terpusat pada pendidik dimana pendidik 
dari perencanaan, membuat modul, pelaksanaan, evaluasi 
pembelajaran dilakukan oleh pendidik progam pendidikan 
kewirausahaan. (10/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh ibu-ibu sebagai pendidik 
progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY: 
Dalam proses pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan ini perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
serta praktik dilakukan oleh pendidik dari SKB Bantul. 
(10/04/2013) 
 
Kesimpulannya adalah bahwa strategi pembelajaran pada 
progam pendidikan kewirausahaan terpusat pada pendidik, 
sehingga pendidik menjadi kunci keberhasilan bagi peserta 
didik yang mengikuti pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan yang meliputi progam pendidikan tata boga, 










     Tabel 7. Pelaksanaan Progam Pendidikan Kewirausahaan 
No Pelaksanaan progam Deskripsi 
1 
Tempat pembelajaran 
Tempat pelaksanaan pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan diselenggarakan di SKB Bantul 




Waktu pelaksanaan progam pendidikan kewrausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY: Dilaksanakan 3 hari 
yaitu senin-rabu pada setiap minggunya. Dimulai pada 
pukul 09-11.00 wib. 
3 
Karakteristik pendidik 
Karakteristik pendidik berasal dari SKB Bantul 
Kabupaten bantul DIY yang memiliki kriteria minimal 
sarjana atau diploma yang memiliki keahlian dan 
keterampilan di bidang kewirausahaan 
4 
Rekrutmen pendidik 
SKB Bantul Kabupaten bantul DIY bekerja sama dengan 
pihak LSK mendatangkan tenaga ahli di bidang 
kewirausahaan. 
5 
Interaksi peserta didik 
dengan pendidik 
Interaksi peserta didik dengan pendidik berjalan lancar 




Materi pembelajaran dengan menggunakan modul yang 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yaitu berupa 




Fasilitas pembelajaran di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY cukup lengkap. Namun untuk progam pendidikan 
tata rias pengantin pihak SKB belum bisa menyiapkan 
bahan dan model untuk praktiknya. Sehingga peserta 
didik berswadaya mempersiapkan masing-masing. 
8 
Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 




Strategi pembelajaran pada progam pendidikan 
kewirausahaan terpusat pada pendidik, sehingga 
pendidik menjadi kunci keberhasilan pembelajaran bagi 
peserta didiknya, 




Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
DIY ada beberapa hal yaitu: tempat pembelajaran, waktu pelaksanaan, 
karakteristik pendidik, rekrutmen pendidik, interaksi peserta didik 
dengan pendidik, materi pembelajaran, fasilitas, metode pembelajaran, 
strategi pembelajaran. Komponen pelaksanaan progam tersebut sama 
pentingnya untuk mendukung terlaksananya progam serta 
keberhasilan proses pembelajaran pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY. Adanya komponen pelaksanaan 
progam tersebut yang meliputi kegiatan pengorganisasian dari 
pelaksana sehingga dapat menghasilkan metode atau cara bertindak, 
interprestasi berhubungan dengan rencana-rencana progam, dan 
aplikasi berhubungan dengan perlengkapan agar tujuan progam dapat 
tercapai. 
c. Evaluasi progam pendidikan kewirausahaan 
Tahap evaluasi pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan 
hanya melibatkan pendidik dan pengelola SKB. Evaluasi yang 
dilakukan setiap akhir pembelajaran pendidik biasanya menanyakan 
kembali materi yang telah disampaikan. Proses evaluasi pendidik akan 
tahu bagaimana materi tersebut dapat diterima atau tidak dengan 
melibatkan peserta didik dalam praktik pada waktu proses 
pembelajaran yang berlangsung. 
Sistem evaluasi yang dilakukan pendidik yaitu meliputi 
penilaian pelaksanaan pembelajaran setelah selesai pembelajaran 
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progam pendidikan kewirausahaan. Evaluasi pembelajaran progam 
pendidikan kewirausahaan dilakukan melalui :  
1) Ujian lokal 
Ujian lokal yang dilakukan oleh pendidik adalah memberikan 
 pertanyaan-pertanyaan berupa teori dan praktik kepada peserta 
 didik setiap selesai menyampaikan materi pembelajaran agar 
 peserta didik selalu ingat dan lebih mengerti akan praktik yang 
 telah disampaikan. 
2) Ujian nasional 
Selain ujian lokal yang berupa ujian praktik, evaluasi progam 
 pendidikan kewirausahaan dilakukan melalui ujian nasional yang 
 berupa teori dan praktik pada masing-masing peserta didik yang 
 terbagi 3 tingkatan yaitu: tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat 
 mahir. Adapun persyaratan untuk mengikuti ujian tersebut yaitu: 
a) Ujian dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang 
 telah ditentukan di setiap tempat yang sudah memenuhi 




a. Warga Negara Indonesia 
b. Warga Negara asing dengan persetujuan Kepala  Kantor 




a.  Mendaftarkan diri pada Panitia Koordinasi setempat 
 dengan memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah 
 ditetapkan, termasuk menyerahkan salinan/fotokopi 
 ijazah yang diperoleh sebelumnya. 
b. Untuk mengikuti tingkat terampil harus memiliki ijazah 
 nasional tingkat dasar; untuk mengikuti tingkat mahir 
 harus memiliki ijasah nasional tingkat terampil. 
c. Peserta yang mengikuti ketiga tingkat dalam satu periode 
 dan ternyata lulus, hanya untuk tingkat mahir, tetapi 
 tidak lulus untuk tingkat dasar dan atau terampil, maka 
 ijazah tingkat mahir tidak akan diserahkan sebelum 
 ijazah tingkat dasar dan atau tingkat terampil 
 diperolehnya, demikian pula hal yang serupa berlaku 
 untuk ijazah terampil. 
Seperti yang disampaikan oleh Bapak “HD’’ selaku sebagai 
pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY : 
Setiap selesai satu materi pembelajaran, selalu ada 
pertanyaan baik lisan maupun tertulis yang diberikan kepada 
peserta didik baik itu pada saat pelaksanaan ujian lokal ataupun 
ujian nasional yang diselenggarakan oleh pihak SKB Bantul dan 
untuk ujian nasional yang secara serentak dilaksanakan dengan 
bekerja sama dengan lembaga sertifikasi khusus (LSK) untuk 
progam pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut merupakan 




Disampaikan kembali oleh Ibu ‘’SZ’’ selaku sebagai pendidik 
progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY : 
Evaluasi biasanya saya berikan adalah evaluasi yang 
berbentuk ujian lokal yaitu berupa ujian praktik yang diberikan 
kepada peserta didik dari semua progam pendidikan 
kewirausahaan seperti pada progam pendidikan tata boga, jahit 
dan progam pendidikan tata rias pengantin.(10/04/2013) 
 
Keterangan serupa yang disampaikan oleh Ibu ‘’MT’’ selaku 
peserta didik progam pendidikan kewirausahaan sebagai berikut : 
Setelah selesai pembelajaran pertanyaan selalu ada baik 
tentang materi berupa teori dan praktik yang sebelumnya 
diberikan kepada kami. Setelah semua materi selesai pihak SKB 
Bantul juga mengadakan ujian lokal yang berupa ujian praktik 
dan berkerja sama dengan LSK untuk mengadakan ujian 
kompetensi. (10/04/2013) 
 
Kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY dengan dua cara yaitu dengan evaluasi ujian 
lokal dan ujian nasional yang berupa teori dan praktik. Proses evaluasi 
tersebut bermanfaat agar pendidik dapat mengetahui apakah materi 










 Tabel 8. Evaluasi Progam Pendidikan Kewirausahaan 





a. Pendidik memberikan kesempatan bertanya 
untuk para peseta didiknya setiap selesai 
menyampaikan materi pembelajaran.  
b. SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
mengadakan ujian yang berupa teori dan 






a. SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY bekerja 
sama dengan pihak lembaga sertifikasi 
khusus (LSK) sebagai tempat untuk 
pelaksanaan ujian nasional yang berupa teori 
dan praktik. Ujian tersebut terbagi menjadi 3 
tingkatan yaitu:  
1) Tingkat dasar 
2) Tingkat terampil 
3) Tingkat mahir 
  Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Evaluasi progam pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan 
oleh pihak SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY adalah berupa materi 
pembelajaran yang berupa teori dan praktik. Evaluasi progam 
pendidikan kewirausahaan juga dilakukan melalui penilaian 
pelaksanaan pada proses pembelajaran. Yaitu dengan melalui ujian 
yang diadakan oleh pihak SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY yang 
berkerja sama dengan pihak lembaga sertifikasi khusus (LSK) dimana 
ujian tersebut dilaksanakan melalui 3 tingkatan yaitu: tingkat dasar, 




Dari tabel evaluasi progam di atas dapat memberikan pengertian 
bahwa evaluasi dilaksanakan untuk dapat mengendalikan progam 
sehingga hambatan maupun kendala yang mungkin terjadi dalam 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY dapat dikendalikan dan dijadikan sebagai 
bahan evaluasi agar tujuan progam dapat tercapai. 
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Progam Pendidikan 
 Kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
a. Faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY 
Pada pelaksanaan pembelajaran progam pendidikan 
kewirausahaan yang diselenggarakan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-
faktor tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya 
kegiatan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY. Faktor pendukung dalam pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan adalah: (a) adanya motivasi untuk berwirausaha dari 
masyarakat SKB Bantul untuk iku aktif dalam kegiatan progam 
pendidikan kewirausahaan, motivasi dari masyarakat ini sangat penting 
bagi kelancaran pelaksanaan progam kewirausahaan yang 
diselenggarakan oleh SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY; (b) keaktifan 
pengelola dan pengurus SKB Bantul Kabupaten Bantul dalam 
menggalakkan progam kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
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Bantul yang dapat membantu membekali keterampilan untuk warga 
sekitar; (c) semangat para peserta didik untuk mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan, semagat yang mereka miliki sangat 
membantu pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan agar 
berjalan dengan baik; (d) pemberian materi dari narasumber yang baik, 
karena sangat membantu dalam terlaksananya pembelajaran progam 
pendidikan kewirausahaan. 
b. Faktor Penghambat Progam Pendidikan Kewirausahaan SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul 
Disamping ada faktor pendukung suatu pelaksanaan progam 
pendidikan, ternyata masih ada faktor penghambat jalannya 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang 
menjadi faktor penghamnbat dalam pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan adalah sebagai berikut masih kurangnya fasilitas yang 
diberikan dalam kegiatan belajar untuk progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY, seperti 
kurangnya alat-alat dan bahan pada progam pendidikan tata rias yang 
perlu digunakan. 
4. Perubahan Perilaku Kewirausahaan pada Alumni SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY 
Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di SKB dapat 
memberikan manfaat bagi peserta didik yaitu untuk memberikan bekal 
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pengetahuan dan keterampilan. Bekal pengetahuan dan keterampilan 
tersebut dapat membentuk perilaku wirausaha digunakan untuk dapat 
hidup mandiri dengan mendirikan suatu usaha. Seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu “LS” selaku sebagai alumni progam pendidikan tata boga di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY : 
Dengan adanya progam pendidikan kewirausahaan yang 
diselenggarakan di SKB Bantul saya sebagai peserta didik yang 
pernah mengikuti proses pembelajaran tersebut sangat bermanfaat dan 
membantu untuk kami bisa mencari tambahan penghasilan dari usaha 
catering yang sudah saya kelola ini. Bahwa tanpa adanya pelatihan 
kami tidak akan mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta 
kepercayaan diri untuk mendirikan suatu usaha. Dalam pengelolaan 
usaha ini kami tetap mengutamakan konsumen sehingga kami 
mendapatkan kepercayaan oleh para konsumen kami terkait dengan 
pelayanan, kualitas produk, harga dan pemasarannya. Dan kami 
percaya bahwa dengan hal tersebut adalah merupakan suatu strategi 
dalam berwirausaha untuk mendapatkan kepercayaan konsumen 
ataupun untuk mempertahankan konsumen kami.(16/04/2013) 
 
Disampaikan kembali oleh Ibu “MT” selaku sebagai alumnus 
progam pendidikan Tata Rias Pengantin di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY: 
Progam pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan di 
SKB Bantul tersebut bagi kami sangat bermanfaat mas, dari pelatihan 
tersebut kami mendapatkan suatu keterampilan yang saya gunakan 
untuk dapat membuka usaha sendiri seperti mendirikan salon tata rias 
ini. Sudah tentu dalam mendirikan usaha ini kami mengutamakan 
kejujuran dan pelayanan yang baik, mulai dari tempat, peralatan rias 
kami yang cukup lengkap, hasil tata rias yang baik dan berkualitas 
untuk para konsumen kami agar tetap percaya kepada pelayanan yang 
kami berikan. Sudah cukup banyak permintaan dari masyarakat untuk 
memakai jasa tata rias yang kami berikan. Hal tersebut juga 
merupakan strategi kami untuk mengembangkan usaha tata rias yang 
saya dirikan ini. Dengan usaha salon yang saya dirikan ini juga sudah 
dapat meningkatkan penghasilan untuk keluarga kami mas, yang 




Disampaikan kembali oleh Ibu “RM” selaku sebagai alumnus 
progam pendidikan menjahit di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY: 
Progam pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan di 
SKB Bantul tersebut menurut saya sangat memberikan banyak 
manfaat ya mas, cukup lengkap pendidikan pelatihan yang diberikan 
seperti pendidikan tata rias pengantin, tata boga dan menjahit yang 
diselenggarakan di SKB Bantul. Saya sebagai alumni dari SKB Bantul 
yang memang telah mengikuti progam pendidikan/pelatihan menjahit 
yang telah diselenggarakan. Tujuan saya mengikuti progam tersebut 
adalah untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang saya 
gunakan untuk hidup mandiri dengan mendirikan usaha sendiri, dan 
allhamdulillah kini saya sudah dapat mendirikan usaha konveksi dan 
jahit di rumah kami. Dari hasil kualitas menjahit maupun biaya yang 
terjangkau dan alat-alat jahit yang cukup lengkap serta proses 
pengerjaannya yang cepat adalah merupakan pelayanan yang memang 
kami berikan kepada masyarakat yang memang ingin memakai jasa 
jahit kami mas. Jadi kini saya sudah mendapatkan kepercayaan untuk 
memenuhi permintaan dari masyarakat tersebut. hal tersebut juga 
merupakan strategi pengembangan dalam mendirikan usaha jahit ini. 
Bahwa pelayanan yang optimal dalam usaha yang kami dirikan juga 
akan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen kami untuk tetap 
memakai jasa kami.(17/04/2013) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul dapat 
memberikan manfaat seperti bekal keterampilan dan pengetahuan yang 
digunakan untuk mendirikan suatu usaha mandiri. Dari manfaat 
pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul dapat 
membentuk suatu perilaku wirausaha pada peserta didik yang digunakan 
untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilannya dengan 
berwirausaha mandiri. Untuk mengetahui kriteria perubahan perilaku 




 Tabel 9. Perubahan Perilaku Kewirausahaan pada Alumni SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Aspek Perilaku Kewirausahaan 
Sosial a. Dapat mendirikan usaha 
b. Mempraktikkan pengetahuan dan keterampilannya 
c. Kemandirian 
d. Terampil dalam pengelolaan usaha meliputi: 
1) Strategi pengembangan usaha 
2) Strategi pemasaran produk 
3) Pelayanan yang baik dan berkualitas 
 
Ekonomi a. Peningkatan penghasilan yang didapatkan dari usaha yang 
didirikan 
b. Kebutuhan hidup yang tercukupi 
 
Budaya a. Mendapatkan kepercayaan dari konsumen 
b. Percaya diri 
c. Kejujuran dalam berwirausaha 
  Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 Dari gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan 
perilaku kewirausahaan dapat diketahui dari perubahan sosial, ekonomi 
dan budaya alumnus SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. Perilaku 
kewirausahaan yang ada pada dalam diri alumnus tersebut telah 
menunjukkan bahwa adanya perubahan yang dialami setelah mendapatkan 
bekal pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti proses 
pembelajaran di  bidang pendidikan kewirausahaan.  Deskripsi tentang 
perubahan perilaku pada alumnus tersebut juga merupakan perilaku yang 
memang dimiliki oleh seorang wirausahawan. 
141 
 
 Menurut Kasmir, S.E, M.M, (2006:24) bahwa dalam berwirausaha 
mandiri, secara umum diatur dalam etika atau norma kewirausahaan yang 
ada dalam perilaku seorang wirausaha yaitu adanya potensi untuk 
dikembangkan sehingga menghasilkan suatu prestasi. Selain itu mereka 
mampu menolong dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan dalam 
kehidupannya tanpa suka bergantung pada orang lain. Disamping itu 
mereka juga senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dalam 
situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Adapun ciri-ciri perilaku seorang 
wirausaha tersebut yaitu: berfikir kreatif dan inovatif, kejujuran, 
bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, komitmen, dan 
menghormati, mengejar prestasi.  
Tujuan norma dan etika kewirausahaan tersebut adalah untuk 
persahabatan dan pergaulan yang dapat meningkatkan keakraban dengan 
karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, 
menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan 
pelanggan, membina, dan menjaga hubungan dalam berwirausaha. 
B. Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Progam Pendidikan Kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY Terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, 
 dan Evaluasi 
a. Persiapan Progam Pendidikan Kewirausahaan 
Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan seperti tujuan 
dari pendidikan luar sekolah yang ditetapkan oleh peraturan 
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pemerintah NO.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah, pasal 
2 ayat 1 yaitu: “melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan 
berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat berguna 
meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya (Sihombing, 
2001:89). SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY mengawali dengan 
persiapan yang meliputi analisis lapangan, jenis progam pendidikan, 
waktu pelaksanaan, tempat, pelaksanaan, dan peserta didik. Progam 
pendidikan kewirausahaan dirancang berdasarkan pada keterlibatan 
dan kerjasama semua pihak baik internal maupun eksternal SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY. Progam pendidikan kewirausahaan 
yang dirancang SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY terlebih dahulu 
diajukan kepada pemerintah pusat dan di tingkat pusat rencana 
progam pendidikan kewirausahaan dinilai, dipilih dan ditetapkan 
setelah mempertimbangkan rencana kegiatan yang dibuat SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY dengan tujuan yang diharap mensejahterakan 
masyarakat dan membekali keahlian atau keterampilan masyarakat di 
sekitar SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Persiapan progam pendidikan kewirausahaan dilakukan melalui 
tahap-tahap pencarian data masyarakat yang kurang mampu dan tidak 
memiliki pekerjaan pada usia produktif. pengrekrutan peserta didik 
progam pendidikan kewirausahaan melalui ajakan langsung dari 
pengelola progam pendidikan kewirausahaan. 
143 
 
Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melalui hasil 
musyawarah antara pengelola dan masyarakat. Dan hasil menjadi 
pelaksanaan progam yaitu: jenis progam pendidikan, waktu dan 
tempat pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan. 
b. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan 
Pelaksanaan kebijakan progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY telah sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan oleh pihak SKB yaitu dalam pelaksanaan progam 
pendidikan kewirausahaan, ada beberapa hal yaitu: tempat 
pembelajaran, waktu pelaksanaan, karakteristik peserta didik, cara 
rekrutmen peserta didik apa saja yang harus dilaksanakan dan memilih 
pendidik dan cara rekrutmen pendidik dan interaksi pendidik dengan 
peserta didik, pemilihan materi yang digunakan, fasilitas yang 
digunakan dalam pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan. 
Pembiayaan dalam kegiatan yang dilakukan, ada hambatan atau tidak, 
metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses 
pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang dilakukan sehingga 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan berjalan baik. 
Adapun faktor lain yang mempengaruhi dalam proses 
pelaksanaannya. Indikator proses pelaksanaan pembelajaran akan 
dibahas berikut ini: 
1) Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan secara teknis 
 operasional progam pendidikan diselenggarakan masyarakat yang 
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 mendasari progam pembelajarannya atas kebutuhan dan keinginan 
 masyarakat dan pasar  tenaga kerja, atau sering disebut dengan 
 permintaan masyarakat. SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY sudah 
 sesuai dengan kaidah yang ada dalam persiapan yang dilakukan 
 untuk menyusun rangkaian kegiatan  guna mencapai tujuan yang 
 telah ditetapkan sebelumnya. 
2) Tempat belajar atau tempat pembelajaran adalah tempat dimana 
 dimungkinkan terjadi proses pembelajaran. Progam pendidikan 
 kewirausahaan tempat pembelajaran diselenggarakan di SKB 
 Bantul  Kabupaten Bantul DIY yang merupakan tempat strategis 
 apabila dilihat  dari alamat peserta pelatihan dengan tempat 
 penyelenggaraan progam pendidikan kewirausahaan. 
3) Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses 
 belajar  untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan 
 keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu 
 yang singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik 
 dari pada teori. Sesuai dengan nama progam yaitu progam 
 pendidikan kewirausahaan, maka waktu pembelajaran 
 dilaksanakan pada setiap hari senin-rabu pada setiap 
 bulannya. 
4) Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan harus ada peserta 
 didik yang sesuai dengan karakteristik dan rekruitmen peserta 
 progam pendidikan kewirausahaan dalam menciptakan peluang 
145 
 
 usaha melalui progam pendidikan kewirausahaan seperti pada 
 progam pendidikan tata rias pengantin, jahit dan tata boga 
 dilakukan oleh pengelola dan pengurus di SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY yang memang mempunyai keinginan dan minat yang 
 tinggi untuk mengkuti pogam pendidikan kewirausahaan ini. 
5) Unsur-unsur progam pendidikan kewirausahaan pendidik 
 memegang peranan yang sangat penting terhadap kelancaran dan 
 keberhasilan progam pendidikan kewirausahaan. Pendidik adalah 
 tokoh masyarakat yang mampu dan mau membina, membimbing, 
 mengarahkan, dan mengorganisir progam pembelajaran. Dipilihnya 
 pendidik yang ahli yang berkualitas professional. Beberapa syarat 
 sebagai pertimbangan: 
a) Telah dipersiapkan secara khusus sebagai pendidik yang ahli 
 dalam bidang spesialis tertentu. 
b) Memiliki kepribadian yang baik yang dapat menunjang 
 pekerjaan  sebagai pendidik. 
c) Pendidik harus berpendidikan minimal D3. 
 Berdasarkan yang dilakukan SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY ketentuan dalam progam pendidikan kewirausahaan. 
 Pendidik dari SKB atapun dari tenaga ahli lokal yang mau 
 bekerja sama untuk memberikan pengetahuan dan 




6) Interaksi merupakan bentuk komunikasi dan kerjasama yang 
 dijalin  dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dari 
 wawancara yang dilakukan peneliti, interaksi yang dijalin oleh 
 pendidik dan peseta didik cukup baik seperti kekeluargaan sampai 
 progam pendidikan kewirausahaan selesai. 
7) Peran materi sangat penting dalam setiap progam pendidikan 
 kewirausahaan maupun progam-progam lainnya. Materi tersebut 
 akan dijadikan pedoman bagi pendidik dalam menyampaikan 
 materi progam sehingga progam pendidikan kewirausahaan 
 tersebut akan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
8) Sarana dan Prasarana atau fasilitas yang disediakan oleh pihak 
 SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY juga terbatas tidak setiap 
 peserta didik memperoleh. Pihak SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
 SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY dibentuk dengan tujuan 
 membelajarkan peserta didik agar memiliki keterampilan, 
 pengetahuan dan sikap dengan melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu 
 melayani, membina dan memenuhi kebutuhan peserta didik pada 
 intinya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). 
 Seharusnya pihak SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY lebih kreatif 
 mencari tambahan dan untuk menyediakan sarana dan 
 prasarana yang mendukung akan menunjang keberhasilan progam 
 pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan di SKB Bantul 
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 Kabupaten Bantul DIY. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam 
 sebuah progam pendidikan kewirausahaan sangat penting. 
9) Pembiayaan progam pendidikan kewirausahaan bersumber 
 dari  P2PNFI  Reg. II Semarang. 
10) Metode pembelajaran dapat disimpulkan bahwa metode 
 pembelajaran  yang digunakan dalam progam pendidikan 
 kewirausahaan ini adalah dengan metode ceramah dan praktik. 
11) Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi 
 pembelajaran  yang berpusat pada pendidik dimana proses 
 pembelajaran terpusat pada pendidik dengan pemberian teori dan 
 praktik. 
c. Evaluasi Progam Pendidikan Kewirausahaan 
Evaluasi yaitu dilakukan setiap satu pertemuan atau 
pembelajaran dari progam pendidikan kewirausahaan telah selesai. 
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui peserta didik dapat 
menerima materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara 
pendidik dapat menilai materi yang disampaikan sudah dapat diterima 
oleh peserta didik dengan mengevaluasi. Evaluasi yang digunakan 
dalam progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY ini adalah melalui ujian lokal dan ujian nasional yang 
berupa teori dan praktik pembelajaran. 
Evaluasi progam tersebut dapat memberikan pengertian bahwa 
evaluasi dilaksanakan untuk bagaimana kita mengendalikan progam 
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sehingga hambatan maupun kendala yang mungkin terjadi dalam 
pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY dapat dikendalikan dan dijadikan sebagai 
bahan evaluasi agar tujuan progam dan keberhasilan progam dapat 
tercapai. Bahwa tujuan dan keberhasilan progam tersebut adalah dapat 
memberikan progam pendidikan yang baik dan berkualitas.  
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Progam Pendidikan 
 Kewirausahaan Di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan dalam 
menciptakan peluang usaha melalui pendidikan kewirausahaan tata rias 
pengantin, tata boga dan jahit pasti terdapat faktor pendukung dalam 
pelaksanaanya. Fakor pendukung tersebut akan berpengaruh terhadap 
berlangsungnya kegiatan progam pendidikan kewirausahaan. Berdasarkan 
hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola dan pendidik di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY, yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di 









 Tabel 10. Faktor Pendukung dan Penghambat Progam Pendidikan 
 Kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Faktor pendukung progam Faktor penghambat progam 
1. Adanya motivasi berwirausaha dari 
masyarakat 
1. Tidak adanya permodalan bagi para 
alumni untuk membuka usaha 
 
2. Keaktifan pengelola dan pengurus SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY dalam 
menggalakkan progam pendidikan 
kewirausahaan 
 
2. Kurangnya fasilitas yang diberikan pada 
peserta didik seperti kekurangan alat-alat 
dan bahan yang digunakan dalam proses 
pembelajaran progam tata rias pengantin 
 
3. Pemberian materi dari narasumber dengan 
baik 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
mengikuti progam pendidikan 
kewirausahaan  
  Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
3. Perubahan Perilaku Kewirausahaan pada Alumni SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY 
 Perilaku kewirausahaan adalah merupakan kesatuan sifat seseorang 
yang terbentuk karena kebiasaan sehari-hari. Perilaku kewirausahaan 
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor itu adalah hak 
kepemilikan, kemampuan/kompetensi, dan insentif, sedangkan faktor 
eksternalnya meliputi lingkungan. Dengan demikian perilaku dapat 
dirubah oleh diri sendiri dan atau oleh adanya tekanan/pengaruh 
lingkungan. Adanya pengaruh dari dalam diri sendiri dan dari luar 
lingkungan bergaul maka tumbuhlah perilaku individu yang spesifik. 
Bedasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan bahwa 
progam pendidikan kewirausahaan dapat memberikan bekal pengetahuan 
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dan keterampilan. Sehingga dari bekal pengetahuan dan keterampilan 
tersebut dapat membentuk perilaku kewirausahaan yang dimiliki alumnus 
untuk dapat mandiri dengan mendirikan usaha sesuai dengan profesinya 
yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan 
pendapatan sehari-hari yang semula mereka belum dapat memenuhi 
kebutuhan sehari hari dan keterbatasan pendapatan.  
Pendapatan alumni sebelum dan sesudah mengikuti proses 
pembelajaran pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
DIY: 
 Tabel 11. Kondisi Ekonomi Alumni Progam Pendidikan 




Tata boga Rp. 20.000/hari Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari 
Tata rias pengantin Rp. 10.000/hari Rp. 20.000 – Rp. 30.000/hari 
Menjahit Rp. 20.000/hari Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari 
  Sumber : Data Primer SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Pendapatan alumni dari progam pendidikan tata boga yang 
diperoleh sebelum mendirikan usaha catering yaitu Rp. 20.000/hari dan 
setelah mereka dapat mendirikan usaha catering terdapat peningkatan 
penghasilan sebesar Rp. 30.000 - Rp. 50.000/hari. 
Pendapatan alumni dari progam pendidikan tara rias pengantin 
yang semula hanya Rp. 10.000/hari, dan saat ini mereka dapat 
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meningkatkan penghasilan dari Rp. 20.000 - Rp. 30.000/hari setelah 
mendirikan usaha salon tata rias pengantin. 
Pendapatan alumni dari progam pendidikan menjahit yang semula 
hanya Rp. 20.000/hari, dan saat ini mereka dapat meningkatkan 
penghasilan dari Rp. 30.000 - Rp. 50.000/hari setelah mendirikan usaha 
konveksi dan jahit. 
Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan progam pendidikan 
kewirausahaan dapat memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan 
yang dapat digunakan dalam mendirikan suatu usaha sehingga dari usaha 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan bagi para 
alumnus progam kewirausahaan. Karena dalam progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY para peserta didik 
telah diajarkan untuk dapat membuka peluang usaha dengan pemberian 
keterampilan dan pengetahuan di bidang tata rias pengantin, tata boga dan 










4. Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan dalam 
 Perspektif Teori 
Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. Komponen pelaksanaan progam tersebut sama pentingnya untuk 
mendukung terlaksananya progam serta keberhasilan proses pembelajaran 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. Adanya 
komponen pelaksanaan progam tersebut yang meliputi kegiatan 
pengorganisasian dari pelaksana sehingga dapat menghasilkan metode atau 
cara bertindak, interprestasi berhubungan dengan rencana-rencana progam, 
dan aplikasinya berhubungan dengan perlengkapan agar tujuan progam 
dapat tercapai. Proses implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan 
di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY jika di analisis secara teoritis dapat 
digambarkan sebagai berikut: (H.AR tilaar & Riant Nugroho, 2008:186) 







Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi 
kebijakan pendidikan kewirausahaan berawal dari agenda kebijakan 
pendidikan non formal (PNF) yang bersumber dari berbagai permasalahan 













DIY. Formulasi kebijakan pendidikan nonformal yang berdasarkan 
prosesnya diawali dengan analisis kondisi peserta didik, penentuan 
progam, penentuan waktu dan tempat pembelajaran, penentuan peserta 
didik dan pelaksanaanya berupa tempat pembelajaran, waktu pelaksanaan, 
karateristik pendidik, rekruitmen pendidik, interaksi peserta didik dengan 
pendidik, materi pembelajaran, fasilitas, metode pembelajaran, strategi 
pembelajaran. 
Formulasi kebijakan pendidikan kewirausahaan, merupakan bentuk 
adaptasi yang dilakukan oleh SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY sesuai 
dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaanya kebijakan 
pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai oleh SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. Hal tersebut dapat 
dinilai dari proses evaluasi yang menjadi kebijakan SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY untuk menilai keberhasilan progam. Dari analisis 
teoritis dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan pendidikan 
kewirausahaan dapat berlagsung dengan baik jika didasarkan pada prinsip-





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah dapat disimpulkan: 
1. Proses implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan meliputi 3 
 aspek yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap dalam persiapan 
 yaitu analisis kondisi dan pendataan peserta didik, menentukan jenis 
 kursus, menentukan waktu dan tempat, dan menentukan peserta didik; 
 tahap pelaksanaan meliputi: tempat pembelajaran di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, waktu pelaksanaan, 
 karakteristik pendidik, rekrutmen pendidik dari SKB bantul Kabupaten 
 Bantul DIY dan bekerja sama dengan tenaga ahli lokal dalam bidang 
 pendidikan kewirausahaan, interaksi peserta didik dan pendidik berjalan 
 baik, materi pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan 
 modul, fasilitas tidak sesuai harapan karena fasilitas yang diberikan belum 
 cukup terpenuhi pada satu progam tata rias pengantin sehingga dalam 
 melaksanakan praktek pembelajaran progam kurang efektif, metode yang 
 digunakan adalah metode ceramah dan praktik, dan strategi yang 
 digunakan berpusat pada pendidik; evaluasi progam pendidikan 
 kewirausahaan berupa ujian lokal dan ujian nasional yang berupa teori dan 
 praktik pembelajaran; 
2. Perubahan perilaku alumni progam kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY:  
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Adanya sikap dan perilaku kewirausahaan yang dimiliki pada para 
 alumnus setelah mengikuti progam pendidikan kewirausahaan yang 
 meliputi progam pendidikan tata rias pengantin, tata boga dan menjahit 
 yang di selenggarakan SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY mendapatkan 
 keuntungan secara sosial, ekonomi dan budaya bahwa dalam berwirausaha 
 mandiri, secara umum diatur dalam etika dan norma kewirausahaan yang 
 ada dalam perilaku seorang wirausaha yaitu: kejujuran, bertanggung 
 jawab, menepati janji, disiplin taat hukum, komitmen dan menghormati, 
 mengejar prestasi. adapun tujuan norma dan etika kewirausahaan tersebut 
 adalah untuk memperluas relasi/hubungan dengan masyarakat yang dapat 
 meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak-pihak 
 lain yang berkepentingan, menyenangkan orang lain, membujuk 
 pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina, dan menjaga hubungan 
 dalam berwirausaha. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa progam pendidikan 
 kewirausahaan  di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY memberi manfaat 
 bagi peserta didik maupun alumnus setelah mengkuti progam pendidikan 
 kewirausahaan untuk membuka peluang usaha dan dapat membentuk sikap 
 dan berperilaku sebagai seorang wirausaha. 
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan 
 peserta didik yang diselenggarakan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 yaitu adanya motivasi peseta didik untuk dapat berwirausaha, keaktifan 
 pengelola dalam penyelenggaraan, semangat peserta didik, dan adanya 
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 pemberian narasumber yang baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan 
 progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 adalah masih terdapat kekurangan fasilitas dan kurangnya kesadaran dari 
 peserta didik dalam mengikuti progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
B. Saran 
 Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka diajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam proses pelaksanaan pihak SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
 harus menyiapkan dengan baik sehingga proses pembelajaran progam 
 pendidikan kewirausahaan yang meliputi progam tata rias pengantin, tata 
 boga, dan menjahit berjalan sesuai dengan tujuan dan progam pendidikan 
 kewirausahaan diupayakan fasilitas yang diberikan harus sudah lengkap 
 dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan progam agar dalam 
 pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang 
 diinginkan. 
2. Dalam proses pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan harus ada 
 fasilitas yang lengkap terutama pada progam pendidikan tata rias 
 pengantin dan  tata boga sehingga proses pembelajaran tidak saling 
 berebut. 
3. Perlu di adakannya sistem pemberian modal oleh SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY bagi para peserta didik untuk dapat mendirikan usaha setelah 
157 
 
 mengikuti progam pendidikan kewirausahaan yang telah di selenggarakan 
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Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI  
Pedoman kajian dokumen ini mengenai Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertulis dalam dokumen, meliputi :  
1. Buku  
a. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan Non formal. 
b. Latar Belakang Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
c. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan. 
d. Praktek Pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar. 
2. Arsip 
a. Data profil Sanggar Kegiatan Belajar.  
b. Visi dan Misi Sanggar Kegiatan Belajar.  
c. Kebijakan Sanggar Kegiatan Belajar terkait Praktek Pendidikan 
Kewirausahaan. 
3. Program dan Peraturan Sekolah  
a. Program pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar. 
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b. Pelaksanaan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dalam kebijakan yang 
tertulis ataupun tidak. 
c. Evaluasi Progam Pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar dalam Praktek 















Lampiran 3. Pedoman Observasi 
PEDOMAN OBSERVASI 
A. Tujuan : 
Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat lebih mudah 
melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan 
Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
B. Identitas Obyek : 
1. Nama   : 
2. Kegiatan  : 
C. Pedoman Observasi : 
Dalam penelitian ini yang diamati antara lain : 
1. Mengamati keaktifan warga belajar di dalam menerima pembelajaran. 
2. Mengamati media pembelajaran yang digunakan. 
3. Keadaan umum Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
4. Interaksi Kepala SKB, Pamong, Warga belajar, dan Warga Sekolah yang lain. 
5. Sikap dan perilaku Kepala SKB, Pamong, dan Warga belajar saat di 
lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar. 
6. Kelengkapan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar. 
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A. Untuk Kepala & Pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
1. Identitas 
a. No. Responden : 
b. Nama : 
c. Tempat, tanggal lahir : 
d. Jenis kelamin : 
e. Agama : 
f. Pendidikan terkahir : 
g. Pekerjaan : 
h. Alamat : 
i. Jabatan di lembaga : 
2. Identitas lembaga 
a. Bagaimana sejarah berdirinya SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
b. Apa visi dan misi SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
c. Apa saja progam maupun kegiatan yang dilaksanakan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ? 




e. Apa saja persyaratan menjadi pengelola dan pengurus SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ? 
f. Apakah ada ketrampilan khusus menjadi pengelola dan pengurus SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
g. Bagaimana kerja sama lembaga dengan pihak lain ? 
3. Progam pendidikan Kewirausahaan 
a. Bagiamana sejarah SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
b. Apa latar belakang dibentuknya progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
c. Bagaimana bentuk pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ? 
d. Apa saja yang diberikan dalam progam pendidikan kewirausahaan ? 
e. Apakah ada ketrampilan yang yang diberikan melalui progam 
pendidikan kewirausahaan ? 
f. Jika ada, ketrampilan apa ? 
g. Bagaimana persiapan progam pendidikan kewirausahaan ? 
h. Bagaimana pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan ? 
i. Bagaimana evaluasi progam pendidikan kewirausahaan ? 
j. Siapa saja yang terlibat dalam progam pendidikan kewirausahaan ? 
apakah dari kalangan masyarakat atau dari luar masyarakat ? 




4. Sarana dan Prasarana 
a. Fasilitas  
1) Dimana tempat pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan ? 
2) Bagaimana kondisi tempat pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
5. Pelaksanaan Progam Pendidikan Kewirausahaan 
a. Bagaimana persiapan progam ? 
b. Apa saja sumber belajar dalam progam pendidikan kewirausahaan ? 
c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam progam pendidikan 
kewirausahaan? 
d. Bagaimana peran pendidik dalam progam pendidikan kewirausahaan? 
e. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan progam 
pendidikan kewirausahaan ? 
f. Bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut ? 
6. Pendapat  
a. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
b. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan ? apakah sudah berjalan efektif dan sesuai dengan yang 
telah direncanakan ? 




B. Untuk Pendidik Progam Pendidikan Kewirausahaan 
1. Identitas 
a. No. Responden : 
b. Nama : 
c. Tempat, tanggal lahir : 
d. Jenis kelamin : 
e. Agama : 
f. Pendidikan terkahir : 
g. Pekerjaan : 
h. Alamat : 
i. Jabatan di lembaga : 
2. Tugas Pendidik Progam Pendidikan Kewirausahaan 
a. Bagaimana latar belakang anda menjadi pendidik progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
b. Bagaimana peran anda dalam merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi progam pendidikan kewirausahaan ? 
c. Apakah ada panduan khusus dalam menjadi pendidik progam 
pendidikan kewirausahaan ? 
d. Apakah usaha-usaha anda untuk meningkatkan kemampuan anda 
menjadi pendidik progam progam pendidikan kewirausahaan ? 




3. Pelaksanaan Progam Pendidikan Kewirausahaan 
a. Bagaimana anda mendidik peserta didik dalam progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
b. Bagaimana persiapan anda sebelum memulai pembelajaran ? 
c. Apa saja kegiatan yang diberikan dalam progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
d. Apa saja sumber belajar atau sumber kegiatan progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
e. Bagaimana peran anda sebagai pendidik dalam progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
f. Strategi apa yang anda lakukan untuk memotivasi peserta didik 
progam pendidikan kewirausahaan ? 
g. Sejauh mana anda mampu mengoptimalkan peserta didik dalam 
progam pendidikan kewirausahaan ? 
4. Pendapat 
a. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
b. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan ? apakah sudah berjalan efektif dan sesuai dengan yang 
telah direncanakan ? 




C. Untuk Peserta Didik Progam Pendidikan Kewirausahaan 
1. Identitas 
a. No. Responden : 
b. Nama : 
c. Tempat, tanggal lahir : 
d. Jenis kelamin : 
e. Agama : 
f. Pendidikan terkahir : 
g. Pekerjaan : 
h. Alamat : 
i. Jabatan di lembaga : 
2. Partisipasi peserta didik progam pendidikan kewirausahaan 
a. Apa latar belakang mengikuti progam pendidikan kewirausahaan ? 
b. Dari mana anda memperoleh informasi tentang progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
c. Siapa yang mendorong anda mengikuti progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
d. Apa saja fasilitas yang diterima selama mengikuti progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
e. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam progam pendidikan 
kewirausahaan ? 
f. Apa manfaat mengikuti progam pendidikan kewirausahaan ? 
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3. Pelaksanaan Kegiatan 
a. Apakah anda mampu mengikuti kegiatan dengan baik ? 
b. Apakah anda mampu menangkap materi kegiatan dengan baik ? 





















D. Untuk Para Alumnus Progam Pendidikan Kewirausahaan 
1. Identitas 
a. No. Responden 
b. Nama 
c. Tempat, tanggal lahir 
d. Jenis kelamin 
e. Agama 
f. Pendidikan terkahir 
g. Pekerjaan 
h. Alamat 
i. Jabatan di lembaga 
2. Persepsi alumnus progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY 
a. Bagaimana manfaat progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
terkait dengan progam pendidikan kewirausahaan ? 
b. Apa tujuan anda mengikuti progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul ? 
c. Apakah setelah mengikuti progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul anda sudah dapat berwirausaha mandiri ? 
d. Apakah profesi anda sudah sesuai dengan usaha yang anda kelola ? 
e. Darimana anda mendapatkan modal untuk membuka usaha ? 
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f. Bagaimana pendapatan sehari-hari  anda sebelum mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul ? 
g. Bagaimana pendapatan sehari-hari  anda setelah  mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul ? 
h. Bagaimana cara anda untuk mengembangkan usaha yang anda kelola ? 
i. Bagaimana cara anda untuk menarik konsumen terkait dengan usaha 
yang anda kelola ? 
j. Bagaimana cara anda untuk mempertahankan konsumen terkait 
















Lampiran 5. Catatan Lapangan 
 
CATATAN LAPANGAN I 
 
Tanggal : 8 April 2013 
Waktu  : 08-10 WIB 
Tempat : SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Kegiatan : Observasi Awal 
 
Deskripsi 
 Pada hari ini peneliti datang ke SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY untuk 
menemui Kepala SKB dengan tujuan mengadakan observasi awal untuk mendapatkan 
informasi mengenai progam pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh 
SKB Bantul. Ketika peneliti tiba disana, peneliti disambut dengan baik dan ramah 
oleh Kepala SKB. Kemudian peneliti menunjukkan surat ijin tembusan dari Kantor 
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan proposal skripsi. Setelah perizinan selesai, 
peneliti memperoleh informasi Kepala SKB “DW” dan “HD” yang memaparkan dan 
menjelaskan pada peneliti mengenai lokasi SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY, 
sejarah pendirian, tujuan SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY, tugas, fungsi, visi dan 
misi, struktur organisasi, tenaga pengurusan, sarana dan prasarana, peserta didik, 
pendidik, pendanaan dan progam yang ada di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
Dimana progam pendidikan kewirausahaan merupakan progam pokok dari SKB 
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Bantul Kabupaten Bantul DIY disamping progam kesetaraan. Setelah peneliti merasa 
cukup mendapatkan informasi, peneliti pun mohon pamit dan menyampaikan akan 
datang lagi ke SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY untuk memperoleh informasi yang 





















CATATAN LAPANGAN II 
 
Tanggal : 9 April 2013 
Waktu  : 08-10 WIB 
Tempat : SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Kegiatan : Wawancara Pengelola SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 Pada hari ini, peneliti datang ke SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY untuk 
menemui pengelola SKB yang bertujuan mendapat informasi lebih lanjut. Hal ini 
dilakukan karena informasi tentang pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan 
belum lengkap. Disini peneliti memperoleh informasi, yaitu mengenai pelaksanaan 
progam pendidikan kewirausahaan yang dimulai dari persiapan yaitu meliputi dari 
analisis pendataan peserta didik, menentukan jenis kursus, menentukan waktu dan 
tempat pembelajara, dan menentukan peserta didik progam pendidikan 
kewirausahaan. Bapak “HD” menerangkan satu demi satu tahap yang dilakukan 
mulai dari analisis pendataan dan sosialisasi desa ke desa untuk mengajak ikut dalam 
progam pendidikan kewirausahaan, menentukan jenis kursus Bapak “HD” juga 
menerima berbagai permintaan dari masyarakat untuk mendirikan suatu progam 
ketrampilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Progam tersebut antara lain 
progam pendidikan tata rias pengantin, tata boga, dan menjahit. Waktu dan tempat 
pengelola telah menyediakan tempat untuk penyelenggaraan progam yaitu di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY. Dan tahap terakhir adalah menentukan peserta didik 
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didalam menentukan peserta didik, pendidik berkoordinasi dengan pengurus SKB 























CATATAN LAPANGAN III 
 
Tanggal : 10 April 2013 
Waktu  : 08-10 WIB 
Tempat : SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Kegiatan : Wawancara Pendidik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 Pada hari ini, peneliti datang ke SKB untuk menemui Pendidik untuk 
memperoleh informasi tentang pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan. 
Disini peneliti menemui Ibu “SZ” pendidik progam tata rias pengantin untuk 
memperoleh data tentang progam pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan. 
Peneliti mewawancarai Ibu “SZ” mengenai proses pelaksanaan progam pendidikan 
kewirausahaan. Dari Ibu “SZ” menjelaskan mengenai proses yang berlangsung 
progam pendidikan kewirausahaan dari tempat yang digunakan, waktu yang 
dilaksanakan, peserta didik, karakteristik pendidik cara rekruitment, Interaksi peserta 
didik, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, hambatan dan pendukung 
progam pendidikan tata rias pengantin yang dilaksanakan, materi pembelajaran yang 
digunakan dengan menggunakan materi modul yang bertujuan memudahkan peserta 
didik dalam mengulang kembali pembelajaran yang dilakukan, fasilitas, pembiayan, 
metode pembelajaran. Dan kemudian Ibu “SK” memberikan informasi rumah peserta 
didik dan alumnus progam pendidikan kewirausahaan. Kemudian “SZ”  menyarankan 
bertemu dengan Ibu “DU” pendidik progam tata boga untuk mendapatkan informasi 
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lebih lanjut. Disini peneliti memperoleh informasi dari Ibu “DU” menjelaskan tentang 
interaksi peserta didik, materi pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan 
materi modul, fasilitas, pembiayan, metode pembelajaran, tempat yang digunakan, 
waktu yang dilaksanakan, peserta didik, karakteristik pendidik cara rekruitment, 
Interaksi peserta didik, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, hambatan 
dan pendukung progam pendidikan tata rias pengantin yang dilaksanakan. Dan 
kemudian Ibu “SK” memberikan informasi rumah peserta didik dan alumnus progam 

















CATATAN LAPANGAN IV 
 
Tanggal : 12 April 2013 
Waktu  : 08-10 WIB 
Tempat : SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Kegiatan : Wawancara Pendidik SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 Pada hari ini peneliti menemui pendidik yang ke 3 untuk memperoleh 
informasi tentang pelaksanaan progam pendidikan yang masih kurang lengkap. Disini 
peneliti menemui pendidik progam kewirausahaan Ibu“SK” pendidik progam 
menjahit untuk memperoleh data tentang interaksi peserta didik, materi pembelajaran 
yang digunakan dengan menggunakan materi modul, fasilitas, pembiayan, metode 
pembelajaran, tempat yang digunakan, waktu yang dilaksanakan, peserta didik, 
karakteristik pendidik cara rekruitment, strategi pembelajaran, dan evaluasi 
pembelajaran, hambatan dan pendukung progam pendidikan menjahit yang 
dilaksanakan. Dan kemudian Ibu “SK” memberikan informasi rumah peserta didik 








CATATAN LAPANGAN V 
 
Tanggal : 15 April 2013 
Waktu  : 15.00-16.00 WIB 
Tempat : Rumah Peserta didik/ Alumnus  
Kegiatan : Wawancara alumnus SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 Pada hari ini peneliti datang kerumah alumnus progam pendidikan tata rias 
pengantin untuk mengamati bagaimana kondisi bangunan rumah, dan kemudian 
peneliti mewawancarai Ibu “MT”. Peneliti memperoleh informasi tentang progam 
pendidikan kewirausahaan dan perubahan perilaku yang ditunjukkan para alumnus 
setelah mengikuti progam pendidikan kewirausahaan dalam kehidupan mereka 
karena progam tersebut dapat memberi saya manfaat dalam menambah pendapatan 
bagi keluarga saya. Dan menjelaskan adanya peningkatan dalam keluarganya yang 
sebelumnya mereka hanya ibu rumah tangga saja tapi sekarang bisa membuka usaha 









CATATAN LAPANGAN VI 
 
Tanggal : 16 April 2013 
Waktu  : 15.00-16.00 WIB 
Tempat : Rumah Peserta didik/ Alumnus  
Kegiatan : Wawancara alumnus SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 Pada hari ini peneliti datang kerumah alumnus progam pendidikan tata boga 
untuk mengamati bagaimana kondisi bangunan rumah, dan kemudian peneliti 
mewawancarai Ibu “LS” Mendungan, Kelurahan Giwangan.  Informasi yang 
diperoleh dari wawancara tersebut adalah seberapa jauh keterlibatannya dalam 
merencanakan progam pendidikan kewirausahaan yang diikuti. Kemudian peneliti 
mewawancarai tentang pengaruh setelah mengikuti progam pendidikan 











CATATAN LAPANGAN VII 
 
Tanggal : 17 April 2013 
Waktu  : 15.00-16.00 WIB 
Tempat : Rumah Peserta didik/ Alumnus  
Kegiatan : Wawancara alumnus SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY 
Deskripsi 
 15.00.WIB. Peneliti datang kerumah peserta didik progam pendidikan 
menjahit Ibu “RM” selaku lulusan peserta didik progam pendidikan menjahit di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY untuk mengamati bagaimana kondisi bangunan rumah 
dan kemudian peneliti mewawancarai Ibu “RM”. Informasi yang diperoleh dari 
wawancara tersebut adalah seberapa jauh keterlibatannya dalam merencanakan 
progam pendidikan kewirausahaan yang diikuti. Kemudian peneliti mewawancarai 
tentang pengaruh dan perubahan perilaku setelah mengikuti progam pendidikan 










Lampiran 6 Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara 
Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY 
 
1. Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten 
Bantul DIY? 
a. Bagaimana persiapan progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
DW : Ada beberapa konsep dalam melakukan persiapan dalam 
 merencanakan progam pendidikan kewirausahaan, yang 
 pertama  adalah perencanaan yang dilihat dari visi-misi 
 dan tujuan rencana kerja, pengembangan progam, proses, 
 evaluasi. 
HD : Dalam persiapan merencanakan progam pendidikan 
 kewirausahaan ada beberapa tahap yang dilakukan. Seperti 
 analisis kondisi atau pendataan peserta didik, menentukan 
 jenis progam pendidikan yang dibutuhkan, setelah itu 
 menentukan waktu dan tempat pembelajaran, 
 menentukan peserta didik sesuai dengan kriteria 
 yang ditentukan. 
Kesimpulan : Dalam merencanakan progam Pendidikan 
 Kewirausahaan melalui 4 tahap yang dapat dilakukan 
 seperti analisis kondisi peserta didik, menentukan jenis 
 progam, menetukan waktu dan tempat, dan menentukan 
 peserta didik. 
b. Bagaimana pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
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HD : Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan ini 
 dilakukan 3 kali pertemuan dalam seminggu, tempat 
 pembelajaran di SKB Bantul Kabupaten Bantul  DIY. 
SK : Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY setiap mulai hari senin-rabu pukul 
 10.00 wib. bertempat di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY. 
Kesimpulan : Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan 
 dilaksanakan 3 hari dalam seminggu pada pukul 10.00 wib. 
 Bertempat di SKB Bantul Kabupaten Bantul  DIY. 
c. Bagaimana kriteria peserta didik ? 
HD : Kami memberikan progam sesuai dengan sasaran yang 
 dicanangkan oleh pemerintah, bahwa yang mengikuti 
 progam pendidikan kewirausahaan ini adalah warga 
 masyarakat yang masih usia produktif dan tidak bekerja 
 serta masih diwilayah kerja SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY. 
RS : Dengan adanya progam pendidikan kewirausahaan ini 
 kami sebagai peserta didik sangat terbantu karena kami 
 bisa mencari tambahan penghasilan dari keterampilan yang 
 didapat. 
Kesimpulan : Rekrutmen peserta didik terlebih dahulu dilakukan 
 dengan cara mendata peserta didik kemudian 
 disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka dan cocok 
 dengan syarat yang ditentukan oleh SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY. 
d. Bagaimana kriteria pendidik ? 
HD : Kami merekruitmen pendidik progam pendidikan 
 kewirausahaan ini memiliki pendidikan sarjana atau 
 diploma dan memiliki ketrampilan untuk progam 
 pendidikan tata boga, jahit, dan tata rias pengantin. 
 Pendidik tersebut dipilih dari pendidik SKB Bantul sendiri 
 dan kami mendatangkan praktisi dari luar SKB yang 
 berkerja sama dengan pihak SKB untuk memberikan 
 pembelajaran pada progam pendidikan  kewirausahaan. 
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SZ : Untuk progam pendidikan kewirausahaan ini saya selaku 
 pendidik yang diprioritaskan dalam memberikan 
 pembelajaran dan praktik-praktik kegiatan untuk progam 
 pendidikan kewirausahaan. Kemudian tidak hanya saya 
 pendidik untuk progam pendidikan kewirausahaan ini, 
 kami juga mendatangkan pendidik dari luar SKB yang mau 
 bekerja sama dengan kami untuk mengajar. 
Kesimpulan : Rekrutmen pendidik diambil dari pihak SKB Bantul 
 sendiri dan mendatangkan pendidik dari luar SKB juga 
 yang bekerja sama dengan pihak SKB Bantul untuk 
 memberikan pembelajaran pada progam pendidikan 
 kewirausahaan. 
e. Bagaimana interaksi peserta didik dengan pendidik ? 
SK : Interaksi kami dengan peserta didik berjalan baik, sampai 
 saat ini komunikasi kami juga masih baik.dalam proses 
 pembelajaran juga dibentuk seperti teman jadi peserta 
 didik tidak sungkan untuk bertanya dalam hal terkait 
 dengan pembelajaran ataupun kami sering memberikan 
 motivasi pada peserta didik kami. 
DU : Interaksi pendidik dengan peserta didik baik dalam proses 
 pembelajaran. Peserta didik memberikan respon yang baik 
 dalam proses pembelajaran maupun diluar proses 
 pembelajaran. 
Kesimpulan : Interaksi pendidik dengan pendidik berjalan dengan 
 baik dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik 
 dalam atau diluar pembelajaran di SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY. 
f. Bagaimana materi pembelajaran pada progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
HD : Materi dalam progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul yang meliputi progam pendidikan tata boga, jahit 
 dan tata rias pengantin yaitu berupa teori dan praktik. 
 Dalam proses pembelajarannya adalah 80% untuk praktik 
 dan 20% untuk teori.(09/04/2013) 
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SZ : Materi juga disampaikan pada pembelajaran progam 
 pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul ini sesuai 
 dengan kebutuhan masyarakat. Dimana materi tersebut 
 berupa teori dan praktik. 
Kesimpulan : Proses pembelajaran pada progam pendidikan 
 kewirausahaan menggunakan modul yang disesuaikan 
 dengan kebutuhan masyarakat yaitu berupa teori dan 
 praktik pembelajaran. 
g. Bagaimana fasilitas di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
DU : Dengan sarana yang cukup lengkap, meskipun pada 
 progam pendidikan tata rias pengantin di SKB Bantul 
 seperti penyedian model dan alat-alat seperti make up yang 
 baru sedikit penyediaannya. Sehingga adanya swadanya 
 untuk mempersiapkan sendiri. Disamping itu kami juga 
 berupaya untuk dapat menyediakan alat-alat maupun 
 bahan-bahanya. Hanya untuk model untuk rias penganti 
 kami masih belum bisa menyediakannya. Realita dalam 
 pelaksanaannya yaitu peserta didik harus menyediakan 
 sendiri . 
HD : Sarana dan prasarana di SKB Bantul Kabupaten Bantul 
 DIY untuk saat ini lengkap, hanya saja yang diberikan 
 belum sepenuhnya mencukupi. Namun adanya swadaya 
 dari peserta didik tersebut proses pembelajaran dapat 
 berjalan dengan baik. Hanya untuk penyediaan model 
 untuk progam tata rias kami tidak bisa menyediakan. 
 Sehingga peserta didik harus membawa model sendiri 
 dalam praktik pembelajarannya seperti membawa model 
 dari saudara, teman, atau dari keluarganya sendiri. 
Kesimpulan : Sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di SKB 
 Bantul Kabupaten Bantul DIY cukup lengkap, hanya saja 
 pada proses pelaksanaan untuk progam pendidikan tata rias 
 pengantin pihak SKB belum bisa menyiapkan bahan dan 
 model untuk praktiknya. 
h. Bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ? 
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SK : Metode yang tepat untuk peserta didik progam 
 pendidikan kewirausahaan menurut saya menggunakan 
 metode ceramah dan praktik. Proses pembelajaran tersebut 
 akan lebih mudah dan bermanfaat jika materi tersebut 
 disampaikan kemudian langsung dipraktekkan.  
SZ : Dengan metode ceramah dan praktik akan lebih senang 
 dan semangat mengikuti pembelajaran. Mereka peserta 
 didik juga tidak merasa bosan dengan metode ceramah dan 
 praktik  yang kami berikan saat proses pembelajaran 
 sedang  berlangsung. 
Kesimpulan : Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
 pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan adalah 
 dengan menggunakan metode ceramah dan praktek. 
i. Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan di SKB Bantul 
Kabupaten Bantul DIY ? 
SZ : Proses pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan 
 terpusat pada pendidik dimana pendidik dari perencanaan, 
 membuat modul, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran 
 dilakukan oleh pendidik progam pendidikan 
 kewirausahaan. 
Pendidik : Dalam proses pembelajaran progam pendidikan 
 kewirausahaan ini perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
 serta praktik dilakukan oleh pendidik dari SKB Bantul. 
Kesimpulan : Strategi pembelajaran pada progam pendidikan 
 kewirausahaan terpusat pada pendidik, sehingga pendidik 
 menjadi kunci keberhasilan bagi peserta didik yang 
 mengikuti pembelajaran progam pendidikan 
 kewirausahaan yang meliputi progam pendidikan tata 
 boga, jahit dan tata rias pengantin. 
j. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
HD : Setiap selesai satu materi pembelajaran, selalu ada 
 pertanyaan baik lisan maupun tertulis yang diberikan 
 kepada peserta didik baik itu pada saat pelaksanaan ujian 
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 lokal ataupun ujian nasional yang diselenggarakan oleh 
 pihak SKB Bantul dan untuk ujian nasional yang secara 
 serentak dilaksanakan dengan bekerja sama dengan 
 lembaga sertifikasi khusus (LSK) untuk progam 
 pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut merupakan salah 
 satu bentuk evaluasi yang diberikan. 
SZ : Evaluasi biasanya saya berikan adalah evaluasi yang 
 berbentuk ujian lokal yaitu berupa ujian praktek yang 
 diberikan kepada peserta didik dari semua progam 
 pendidikan kewirausahaan seperti pada progam pendidikan 
 tata boga, jahit dan progam pendidikan tata rias  pengantin. 
Kesimpulan : Evaluasi yang dilakukan di SKB Bantul Kabupaten 
 Bantul DIY dengan dua cara yaitu dengan evaluasi ujian 
 lokal dan ujian nasional yang berupa teori dan praktek. 
 Proses evaluasi tersebut bermanfaat agar pendidik dapat 
 mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat 
 diterima oleh peserta didiknya. 
2. Faktor pendukung dan penghambat progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
a. Bagaimana faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
HD : faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan 
 yaitu keaktifan pengelola dan pengurus SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY, kami motivasi peserta didik agar 
 mengikuti progam pendidikan kewirausahaan ini dan 
 sebelumnya sedikit yang mau mengikuti progam ini, dan 
 akhirnya  mereka mempunyai kesadaran untuk mau 
 mengikuti progam pendidikan kewirausahaan ini. 
Pendidik : faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan ini 
 ya pengurus dan pengelolanya aktif ke masyarakatnya 
 memberi motivasi terhadap masyarakat tentang progam 
 pendidikan kewirausahaan yang ada di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY, narasumber yang baik juga 
 menentukan keberhasilan progam ini. 
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Kesimpulan : faktor pendukung progam pendidikan kewirausahaan 
 adalah keaktifan pengelola dan pengurus dalam 
 penyelenggaraan, semangat peserta didik, narasumber yang 
 baik dan adanya motivasi peserta didik untuk berusaha. 
b. Bagaimana faktor penghambat progam pendidikan kewirausahaan di 
SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
HD : Faktor penghambat dari progam pendidikan 
 kewirausahaan ini terletak pada permodalan untuk alumni 
 yang ingin mendirikan usaha mandiri, serta sarana yang 
 kurang pada salah satu progam pendidikan tata rias 
 pengantin. 
Pendidik : Penghambatnya yaitu pada permodalan untuk alumni 
 yang ingin mendirikan usaha mandiri setelah mengikuti 
 progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY. 
Kesimpulan : Sistem permodalan bagi alumni yang ingin mendirikan 
 usaha mandiri tidak ada dan fasilitas yang terbatas. 
3. Perubahan perilaku alumni setelah mengikuti progam pendidikan 
kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY. 
a. Bagaimana Perubahan perilaku alumni setelah mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
LS : Dengan adanya progam pendidikan kewirausahaan yang 
 diselenggarakan di SKB Bantul saya sebagai peserta didik 
 yang pernah mengikuti proses pembelajaran tersebut 
 sangat bermanfaat dan membantu untuk kami bisa mencari 
 tambahan penghasilan dari usaha catering yang sudah saya 
 kelola ini. Bahwa tanpa adanya pelatihan kami tidak akan 
 mempunyai ketrampilan dan pengetahuan serta 
 kepercayaan diri untuk mendirikan suatu usaha. Dalam 
 pengelolaan usaha ini kami tetap mengutamakan konsumen 
 sehingga kami mendapatkan kepercayaan oleh para 
 konsumen kami terkait dengan pelayanan, kualitas produk, 
 harga dan pemasarannya. Dan kami percaya bahwa dengan 
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 hal tersebut adalah merupakan suatu strategi dalam 
 berwirausaha untuk mendapatkan kepercayaan konsumen 
 ataupun untuk mempertahankan konsumen kami. 
MT : Progam pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan 
 di SKB Bantul tersebut bagi kami sangat bermanfaat mas, 
 dari pelatihan tersebut kami mendapatkan suatu 
 ketrampilan yang saya gunakan untuk dapat membuka 
 usaha sendiri seperti mendirikan salon tata rias ini. Sudah 
 tentu dalam mendirikan usaha ini kami mengutamakan 
 kejujuran dan pelayanan yang baik, mulai dari tempat, 
 peralatan rias kami yang cukup lengkap, hasil tata rias 
 yang baik dan berkualitas untuk para konsumen kami agar 
 tetap percaya kepada pelayanan yang kami berikan. Sudah 
 cukup banyak permintaan dari masyarakat untuk memakai 
 jasa tata rias yang kami berikan. Hal tersebut juga 
 merupakan strategi kami untuk mengembangkan usaha tata 
 rias yang saya dirikan ini. Dengan usaha salon yang saya 
 dirikan ini juga sudah dapat meningkatkan penghasilan 
 untuk keluarga kami mas, yang sebelumnya saya adalah 
 seorang ibu rumah tangga saja. 
RM : Progam pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan 
 di SKB Bantul tersebut menurut saya sangat memberikan 
 banyak manfaat ya mas, cukup lengkap pendidikan 
 pelatihan yang diberikan seperti pendidikan tata rias 
 pengantin, tata boga dan menjahit yang diselenggarakan di 
 SKB Bantul. Saya sebagai alumni dari SKB Bantul yang 
 memang telah mengikuti progam pendidikan/pelatihan 
 menjahit yang telah diselenggarakan. Tujuan saya 
 mengikuti progam tersebut adalah untuk mendapatkan 
 ketrampilan dan pengetahuan yang saya gunakan untuk 
 hidup mandiri dengan mendirikan usaha sendiri, dan 
 allhamdulillah kini saya sudah dapat mendirikan usaha 
 konveksi dan jahit di rumah kami. Dari hasil kualitas 
 menjahit maupun biaya yang terjangkau dan alat-alat jahit 
 yang cukup lengkap serta proses pengerjaannya yang cepat 
 adalah merupakan pelayanan yang memang kami berikan 
 kepada masyarakat yang memang ingin memakai jasa jahit 
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 kami mas. Jadi kini saya sudah mendapatkan kepercayaan 
 untuk memenuhi permintaan dari masyarakat tersebut. hal 
 tersebut juga merupakan strategi pengembangan dalam 
 mendirikan usaha jahit ini. Bahwa pelayanan yang optimal 
 dalam usaha yang kami dirikan juga akan dapat 
 memberikan kepuasan kepada konsumen kami untuk tetap 
 memakai jasa kami. 
Kesimpulan : Pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul dapat memberikan manfaat seperti bekal 
 ketrampilan dan pengetahuan yang digunakan untuk 
 mendirikan suatu usaha mandiri. Dari manfaat 
 pembelajaran progam pendidikan kewirausahaan di SKB 
 Bantul dapat membentuk suatu perilaku wirausaha pada 
 peserta didik yang digunakan untuk mempraktekkan 
 pengetahuan dan ketrampilannya dengan berwirausaha 
 mandiri. 
b. Bagaimana tingkat pendapatan alumni setelah mengikuti progam 
pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul Kabupaten Bantul DIY ? 
LS : Tambahan penghasilan dari usaha catering yang sudah 
 saya kelola ini yaitu Rp. 30.000-Rp. 50.000/hari yang 
 sebelumnya penghasilan saya dalam sehari Rp. 20.000. 
MT : Tambahan penghasilan dari usaha salon tata rias 
 pengantin yang saya kelola ini yaitu sekitar Rp. 20.000-Rp. 
 30.000/hari yang sebelunya penghasilan saya dalam sehari 
 hanya Rp.  10.000. 
RM : Tambahan penghasilan dari usaha jahit dan konveksi 
 yang saya kelola ini yaitu sekitar Rp. 30.000-Rp. 
 50.000/hari yang sebelunya penghasilan saya dalam sehari 
 hanya Rp.  20.000. 
Kesimpulan : Progam pendidikan kewirausahaan dapat memberikan 
 bekal ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan 
 dalam mendirikan suatu usaha sehingga dari usaha tersebut 
 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan bagi 
 para alumnus progam kewirausahaan. Karena dalam 
 progam pendidikan kewirausahaan di SKB Bantul 
 Kabupaten Bantul DIY para peserta didik telah diajarkan 
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 untuk dapat membuka peluang usaha dengan pemberian 
 ketrampilan dan pengetahuan di bidang tata rias pengantin, 
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